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ABSTRACT 

Implementation of Village Fund Policy on Village Development 
(Case Study On Asai Village Windesi District period 2015-2016) 

ASER I'ONGRA TTE 
Pongrate07@gmail.com. 

Graduate studies Program 
Indonesia Open University 

The objectives of this research are 1) To analyze the implementation of 
village fund policy towards the development of Asai vil1age in Windesi district. 
The 2nd objective is to analyze the factors influencing the implementation of 
village fund policy towards the development of Asai village in Windesi district. 
Analysis of policy implementation using the implementation theory according to 
Van Meter and Van Horn. The approach used in this research is qualitative 
research. Techniques of data collection using interviews, documentation, and 
observation. The research instrument is in the form of an interview guide which is 
used to obtain infonnation from the key informants, namely the head of 
Kampung, the treasurer, the Chairman of Bamuskam (Deliberation Council 
village), the Windesi district secretary, the District Government Assistant of the 
District of Yapen Islands, and the P3MD (Village Community Empowerment 
Development Program) Kepulauan Yapen District. Data analysis using inductive 
descriptive technique. The results of this study found that the implementation of 
village fund policy for the development of Asai village is considered to be well 
realized. 53.84% of Village Fund Allocation is used for the operational of the 
village apparatus, while the rest is used for physical, socio-cultural and economic 
development. Factors influencing the implementation of the village fund policy 
for the development of Asai village (a) the existence of clear and measurable 
standards and policy targets, and has been well socialized, (b) the availability of 
resources, especially capita] and infrastructure, while from the human resources 
side still need many improvements, particularly in the case ofLPJs (c) established 
good cooperation between governmental organizations, (d) implementing 
agencies that are Jess consistent and potentially misleading if not properly 
supervised, (e) mutually supportive social and political conditions, and (f) 
excellent disposition of the implementer and a positive understanding of the 
urgency of Village Fund Allocation 

Keywords : Village Fund Policy, Village Development, Village Fund Allocation 
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ABSTRAK 

Implementasi Kebijakan Dana Kampung Terhadap Pembangunan Kampung 
(Studi Kasus Pada Kampung Asai Distrik Windesi Periode 2015-2016) 

ASER PONGRATTE 
Pongrate07@gmail.com. 

Program Pasca Sarj ana 
Universitas Terbuka 

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Menganalisis implementasi kebijakan 
dana kampung terhadap pembangunan kampung Asai distrik Windesi.Tujuan 
yang ke 2) adalah untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi 
kebijakan dana kampung terhadap pembangunan kampung Asai distrik Windesi. 
Analisis implementasi kebijakan menggunakan teori implementasi menurut Van 
Meter dan Van Horn. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif. Teknik pengambilan data menggunakan wawancara, 
dokumenta-;i, dan observasi. Instrumen penelitian berbentuk panduan wawancara 
yang digunakan untuk memperoleh informasi dari key informan, yaitu kepala 
Kampung, bendahara, Ketua Bamuskam (Badan Musyawarah Kampung), 
sekretaris distrik Windesi, Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Kabupaten 
Kepulauan Yapen, dan pendamping P3MD (Program Pembangunan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Kepulauan Yapen. Analisis data 
menggunakan teknis deskriptif induktif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa 
implementasi kebijakan dana kampung untuk pembangunan kampung Asai dinilai 
telah terealisasi dengan baik Sebanyak 53,84% dari Dana Kampung digunakan 
untuk operasional aparatur kampung, sedangkan sisanya digunakan untuk 
pembangunan fisik, sosial budaya, dan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi 
implementasi kebijakan dana kampung untuk pembangunan kampung Asai adalah 
(a) adanya standar dan sasaran kebijakan yang jelas dan terukur, serta telah 
disosialiasikan dengan baik, (b) tersedianya sumber daya, terutama permodalan 
dan sarana prasarana, sedangkan dari sisi SDM masih membutuhkan banyak 
perbaikan, utamanya dalam masalah LPJ (c) teijalin kerja sama yang baik antar 
organisasi pemerintahan, (d) agen pelaksana yang kurang konsisten dan 
berpotensi untuk melakukan penyelewengan jika tidak diawasi dengan baik, (e) 
kondisi sosial dan politik yang saling mendukung, dan (f) disposisi implementator 
yang sangat baik dan pemahaman positiftentang urgensi dana kampung. 

Kata Kunci: Kebijakan Dana Kampung, Pembangunan Kampung, Alokasi Dana 
Kampung 
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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

Wilayah penelitian merupakan hal yang sangat diperlukan untuk 

memberikan pendalaman pemahaman mengenat permasalahan yang akan 

ditcliti lcbih lanjut. Adapun gambaran mengenai wilayah Kabupaten 

Kepulauan Yapen, wilayah Distrik Windesi dan Kampung asai adalah sebagai 

berikut: 

1. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Yapen 

i. Aspek Geografi 

Kabupaten Kepulauan Yapen berada di Teluk Cendrawasih pada 

poSJSJ !34"46"-13T21,964" Bujur Timur dan I "27'47,714"-

1 °58'36,376" Lintang Selatan. Batas wilayah Kabupatcn Kepulauan 

Yapen adalah sebagai berikut : 

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Biak Numfor di Selat 

Sorenawai; 

2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Waropen di Selat 

Saireri; 

3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Manokwari J'rovinsi 

Papua Barat di Selat Gelvink Bay; 

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sarrni dan Jayapura di 

Sungai Marnberamo. 

Kabupaten Kepulauan Y apen secara administrasi terdiri dari 16 
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No. 
I 
2 
3 
4 

_5 
6 -co- .. 
7 
8 
9 
10 
II 

12 
13 
14 
15 
16 

58 

distrik, 5 kelurahan, dan 160 kampung yang rinciannya disajikan pada 

Tabel 4.1. 

Tabel4.1. 
Banyaknya Keluraban dan Kampung serta Luas Distrik 

di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2015 

Distrik Kampung Kelurahan Luas (kml) Persentase 
A~gkaisera 10 0 101,09 1,40 
Kepulauan Ambai 10 0 301,37 ._g_ 
Kosiwo 15 0 606,66 8,49 
Poom 8 . 0 730,39 10,22 
Pulau Kurudu 8 0 134.00 7,~~ 
Pulau Yerui 5 0 574,03 10,21 
Raimbawi 7 0 779,49 5,28 
Teluk Ampimoi II 0 451,63 6,32 
Windesi 9 0 479,69 6,71 
Wonawa 10 0 960,68 9,53 
Yapen Barat 16 I 793,36 11,10 
Yapen Selatan 10 3 80,30 05.60 
Yapen Tinmr II 0 393,17 5.50 
Yapen Utara 7 0 775,58 10,85 
Anotaurei 7 I 60,12 05.36 
Yawakukat 8 0 76,30 1,08 

Kepulauan Yapen 160 5 7.146,97 100,00 
Hutan Negara 785.26 25.08 --
Dar.rtan 2.432,49 64.61 
La- 4.714,48 35.39 

. Sumher . BPS, Kepulauan Yapen Dalam Angka Tahun 2015 . 

Berdasarkan Tabel4.1 Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki 16 

distrik dengan Jua..;; wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen seluas 7.146,97 

km2 dimana luas daratan adalah 2.432,49 km2 (34,04%) sementara lautan 

seluas 4.714,48 km2 (65,96%). 

Secara topografi, sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen 

berbukit dan bergunung-gunung dan sebagian kecil wilayah dengan 

kondisi datar dan landai terutama pada bagian timur dan bagian Barat 

Pulau Yapen. Tingk:at kemiringan laban sangat bervariasi mulai dari yang 

datar, bergelombang hingga pada berbukit. Tingk:at kemiringan lahan 

antara 0-4% yang disebut sebagai daerah pantai, sedangk:an kemiringan 
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lahan antara 40·60% adalah kemiringan lahan yang discbut sebagai 

daerah bergelombang hingga bcrbukit, laban ini lebih dominan sekitar 

pulau Yapen. Ketinggian wilayah pantai berada pada kisaran 0-1 0 m 

diatas permukaan !aut, sedangkan bagian tengah berada pada ketinggian 

200-1.500 m di atas permukaan laut. 

j.Aspek Demografi 

-·· 

No 

I 
2 

_3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
\0 
II 
12 
13 
14 

Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan data 

BPS Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 sebanyak 82.951 jiwa 

dengan rincian disajikan pada Tabel 4.2. 

Tabel4.2. 
Jumlah dan Kepadatan Penduduk 

Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2015 

Luas Penduduk 
Distrik 

Km' % Jumlah % 
Yapen Timor 172,0 5.5 4.618 5.6 
Pantura Y apen 173,0 5.5 2.304 2.8 
Teluk Ampimoi 161,0 5.1 3.416 4.1 
Raimbawi 70,0 2.2 I.l20 1.4 
Pu\au Kurudu 134,0 4.3 1.335 1.6 
Angkaisera 52,0 1.7 8.046 9.7 
Ken.Ambai 18,2 0.6 3.656 4.4 
Yapen Selatan 60.5 1.9 38.032 45.8 
Kosiwo 44,7 1.4 3.781 4.6 
Yapen Barat \15,8 3.7 7.831 9.4 
Wonawa 63,5 2.0 2.812 3.4 
Pulau Yerui 35,9 1.1 341 0.4 
Poom 69,9 2.2 3.128 3.8 
Windesi 67,3 2.1 2.531 3.1 
Hutan Negara 785,3 25,1 
Kep. Yapen 3.131,0 100,0 82.951 100,0 

Kepadatan 
(oran1!/km2l 

27 
13 
21 
16 
10 

155 
201 
629 
85 ... 

·~ 
44 

9 
45 
38 

. 
26 

Sumber. Kepulauan Yapen Dalam Angka 2015 

Tabel 4.2. memperlihatkan penyebaran penduduk di Kabupaten 

Kepulauan Y a pen masih terpusat di Distrik Yapen Selatan dim ana i bu 

kota Kabupaten Kepulauan Yapen berada. Jumlah penduduk di Distrik 

Yapen Selatan paling tinggi sebanyak 38.032 jiwa atau 45.8% dengan 
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kepadatan sebanyak 629 orang per km2. Distrik yang paling sedikit 

jumlah penduduknya adalah Pulau Yerui dengan 341 pcnduduk atau 

0.4% dan tingkat kepadatan 9 orang per km2. 

2. Gambaran Umum Distrik Windesi 

a. Aspek Geografi 

Distrik Windesi adalah salah satu Distrik yang terletak disebelah 

utara Pulau Yapen yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Biak 

Numfor. Secara atronomis Distrik Windcsi terlctak diantara 

1°37'58.761"-5'41,441" Lintang Selatan dan 135°50'11.322"-

136012'47.762" Bujur Barat Batas wilayah Distrik Windesi adalah 

sebagai berikut : 

I) Sebelah Utara Distrik Windesi Berbatasan dcngan Kabupaten Biak 

Numfor; 

2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Kosiwo; 

3) Sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Pantura Yapen dan; 

4) Sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Poom. 

Letak Distrik Windesi berada di pesisir pantai, dengan kondisi ini 

maka untuk menjangkau satu kampung dengan kampung yang lain 

menggunakan perahu motor tempel. Distrik Windesi memiliki Luas 

daratan 222,40 Km2 , dengan ibukota distrik terletak pada kampung 

Windesi. Wilayah pemerintahan Distrik Windesi terdiri dari 9 kampung 

yang terscbar di daerah pesisir dan lembah. Adapun nama-nama 

karnpung dapat dilihat pada tabel 4.3. 
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No 

I 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Tabel. 4.3. 
Nama Kampung dan Status Pemerintahan 

Distrik Windesi Tahun 2015 

Nama Kampung Status Pemerintahan 
--

2 3 

Waisani Kampung 

Munggui Kampung 

Asai Kampung 

Windcsi Kampung 

Sarumao Kampung 

Kaonda Karnpung 

Karawi Kampung 

Aryobu Kampung 

Rosbori Karnpung 
·-

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Yapen 2016 

b. Aspek Demografi 

61 

.. 

Setelah mengetahui letak wilayah Distrik Windesi, maka akan 

lebih memperje]as dan memahami situasi demografis masyarakat distrik 

Windesi. Berdasarkao data Statistik Tabun 2015 jumlah Penduduk 

Distrik Windesi adalah berjumlah 2.809 jiwa, terdiri atas 1.427 laki-lak.i 

dan 1.382 perempuan. Namun perbedaan penduduk laki-laki dan 

perempuan tidak begitu besar yang secara persentase penduduk 

perempuan dengan persentase sebesar 49,20 % dan laki-laki sebcsar 

50,80 %. Pertumbuhan penduduk dari tahun sebelumnya hanyalah 1, I% 

atau sebanyak 60 jiwa_ 

Luas wilayah yang mencapai 222.40 Km;\ maka secara rata-rata 

kepadatan penduduk Distrik Windesi mencapai 12,42 jiwa per Km2
. 

Secara rata-rata satu Km2 dihuni oleh 12 jiwa. Hal terse but dapat dilihat 
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No. 

I 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

pada tabel 4.4. 

Tabel4.4 
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin 

pada masing-masing kampung tahun 2015 

Kampung 
--: Jenis Kelamin 

Laki-Laki Perempuan 

2 3 4 

Waisani 263 220 

Munggui 175 166 

.Jumlah 
---·-

5 

483 

341 
·~-

Asai 144 160 304 

Windesi 140 119 259 
. . 

Saruman 148 147 295 

Kaonda 118 120 238 

Karawi 236 238 474 

Aryobu 66 69 135 

Rosbori 137 143 280 

Jumlab 1427 1382 2809 

62 

Swnber. BPS Kabupaten Kepulauan Yapen 2016 

3. Gambaran Umum Kampung Asai 

a. Letak Geografi 

Secara administratif Kampung Asai tennasuk dalam wilayah 

Distrik Windesi, Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan luas wilayah 

1.040,57 Ha atau 4,69 % dari luas wilayah Distrik Windesi dan berada 

pada titik koordinat x~ 597214,47 dan y~ 9817568,06. Karakteristik 

wilayahnya berupa pesisir pantai dan daratan. Kampung Asai memiliki 

batas administratif sebagai berikut: 
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I) Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Yapen 

2) Sebelah Timur berbatasan dengan Karnpung Windesi 

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampllllg Papuma 

4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kampllllg Munggui. 

Potensi yang dimiliki Kampung Asai digolongkan dalam 

beberapa aspek, yaitu : 

I) Lahan 

Jenis tanah menurut sub grup pada Kampung Asai adalah 

dominan typic haplustepts dan bahan ikutan typic dystrustepts. Unsur 

hara Natrium (Na) pada tanahnya tergolong tinggi, sedang unsur yang 

lain rendah sehingga kesuburan tanahnya tergolong rendah. 

Berdasarkan analisis tingkat kesesuaian lahan terhadap jenis 

komoditas tanaman pangan, sayuran, buah-buahan, dan tanaman 

perkebunan. Selain itu potensi lahan yang dimiliki adalah tanaman 

kehutanan yang bernilai konservasi dan ekonomi. 

2) Perairan 

Potensi perruran yang dimiliki Kampung Asai adalah (1) 

kualitas air sangat baik dan (2) Masyarakat nelayan. Potensi perairan 

yang Kampung Asai dapat dikembangkan komoditas Perikanan 

Tangkap. 

3) Kependudukan 

Pada tahun 2014 tercatat jumlah penduduk Karnpung Asai 

sebanyak 397 jiwa. Mata pencaharian utarna penduduk adalah petani 

dan nelayan. Hingga tahun ke 25 (2033) penduduk Kampung Asai 
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diperkirakan laju perturnbuhan penduduk: 5,80%; sehingga Tahun ke 

25 diperkirakan telah berjumlah 1.555 jiwa; Pengurangan penduduk 

akibat kematian sebesar: 0,78% per tahun; sehingga tahun ke 25 

diperkirakan teljadi pengurangan penduduk : 321 jiwa pada kondisi 

tidak ada serangan wabah penyakit yang berbahaya dan musibah 

berupa bencana alam lainnya. 

4) Fasilitas Sosial 

Terdapat 1 bangunan SD Negeri. Fasilitac; pendidikan tingkat 

SMP belum ada. Jumlah siswa saat ini sebanyak 70 orang dengan 6 

orang guru. T erdapat I bangunan untuk pelayanan kesehatan tetapi 

tidak betjalan sesuai fungsinya. Tenaga medis yang ada terdiri dari 1 

orang bidan. 

5) Infrastruktur 

Infrastruktur Kampung Asai meliputi jalan, air bersih, listrik, 

persampahan, dan drainase. 

a) Infrastruktur jalan di Kampung Asai telah ada, namun akses jalan 

ke ibukota kabupaten dan wilayah sckitarnya belum ada, hanya 

dapat diternpuh lewat jalur laut. 

b) Sarana air bersih telah tersedia, namun rnasih dalam bentuk bak 

penampungan sebanyak 2 buah untuk mclayani seluruh KK. 

c) Jaringan listrik telah terscdia namun masih skala rumah tangga 

dengan menggunakan rnesin generator listrik. Sebagian belurn 

rnenikmati listrik dengan baik. 
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d) Fasilitas persampahan belum tersedia dengan haik masih 

memanfaatkan lahan sekitarnya untuk membuang sampah. 

e) Drainase pemukiman dan jalan bel urn tersedia dengan baik. 

6) Pariwisata 

Kampung Asai berada pada bagian utara sebelah timur Pulau 

Yapen memiliki garis pantai relatif rata yang berhadapan langsung 

dengan !aut Pasifik sehingga pada musim-musim tertentu gelombang 

sangat tinggi dan dapat digunakan untuk olahraga selancar air dan 

rekreasi keindahan alam. 

4. Rencana Program Pengembangan Kampung 

Rencana program pengembangan Kampung Asai hingga 25 tahun ke 

depan (2033) terdiri dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi dan 

in:frastruktur, diuraikan scbagai berikut : 

a. Pendidikan 

Rencana pada aspek pendidikan merupakan pembangunan yang 

ditujukan untuk mewujudkan terlaksananya program PELDIDIKPADU, 

dengan dua program utama yaitu : 

I) Wajib sekolah 12 tahun 

2) Peningkatan mutu tenaga pendidik (guru) dan fasilitas sekolah 

b. Kesehatan 

Rencana pengembangan pada aspek kesehatan dengan program : 

1) Meningkatkan peran Pustu dan polindes sebagai pelayanan kesehatan 

masyarakat melalui : 
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2) Penambahan tenaga medis dengan penambahan perawat sebanyak 5 

orang dan bidan sebanyak 5 orang pula yang akan bcrtugas memberi 

pelayanan pada masyarakat. 

3) Health security (kearnanan kesehatan) herbasis kampung 

c. Perekonomian 

Rencana pengembangan di sektor perekonomian sesuai potensi 

laban kampung yang dapat dikcmbangkan meliputi program : 

1) Pengembangan areal budidaya 

2) Pengernbangan agrobisnis dan agroindustri melalui pembuatan 

demplot; 

3) Pengadaan input produksi untuk lua" tanam 1.500 Ha; pemberian 

unsur hara yang dibutuhkan tanaman 

4) Perbaikan dan manajemen produksi 

5) Perbaikan panen dan pasca panen; 

6) Distribusi dan pemasaran; 

7) Bantuan pemodalan; 

8) Pengembangan sumber daya manusia 

9) Pembentukan/pemantapan kelembagaan lokal 

d. Infrastruktur 

Rencana program pengembangan infrastruktur di Kampung Asai 

yaitu pengembangan prasarana penunjang; meliputi kegiatan : 

1) Survey jalan penghubung dengan Windcsi dan Munggui. 

2) Inventarisasi kebutuhan berdasarkan fungsi jalan 

3) Peningkatan jalan aspal sepanjaog 264,54 m. 
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4) Survei dan pembuatan drainase. 

5) Pengadaan jaringan telekomunikasi berupa BTS melalui kerja sama 

dengan operator nasional. 

6) Pengadaan listrik dengan tenaga Hydro micro pada seluruh rumah 

7) Peningkatan sarana air hersih menjangkau pemukiman masyarakat; 

melalui sistem pcrpipaan dari sumber air. 

8) Perhaikan rumah masyarakat untuk masyarakat kurang mampu. 

9) Peningkatan sanitasi lingkungan; dapat berupa pemberian inforrnasi 

maupun kegiatan pengelolaan persampahan, pengadaan MCK dan 

sebagainya. 

e. Pariwisata 

Rencana program pengembangan Pariwisata di Kampung Asai 

yaitu pengembangan prasarana penunjang; meliputi kegiatan : 

1) Survey dan pembuatan perencanaan pariwisata Kampung Asai. 

2) Inventarisasi kehutuhan berdasarkan fWigsi wisata 

3) Pelaksanaan pekerjaan. 

5. Struktur Pemerintah Kampuog Asai 

Struktur pemerintah Kampung Asai tahun 2016 adalah sebagai 

berikut. 
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Struktur pemerintah kampung Asai di atas adalah struktur tahun 

2016 yang telah diubah melaJui Keputusan Kepala Kampung Asai Distrik 

Windesi Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 01 Tahun 2016 Tentang 

Pemberhentian dan Pengangkatan Aparat Kampung Asai Distrik Windesi 

Kabupaten Kepulauan Yapen tertanggal 3 Januari 2016. Keputusan terse but, 

telah diangkat dan diberhentikan tujuh bagian dari struktur pemerintah di 

atas, yaitu (a) Sekretaris Karnpung, (b) Kasubag Umum & Tata Usaha, (c) 

Kasubag Program & Pelaporan, (d) Kasubag Keuangan, (e) Kepala Seksi 

Pemerintahan, (f) Kepala Seksi Pembangunan, dan (g) Kepala Seksi 

Kemasyarakatan. 

Berdasarkan Keputusan Kepala Kampung Asai Distrik Windesi 

Nomor:02/SK/KMP-ASAI/2016 Tentang Pembentukan Tim Teknis 
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Penyusunan RPJMK, RKPK & RABK Kampung Asai Distrik Windesi 

Talmn Anggaran 2016, diangkatlah empat orang tim penyusun, yaitu: 

h. Kundrad Raubia (Kepala Kampung) sebagai Penanggung Jawab; 

i. Sem Puari (Ketua Bamuskam) sebagai Koordinator; 

j.·l·crianus Ayomi (Sekretaris Kampung) scbagai Sekretaris; 

k. Demianus A. Maniamboy (Bendahara) sebagai Anggota 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Asai Tahun Anggaran 

2015 dan 2016 

Tabcl 4.5. di bawah ini menunjukkan tentang anggaran pendapatan 

dan belanja Kampung Asai tahun anggaran 2015 dan 2016. 

Tabel4.5. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Asai Tabun 2015 Dan 2016 

No Deskriosi 2015 2016 
I Pendapatan Desa 254.071.720,- 763.775.658,-
2 Belanja Desa 254.071.720,- 763.775.658,-

a. Bidang Penye\enggaraan Pemerintah Desa 105.921.720,- 344.260.658,-
b. Bidang Pembangunan - 125.015.000,· 
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 148.150.000,· 30.000.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat . 264.500.000,· 
e. Bidang Tak Terduga - . 

3 Pembiayaan Kampung 

a. Penerimaan Pembiayaan 5!.000.000,- 51.000.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan 5!.000.000,- 5!.000.000,· 

Sumber: Peraturan Kampung Asat Tahun 2015 dan 2016 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa anggaran pendapatan 

Kampung Asai mengalami peningkatan pada tahun 2016 dari tahun 

sebelumnya, meskipun tidak begitll signifikan peningkatannya. Nominal 

pendapatan desa diperoleh dari Dana Kampung (UK), bantuan keuangan 

dari pemerintah daerah, dan silfa Dana Kampung (DK) tahun sebelumnya. 

Pada tabun 2016, Dana Kampung sebesar Rp. 600.195.658,·, bantuan 
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keuangan dari pemerintah daerah sebesar Rp. 163.580.000,-, dan silfa 2015 

sebesar 50.662.272,-. Berdasarkan komponen tersebut diperoleh nilai total 

pendapatan Karnpung Asai pada tahun 2016 sebesar Rp. 763.775.658,-. 

Kemudian berdasarkan komponen belanja desa, penggunaan 

terbcsar dialokasikan untuk penyelenggaraan pernerintah desa. Hal ini 

menunjukkan bahwa a1okasi dana untuk pembangunan kampung Asai 

belum begitu optimal karena serapan penggunaan dana lebih banyak 

digunakan untuk kegiatan administratif pemerintah kampung, baik 

digunakan untuk penggajian maupun kegiatan administratiflainnya. 

Lebih lanjut, pada tahun 2016, Karnpung Asai tidak hanya terfokus 

pada bidang pembangunan (fisik) dan pembinaan kemasyarak.atan (sosial 

budaya) saja, namun sudah mengarah pada kegiatan pemberdayaan 

masyarakat {pembangunan ekonomi) yang mampu menghasilkan nilai 

tambah (value Dana Kampunged) dan mampu meningkatkan kesejahteraan 

masyarak.at di masa mendatang. Hal ini dapat diketahui dari alokasi belanja 

pada bidang pemberdayaan masyarak.at yang lebih besar dibandingkan 

dengan bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. 

Pembagian alokasi dana tersebut sesuai dengan kesepakatan dalam 

Forum Musrenbang Kampung. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut : 

a. Belanja Rutin sebcsar 30% dari Total Belanja Kampung. 

b. Belanja Pembangunan sebesar 70% dari Total Belanja Kampung, yang 

terbagi menjadi : 

1) Bidang Pengembangan Wilayah sebesar 60% dari Total Belanja 

Pembangunan 
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2) Bidang Pengcmbangan Ekonorni sebesar 7% dari Total Belanja 

Pcmbangunan 

3) Bidang Sosial dan Budaya sebesar 3% dari Total Belanja 

Pembangunan. 

Komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi-mJsJ 

Kampung terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan 

kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dao;ar masyarakat dapat segera 

terwujud. 

Berdasarkan Rencana Ketja Pemerintah Kampung (RKPK) 

Kampung Asai pada tahun 2015-2020 prioritas masalah yang harus 

diselesaikan meliputi 35 (tiga puluh lima) masalah pengembangan fisik, 11 

(sebelas) masalah ekonomi dan 7 (tujuh) masalah sosial budaya. Sedangkan 

penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara cfektif mampu 

mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat 

melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Berikut adalah 

daftar prioritas masalah yang akan ditangani pada tahun anggaran 2016. 

Tabel4.6. 
Daftar Prioritas Masalah Kampung Asai Tahun 2016 

NO BIDANG MASALAH 

1. Lembaga Pendidikan anak Usia Dini belum tersedia baik 
I. Pendidikan fasilitas bangunan dan sarana dan prasarana bennain 

I. Masih kurang sadamya masyarakat akan pentingnya kesehatan 
2. Masih kurangnya sarana air bersih di tiap lingkungan 
3. masih minimnya upah untuk para kader kesehatan di Kampung 
4. Masih kurang sadarnya orang tua membawa anaknya ke 

2. Kesehatan Posyandu 
5. Masih kurang sadarnya masyarakat untuk menggunakan a \at 

Kontrasepsi!KB 
6. Masih belum Optimalnya Kegiatan BKB,BKR,BKL, dan 

UPPKS 
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--
I. masih banyaknya anak yatim dan orangjompo 
2. Guru Agama 

3. Sosial Budaya 3. Masih adanya rumah masyarakat yang tidak layak huni 
4. Sanitasi/MCK Belum tersedia secara baik layak 

I. SDM Pcrangkat masih lemah 
2. BPD, LPM, dan PKK belum berfungsi secara maksimal 

4. Pemerintahan ]. Balai Kampung belum terbangun 
4. Ruangan kantor Kampung bclum tersedia 

I. Badan dan Bahu jalan masih labil 

5. Infrastruktur 
2. jalan Tanah sudah rusak 
3. Bel urn adanya jalan Poros Kampung yang memadai 
4. Belum meratanya pemasanganjaringan listrik 

~-

I. Kurangnya peralatan bagi para pengrajin yang ada di Asai 
Koperasi Dan 2. Minimnya pengetahuan tentang pemasaran dan manajemen 

6. Usaha usaha 
Masyarakat 3. Kurangnya Modal Usaha bagi para Pengrajin dan Petani serta 

nelayan 
I. Masih minimnya bibit unggul yang tersedia baik untuk 

Pertanian atau Petemakan 
7. Pertanian 2. Masih kurangnya peralatan pertanian 

3. Masih kurangnya pasokan air terutama untuk tanaman palawija 
4. Minimnya Pengetahuan Petani 

Pariwisata 
I. Kurangnya sarana pendukung 

8. 2. kurangnya kesadaran masyarakat untuk menata lingkungan 
Sumbcr. RKPK Kampung Asa1 Tahllll Anggaran 2016 

B. Hasil Penelitian 

Pada sub bab basil penelitian ini, penulis akan memaparkan basil 

wawancara dengan 7 orang yang telah penulis tetapkan sebagai responden. Ada 

dua tujuan utarna dalam penelitian ini yaitu 1) menganalisis implcmentasi 

kebijakan dana kampung terhadap pembangunan kampung Asai distrik 

Windesi dan 2) menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi 

kebijakan dana kampung terhadap pembangunan kampung Asai distrik 

Windesi. 

Setelah dilakukan basil wawancara, maka dapat diketahui bahwa 

implementasi kebijakan dana kampung untuk pembangunan kampung Asai 

dinilai telah terealisasi dengan baik dan efektif meskipun fokus pengelola dana 
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kampung masih terpaku pada pembangunan fisik. Hal ini dapat dilihat dari 

ajuan rencana pembangunan yang diusulkan dan bukti-bukti fisik dari realisasi 

dari rencana-rencana tersebut. 

lmplementasi dana kampung di Kampung Asai, utamanya pada tahun 

2015 dan 2016 baru mengarah pada pelaksanaan pcmbangunan Desa di tiga 

bidang, yaitu: 

I. Infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik 

2. Sarana dan prasarana kesehatan masyarakat 

3. Sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan 

Sedangkan dua bidang lainnya, yaitu pengernbangan usaha ekonomi 

masyarakat dan pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energt 

terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup belum dapat 

dircalisasikan. Mengingat kampung Asai termasuk kampung berkembang, 

maka pelaksanaan ketiga bidang pembangunan tersebut di atas telah sangat 

sesuat sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 T ahun 2015. 

1. Implemeotasi Kebijakan Aoggaran Dana Kampung Asai Distrik 

Windesi 

Implementasi kebijakan anggaran dana karnpung di karnpung Asai 

Distrik Windesi dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu (a) proses implementasi 

kebijakan dana karnpung, dan (b) pencapaian tujuan kebijakan dana 

kampung. Secara umum pelaksanaan Dana Karnpung telah berjalan dengan 

baik. Namun demikian pelaksanaan kebijakan Dana K.ampung di Kampung 

Asai masih terdapat kendala. Hal tersebut dapat diketahui melalui berbagai 
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fenomena yang penulis temukan selama melaksanakan penelitian. Berikut 

ini adalah penjabaran hasil penelitian yang berkaitan dengan implementasi 

kebijakan anggaran dana Kampung Asai Distrik Windesi. 

a. Proses Implementasi Kebijakan Dana Kampung Asai 

I) Penyusunan Rencana Kegiatan. 

Proses awal dalam mengirnplementasikan suatu kebijakan 

adalah penyusunan rencana kegiatan. Penyusunan rencana kegiatan ini 

mencakup banyak aspek, seperti siapa yang merencanakan, bagaimana 

direncanakan, dan apa yang rencanakan. 

Pertama, pihak yang merencanakan kegiatan dan program 

dalam Dana Kampung adalah para pihak pengelola Dana Kampung di 

wilayah terkait, dalam konteks ini adalah Kampung Asai Distrik 

Windesi. Kepala Kampung Asai menjelaskan saat diwawancarai 

tentang siapakah pengelola Dana Kampung di Kampung Asai: 

"Pengelolah Dana Kampung ada/ah Kepa/a kampung asai, 
Bamuskam, RK, RTIRW, tokah masyarakat, tokah adat, tokah 
agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan ". 

Berdasarkan jawaban di atas diketahui bahwa ada banyak 

pihak yang terlibat dalam pengelolaan Alokasi Dana Kampung yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di 

Kampung Asai. Artinya, rencana kegiatan yang akan dibuat tentunya 

telah merepresentasikan kebutuhan masyarakat setempat. Kemudian 

terkait dengan tanggung jawab masing·masing pengelola, Bendahara 

Kampung Asai mengungkapkan bahwa 

"Penge/ola Dana Kampung di kampung asai adalah Kepala 
Kampung Selaku Pengguna Anggaran dan Sekretaris 
Kampung Selaku pelaksana program kegiatan di kampung 
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Asai, namun dalam struktur pengawasan pembangunan semua 
pemangku kepentingan di kampung asai, baik Bamuskam RK, 
RTIRW, Tolwh Masyaralwt, Tokoh Adat, Tolwh Agama, Tokoh 
Pemuda dan Tolwh Perempuan dilibatkan secara langsung 
pada saa/ penggalian gagasan hingga sampai menentukan 
kegiatan yang akan di programkan dalam I (satu) tahun 
anggaran" 

Ungkapan senada juga dilontarkan oleh Asisten Bidang 

Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen bahwa 

"Pengelo1ah Dana Kampung Pada 160 Kampung dan Khususnya 

karnpung Asai adalah Kepala Kampung Dan perangkat Kampung, 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 113 tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa BAB Jll pasal 3 ayat I yang 

berbunyi "Kepala Desa adalab pemegang kekuasaan pengelolaan 

keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan 

kekayaan milik desa yang dipisahkan, dan mempunyai kewenangan 

menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), 

dimana PTPKD terdiri dari sekretaris selaku koordinator, kepala seksi 

sebagai Pelaksana Kegiatan dan Bendahara" (Hasil wawancara dengan 

Bapak Drofilus Yan Lestuni). Merujuk pada hasil wawancara di atas 

diketahui bahwa pembagian togas antar pengelola Dana Kampung 

sudah sangat jelas sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan 

yang pada akhimya akan mengganggu proses implementasi kebijakan. 

Kedua, berkaitan dengan proses perencanaan kegiatan. 

Perencanaan kegiatan pengclolaan Dana Kampung telah memiliki 

payung hukum yang jelas sehingga prosesnya juga harus mengacu 

pada aturan tersebut. Proses perencanaan kegiatan yang berjalan 

adalah melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Kampung 
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(MUSRENBANG) yang dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan, 

baik pengelola, pelaksana, maupun pengawas. Pacta MUSRENBANG 

semua usu]an ditampung dan dibahas sehingga mampu menghasilkan 

putusan yang sesuai dengan kebutuhan kampung. Hal ini disampaikan 

oleh Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kahupaten 

Kepulauan Yapen: 

"Proses Penyusunan Rencana Kegiatan Dana Kampung 
disusun berdasarknn hasi/ Musyawarah Rencana 
Pembangunan Kampung (MUSRENBANG) yang mana dalam 
MUSRENBANG tersebut hadir seluruh Stakeholder 
(pemangku kepentingan) yang berada di kampung baik 
pemerintah kampung, Bamuskam, Tokoh Masyarakat, Tokoh 
Agama, Tokoh Ada!, Tokoh Perempuan, tokoh Pemuda dan 
Warga masyarakat baik RT dan RW Musrenbang tersebut 
terjadi usu/an-usulan kegiatan dari seluruh peserta 
musrenbang sesuai dengan priori/as kegiatan dengan 
berpedoman kepada peraturan Menteri Desa, daerah 
tertinggal dan Transmigravi. .Jadi yang menyampaikan 
rencana kegiatan adalah peserta rapat tersebut yang 
kemudian dicatat o/eh notulen dalam hal ini Kepala urusan 
program untuk dijadikan dasar dalam penyusunan AP BK" 

Informasi di atas diperkuat oleh Bendahara kampung asai yang 

mengungkapkan babwa "Kepala Kampung dan tim pada tahap awal 

menyusun rencana kegiatan Dana Kampung yang diatur dalam 

Anggaran Pendapatan Belanja kampung di Kampung Asai untuk I 

tahun anggaran yang kemudian dibahas bersama dalam 

MUSRENBANG di tingkat kampung. Rencana kegiatan tersebut 

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung 

(RPJMK) yang telah disusun sebelumnya". Musyawarah tersebut akan 

memutuskan program kegiatan mana saja yang dapat dibiayai dan hal 

tersebut adalah syarat utama dalam pencairan dana Dana Kampung. al 
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ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua BAMUSKAM Kampung 

Asai. 

"Program kegiatan yang bisa dibiayai oleh dana kampung 
akan di tandai dan program kegiatan dalam skala menengah 
akan menjadi daftar program kegiatanpada SKPD terkait" 

Ketiga, basil putusan MUSRENBANG di tingkat kampung 

untuk tahun 2016 ditentukan 8 program kegiatan, namun yang 

diprioritaskan hanya 5 program saja yang masih didominasi pada 

alokasi pembangunan fisik untuk meningkatkan kelayakan hidup 

masyarakat dan mempermudah aktivitas perekonomian. Hal ini 

sebagaimana diungk:apkan oleh bendahara Kampung Asai. 

"Di Kampung Asai Ielah ditentukan 8 (delapan) program 
kegiatan namun yang menjadi prioritas utama dalam 
pembangunan terdapat 5 (lima) program adalah: 
1) Pembangunan Rumah Layak Huni yang di targetkan tahun 

2021 masyarakat di kampung asai pada umumnya sudah 
memilild rumah sendiri yang bersumber dari dana Dana 
Kampung; 

2) Tenaga Guru, Tenaga Medis masih menjadi kebutuhan 
prioritas yang mendasar di kampung asai; 

3) Perbaikan MCK di Kampung Asai; 
4) Talud Pantai Sepanjang 800 Meter di Kampung Asai. 
5) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hidro 

(PLTMH) Kampung Asai" 

Berdasarkan seluruh penjabaran di atas diketahui dalam proses 

perencanaan program dan kegiatan di Kampung Asai telah berjalan 

dengan baik. Kemudian juga telah sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan dan telah melibatkan seluruh pemangku kebijakan sehlngga 

setiap putusan yang dihasilkan dari musyawarah mampu mewakili 

aspirasi seluruh masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan mendasar di 

Kampung Asai. 

2) Penyelesaian kegiatan dana kampung 
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Setelah kegiatan penyusunan rencana kegiatan telah berhasil 

dilaksanakan, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan dan 

penyelesaian rencana kegiatan dana kampung. Pada praktik 

pelaksanaan, terdapat ketidak sesuaian rencana kegiatan dengan 

realisasi kegiatan. Artinya ada realisasi kegiatan yang tidak 

direncanakan pada MUSRENBANG. Hal 1m sebagaimana 

diungkapkan oleh Kepala Kampung Asai, sebagai berikut. 

"Penyusunan rencana dana kampung berbeda a/au belum 
sesuai dengan hasil kesepakatan bersama dikarenakan dalam 
penyusunan RKP, RAP BK masih menjadi keputusan sepihak 
sebagai contoh tahun 2015 ada program kegiatan yang bukan 
menjadi kesepakatan hersama di kampung itu di alwmodir 
dalam pembelanjaan kampung" 

Kepala Kampung Asai ini juga menambahkan bahwa "pada 

realisasi penggunaan dana di kampung asai, ada terdapat kegiatan 

yang tidak diakomodir dalam Rencana ketja Pemerintah Kampung 

Asai (RKPK), diantaranya sumbangan belanja bahan bangunan 

(semen) bagi pembangunan gedung gereja dan penambahan jaringan 

pipa air bersih ke puskesmas pembantu (PUSTIJ) (basil wawancara 

dengan Bapak Kundrat Raubia). Adanya penelaahan terhadap program 

yang direalisasikan di luar rencana kegiatan, penulis berpendapat 

bahwa kegiatan tersebut tetap perlu dilakukan karena berkaitan 

dengan kebutuhan masyarakat umum, utamanya dalam kenyamanan 

masyarakat dalam beribadah di gereja dan pernbangunan fasilitas 

penunjang fasilitas kesehatan. 

Di sisi lain, Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kepulauan Yapen memberikan jawaban yang berbeda 
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berdasarkan perspektif laporan pertanggungjawaban yang ia terima, 

yaitu Kampung Asai tidak melakukan penyirnpangan kegiatan dan 

seluruh kegiatan telah berhasil dilakukan sesuai dengan rencana yang 

disusun. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh pejabat Sekretariat 

Daerah Kabupaten Kepulauan Yapcn tersebut. 

"Terkndang juga ada beberapa kampung di Kabupaten 
Kepulauan Yapen yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai 
dengan direncanakan, tetapi Kampung Asai dari data 
pertanggungjawaban yang dimasukan pada Bagian 
Pemerintahan Kampung Setda Kabupaten Kepulauan Yapen 
sesuai dengan Anggaran Belanja Kampung yang Ielah 
ditetapkan" 

3) Pertanggungjawaban Kegiatan Dana Desa 

Hasil pcnclitian terhadap pertanggungjawaban kegiatan Dana 

Desa terdapat kesamaan dari para infonnan, antara lain disampaikan 

oleh Sekretaris Distrik Windesi, sebagaimana pemyataan berikut : 

"Kampung asai pada tahun 2016 proses pertanggungjawaban 
Dana Kampung yang te/ah digunakanjika dilihat dari laporan 
pertanggung jawabannya saya pikir sudah sangat baik, lcarena 
sete/ah penggunaan lwpala kampung beserta sekretaris 
kampung dan hendahara langsung menyiapkan laporan 
pertanggung jawabannya sesuai juknis yang 
direkomendasikan dari Kabupaten Kepulauan Yapen, meski 
masih terjadi keterlambatan waktu pelaporan nya namun 
secara keseluruhan sudah sangat baik dilakukan o/eh 
penanggungjawah Dana Kampung di Kampung Asai". 

Hasil wawancara di atas menerangkan bahwa Setelah realisasi 

pencruran Dana Desa dan program selesai dilaksanakan, Kepala 

Kampung Asai sebagai penanggung jawab kegiatan bersama tim 

langsung menyiapkan lapomn pertanggung jawabarmya sesuai 

petunjuk tenis yang direkomendasikan Kabupaten Kepulauan Yapen. 

Kemudian jika meninjau dari sisi waktu pelaporan, kampung Asai 
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rnengalami keterlambatan dalam pelaporan. Kepala kampung Asai 

menambahkan bahwa "laporan pertanggung jawaban kadang di 

sesuaikan dcngan realisasi program kegiatan yang diketjakan di 

tingkat kampung, kalau terdapat pekerjaan yang belum terealisasi 

dengan haik maka akan berdampak pada laporan pertanggung jawaban 

yang dibuat" (Hasil wawancara dengan Kepala kampung Asai). 

b. Pencapaian Tujuan Kebijakan Dana Kampung Asai 

Pencapaian tujuan kebijakan yang secara Jangsung dapat dicapai 

dalam implementasi kebijakan adalah (1) Penyelenggaraan pemerintahan 

desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan, (2) Kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam 

manajemen pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang 

dimiliki, dan (3) Partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Uraian 

dari ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan 

kemasyarakatan. 

Pencapaian tujuan terkait dengan penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, realisasi Dana 

Desa di kampung Asai telah menghasilkan manfaat yang besar bagi 

masyarakat sckitar. Sekretaris Distrik Windesi, mengungkapkan 

babwa: 

"Berbicara maanfaat dari Dana Kampung kepada masyarakat 
terutama da/am penyelenggaraan pemerintah pada tingkat 
kampung khususnya di kampung asai saya pikir sangat 
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat, karena 
dengan adanya Dana Kampung ini mako proses pembangunan 
di kampung asai sangat menurifukan proses peningkotan taraf 
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hidup mulai dari persediaan perumahan masyarakat sampai 
pada pembangunan i'?frastruktur ekonomi dasar di kampung" 

Kemudian, Sekretaris Distrik Windesi juga memberikan 

contoh konkrit dari besarnya manfaat yang diterima oleh masyarakat. 

Hal ini sebagaimana ia ungkapkan bahwa "contoh yang paling 

kongkrit adalah masyarakat dapat membangun rumah yang layak 

untuk di huni dari Dana Kampung ini tanpa hams mengeluarkan uang 

pribadi, sehingga uang pribadi dapat digunakan untuk pemenuhan 

kebutuhan ekonomi yang lain, selain itu terbuka lapangan pekerjaan 

bagi masyarakat kampung asai, dengan adanya pembangunan rumah 

dan infrastruktur lainnya maka tcnaga ketja juga dibutuhkan dalam 

rangka pembangunan tersebut. Maka sudah barang tentu masyarakat 

setempat yang dilibatkan dalam proses pembangunan tersebut. 

Sehingga tenaga kerja ini di honor dan mendapatkan uang di kampung 

serta tidak harus bersusah payah ke kota kabupaten untuk mencari 

kerja" . 

Terlepas dari keberhasilan tersebut, Kepala Karnpung Asai 

menambahkan bahwa ''realisasi anggaran 1 (satu) tahun di kampung 

asai telah mendapat apresiasi yang baik karena seluruh kegiatan yang 

dijalankan telah tepat sasaran, narnun seringkali dijumpai 

ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah kampung 

yang belum maksimal" (Hasil wawancara dengan Kepala Kampung 

Asai). Ilal ini menunjukkan bahwa realisasi program yang sesuai 

rencana dan memberikan kernanfaatan bagi warga masyarakat belum 

tentu mampu menyenangkan seluruh lapisan masyarakat. salah 
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satunya adalah kekurangan dalam memberikan pelayanan karena 

sistem birokrasi yang tidak dikelola dengan baik. 

Selanjutnya dari aspek pembangunan, kampung Asai 

melakukan pcmbangunan fisik dan non-fisik sekaligus. Hal ini 

sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Bamuskam Kampung Asai 

berikut. 

"Fisik: Pembangunan rumah /ayak huni,jalan rabat be ton dan 
mck dan Non fisik: pemberian dana penunjang kegiatan tim 
pengerak pkk, dana penunjang kegiatan kepemudaan, dana 
penunjang bagi kader posyandu di kampung asai dalam 
merijalangkan program pemberian maknnan tambahan bagi 
ibu hamil, anak bayi dan balila'' 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pada tahun 2016 

realisasi Dana Desa secara fisik atau pembangunan sarana dan 

prasarana diperuntukkan untuk pembangunan rumah layak huni, jalan 

rabat beton dan MCK. Kemudian bendahara Kampung Asai 

menambahkan adanya pembelian motor tempe} dalam ungkapannya 

bahwa "basil fisik yang sekarang telah dirasakan di kampung asai 

yaitu pengadaan motor tempel yang menjadi alat penunjang 

transportasi yang mempermudah masyarakat dalam pengurusan ke 

kota, memuat basil dagangan dan lain sebagainya" (basil wawancara 

dengan Bendahara Kampung Asai). Pengadaan mot9r tempel dan 

pembangunan rumah layak hwti juga dian1ini oleh Tenaga Ahli 

Pelayanan Sosial Dasar (TA.PSD) pada Program Pembangunan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupat.en Kepulauan 

Yapen. 
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Kemudian realisasi Dana Desa tahun 2016 secara non fisik 

menghasilkan beberapa output kegiatan, yaitu pemberian dana 

penunjang kegiatan Tim Penggcrak PKK, kepemudaan, dan kader 

posyandu. Perincian kegiatan dari pemberian dana tersebut sebagai 

dijelaskan oleh Kepala Kampung Asai adalah sebagai berikut: 

a) Penunjang kegiatan PKK digunakan untuk membuat baju batik 
seragam yang dapat digunakan untuk menghadiri acara - acara 
resmi PKK di tingkat distrik maupun di tingkat kabupaten 

b) Penunjang kegiatan kepemudaan digunakan untuk pemeliharaan 
lapangan volley, lapangan bola kaki, pengadaan baju tim bola dan 
penunjang kegiatan lain se/ama mengikuti kegiatan bupati cup 
pada tahun lalu. 

c) Penunjang kegiatan kader posyandu digunakan untuk menjalankan 
program pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, anak bayi 
dan bali/a (hasil wawancara dengan Kepala Kampung Asai). 

2) Kcmampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan. 

Pada sub bahasan ini, terdapat fenomena yang menarik karena 

terdapat perbedaan pandangan dari para infonnan. Perbedaan yang 

muncul ke permukaan adalah tentang eksistensi lembaga 

pemasyarakatan desa dalam mendukung pembangunan, seperti 

tercermin pada hasil wawancara dengan Kepala Kampung Asai 

berikut ini: 

"Sampai sekarang belum ada kontribusi pildran ataupun 
musyawarah, pengawasan dari pihak lain terkait denKan 
pelaksanaan dana kampung di Kampung Asai" 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa tidak ada 

kontribusi pihak eksternal dalam pengelolaan Dana Desa, baik itu 

LPMD, BPD, maupun lembaga pemerintahan lainnya. Hal senada 

juga diungkapkan oleh Ketua BAMUSKAM Kampung Asai dan 
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bendahara Kampung Asai. Bahkan Tenaga Ahli Pemberdayaan 

Masyarakat Desa menambahkan bahwa: 

''pada .mat ini sama sekali belum kelihatan adanya korelasi 
hubungan kelembagaan yang jelas yang ada di kampung, 
peranan BAMUSKAM sendiri sama seka/i tidak ada hanya 
sebatas BAMUSKAM terkadang kepala desa sendiri soma 
sekali tidak melibatlw.n lembaga-lembaga lain yang ada di 
kampung dalam hal ini musyawarah kampung untuk 
merencanakan bersama pembangunan kampung, terkesan 
bahwa semuanya dilakukan oleh kepala kampung sendiri, 
misalnya hal terpenting sekali dalam pe/ak.sanaan 
MUSRENBANG desa apakah sudah dibentuk tim perumus 
untuk penyusunan dan penetapan dokumen RP JMK, saya 
sendiri belum melihat hal itu dilaksanakan di kampung, 
padahal itu sangat penting sekali sehingga keter/ibatan 
masyarakat tidak Nampak bahkan lebih parah lagi tidak 
dilibatkan sama sekah jika kita me/ihat hanya dokumen 
RP JMK dan RKP saja yang ada tetapi prosesnya tidak ada" . 

Pendapat di atas mengindikasikan kecurigaan dari pemerintah 

daerah bahwa dokumen-dokumen yang diajukan oleh kampung, baik 

RPJMK maupun RKP adalah dokumen fiktif yang disusun tanpa 

mekanisme yang sesuai. Sekretaris Distrik Windesi memiliki 

pandangan berbeda bahwa lembaga pemasyarakatan desa telah 

berkontribusi maksimal dalam realisasi Dana Desa, baik dalam proses 

perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban. Pendapat tersebut 

disampaikan pada jawaban wawancara berikut ini. 

"Kontribusi BPD, LPMD atau /embaga desa /ainnya dalam 
pelaksanaan Dana Kampung jika dilihat dari bentuk kegiatan 
seperli musyawarah, kerja /apangan dan pengawasan 
/embaga-lembaga desa ini sangat memberikan kontribusi, 
karena dari pandangan kami di kampung asai, proses 
pe/aksanaan Dana Kampung itu sendin· merupakan hasil kerja 
sama yang baik dari setiap bahkan seluruh komponen 
masyarakat termasuk di dalamnya lembaga-lembaga desa ini, 
hal ini dikarenakan jum/ah penduduk asai yang tidak ter/au 
banyak sehingga ketika ada kegiatan maka keterlibatan 
masyarakat maka di dalamnya sudah terwaldli komponen 
/embaga desa tersebut" 
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Berdasarkan basil wawancara yang dilakukan penditi dengan 

para informan, peneliti berkesimpulan bahwa kontribusi lembaga 

pemasyarakatan desa masih sangatlah minor dan harus ditingkatkan 

kontribusi nya di masa mendatang. Kesimpulan ini dida<:;arkan pada 

pendapat para informan internal pengelola Dana Desa di Kampung 

Asai yang secara kompak mengungkapkan bahwa belum ada 

kontribusi dari pihak ekstemal dalarn pembangunan di karnpung Asai, 

sedangkan pendapat tentang adanya kontribusi pihak ekstemal 

diperoleh dari sekretaris distrik Windesi yang dimungkinkan hanya 

melihat realisasi Dana Desa berdasarkan laporan yang diberikan, 

bukan berdasarkan kondisi di lapangan. 

3) Partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. 

Mengamati kontribusi dari para pemangku kepentingan, 

utarnanya masyarakat setempat para informan sepakat bahwa 

masyarakat Kampung Asai sangat berperan aktif dalam mendukung 

seluruh kegiatan yang telah diprogramkan. Hal ini scbagaimana 

diungkapkan oleh Ketua BAMUSKAM Kampung Asai berikut. 

"Masyarakat pada umumnya di kampung asai sangat 
berperan aktif dalam mendukung semua kegiatan yang se/ama 
ini di programkan selama I (satu) lahun anggaran" 

Ungkapan di atas juga didukung oleh jawaban Kepala 

Kampung Asai, bendahara, dan sekretaris Distrik Windesi. Di sisi 

lain, kontribusi aktif masyarakat dalam pengelolaan Dana Dcsa 

tidaklah datang begitu saja, namun telah melalui proses panjang dan 

ada strategi khususnya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala 

kampung Asai. 
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"Sebagai wujud keberhasilan pembangunan di kampung asai 
adalah partisipasi masyarakat yang se/ama ini berperan aktif 
dengan mengedepankan sikap kekeluargaan dalam hidup 
bergotong royong. Transparansi pemerintah kampung dalam 
menyampaikan setiap program yang berdampak positif 
sehingga setiap program yang akan turun secara bertahap 
nanti akan dinikmati oleh masyarakat" 

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa peran aktif 

masyarakat dalam kegiatan mcrupakan hasil dari penerapan strategi 

para pengelola Dana Desa yang mengcdepankan sikap kekeluargaan 

dalam hidup bergotong royong dan adanya transparansi pemerintah 

kampung dalam menyampaikan setiap program. 

Frans Jerys selaku Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa 

(T A.PMD) pada Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

(P3MD) Kabupaten Kepulauan Yapen menambahkan tentang kontribusi 

Dana Desa terhadap roda pemerintahan. pembangunan, dan pelayanan 

kernasyarakatan berikut ini. 

a) "Dampak pada penyelenggaraan rod a pemerintahan, 
menurut saya masih jauh dari harapan seperti saya 
sampaikan diawal bahwa sama sekali belum kelihatan je/as 
tugas dan fungsi utama dari aparatur pemerintahan 
kampung, Iebih cenderung ke arah birokrasi yang tidak jelas, 
hubungan antar kelembagaan juga tidak jelas korelasi nya 
masih kurang. 

b) Dampak pada pembangunan, menurut saya sudah haik 
karena kebijakan Dana Kampung adalah untuk memperkuat 
kemampuan keuangan desa, di samping itu untuk 
memberikan keleluasaan bagi desa dalam mengelola 
persoa/an pemerintahan, pembangunan serta sosial 
kemasyarakatan, untuk mendorong terciptanya demokrasi 
desa, untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataannya 
dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat des a. 

c) Dampak pada pe/ayanan kemasyarakatan, menurut saya 
masih sangat rendah secara kualitas maupun kuantitas. 
Dapat diambil satu kasus dimana masyarakat secara umum 
masih sering mengeluhkan para aparatur pemerintahan desa 
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yang kurang pengertian kepada kebutuhan masyarakat, di 
samping itu kualitas SDM aparatur pemerintahan desanya 
juga masih rendah. Aparat pemerintahan desa kurang 
merasa terpanggil untuk meningkatkan efisiensi dan 
memperbaild prosedur kerja, ada kecenderungan aparat 
pemerintah desa mempertahankan status quonya (arogansi) 
sehingga menimbulkan peresepsi masyarakat hahwa 
berhubungan dengan pemerintahan desa (birokrasi) herarti 
berhadapan dengan proses yang berbelit-belit di samping itu 
juga prosedur yang sulit ditumpangi oleh kepentingan 
pribadi dan dijadikan komoditas kepentingan kelompok atau 
golongan tertentu (ikatan keluarga)" 

Berdasarkan basil wawancara di atas diketahui bahwa realisasi 

Dana Desa tidak berdampak pada penyelenggaraan roda pemerintahan 

karena struktur birokrasi yang tidak jelas. Kemudian dari aspek 

pembangunan, keberadaan Dana Desa meningkatkan jumlah dana yang 

dikelola kampung sehingga kampung memiliki keleluasaan untuk 

menciptakan program pemerataan bagi masyarakat kampung. Sedangkan 

dari sisi pelayanan kemasyarakatan, realisasi Dana Desa tidak berdampak 

bagi perbaikan pelayanan kemasyarakatan. Artinya pelayanan yang 

diberikan masih buruk dan mencirikan proses birokrasi yang bcrbelit-

bel it. 

Hasil penelitian terhadap tiga fenomena pencapaian tujuan kebijakan 

Dana Desa di atas, yaitu adanya peningkatan penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Lembaga-Lembaga Desa 

tidak merniliki kontribusi dalam pembangunan, dan partisipasi swadaya 

gotong royong masyarakat yang tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa 

pencapaian tujuan kebijakan Dana Desa belum berjalan secara optimal. 

Berdasarkan basil wawancara dengan responden terhadap fenomena 

implementasi kebijakan, yaitu proses implementasi kebijakan dana 
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kampung dan pencapaian tujuan kebijakan dana kampung dapat 

disimpulkan bahwa kebijakan dana kampung telah diimplementasikan 

sesuai dengan ketentuan yang ada, namun demikian implementasinya belum 

dapat mencapai tujuan kebijakan secara optimal. 

Lebih lanjut, menurut Kepala Kampung Asai dalam wawancara, 

beberapa kendala yang dihadapi oleh pengelola Dana kampung di Kampung 

Asai dalam merealisasikan program kegiatan adalah: 

I) Dalam pengadaan bahan bangunan rumah (material lokal) berupa kayu, 

batu, pasir, dan lain sebagainya, pemilik masih menuntut ganti rugi atau 

menuntut bayar dengan alasan yang tepat. 

2) Tenaga bongkar muat barang non lokal di perahu hingga sampai ke 

lokasi pembangunan rumah menuntut ongkos muat yang terlalu tinggi. 

3) Pembelanjaan material non lokal dan lokal kadang melebihi dari 

anggaran sehingga berpengarnh laporan pertanggllllgjawaban. 

Selain beberapa kendala yang telah disebutkan di atas, sekretaris 

distrik Windesi menambahkan bahwa keterlambatan penyerahan laporan 

pertanggung jawaban kegiatan jumlah menjadi kendala. Hal ini berdampak 

besar bagi proses pencairan dana selanjutnya dan mengganggu pelaksanaan 

program. Kendala ini disebabkan oleh faktor cuaca yang tidak menentu 

karena perjalanan ke Kantor Kabupaten Yapen hanya bisa diakses melalui 

jalur !aut. 
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2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Dana 

Kampung 

lmplementasi kebijakan dana kampung di Kampung Asai Distrik 

Windesi yang telah dijabarkan di atas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

mungkin dapat mendukung atau menghambat proses pelaksanaan kegiatan. 

Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi implementasi kebijakan dana 

kampung adalah sebagai berikut. 

a. Standar dan Sasaran Kebijakan 

Standar dan sasaran kebijakan memiliki karakteristik khusus yang 

melekat, diantaranya adalah jelas dan terukur sehingga dapat 

direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan 

teijadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para 

agen implementasi. Pada proses pengajuan dan pelaporan Dana 

Kampung, Pengelola Dana Kampung di K.ampung Asai mengacu pada 

PERMENDAGRI 113 tahun 2014 bab IV pasa1 12 - 19 dan aturan 

tersebut berisi tentang ketentuan yang jelas dan terperinci. Hal ini 

sebagaimana diungkapkan Kepala kampung Asai dan dikuatkan dengan 

jawaban kepala BAMUSKAM dan bendahara Kampung Asai. 

" Pengajuan dan pelaporan tentu akan mengaju pada 
permendagri 113 tahun 2014 bab IV pam! 12 sampai dengan 
pasa/19'' 

Secara lebih detail, staf P3MD Kabupaten Kepulauan Yapen 

menjabarkan tentang payung hukum dan ketentuan-ketentuan yang 

berkaitan dengan pengelolaan Dana Kampung sebagai berikut. 

"Jelas harus ada kerena semua sudah diatur dalam undang­
undang nomor 6 tahun 2014, Permendagri no.J 13 tentang 
laporan administrasi desa, perubahan pertama peraturan 
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pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Kampung yang 
bersumber dari APBN, peraturan pemerintah no. 22 tahun 2015 
tentang penganggaran Dana Kampung da/am APBN, perubahan 
kedua peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014, peraturan 
pemerintah no.8 tahun 2016, Permendagri no_ 37 tahun 2007 
lentang pedoman penge/olaan keuangan desa, Permendagri no. 
32 tahun 2006 tentang pedoman administrasi pengelo/aan 
keuangan desa, SKB 3 Menteri (mendagri, menkeu, mendes 
PD1T) tahun 2015 tentang percepatan penyaluran, pengelolaan 
dan penggunaan Dana Kampung" 

Proses pengajuan, seluruh aturan-aturan yang disebutkan di atas 

digunakan sebagai media kontrol oleh pemerintah daerah. Contohnya 

adalah persiapan RPMJK (Rencana Jangka Menengah Kampung), RKPK 

(Rencana ke.tja Pemerintah Kampung), RAPBK (Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kampung) serta Surat Keputusan Kepala 

kampung tentang Pengangkatan Bendahara Karnpung yang harus 

diserahkan sebagai syarat pengajuan dana kampung. Sedangkan dalam 

proses pelaporan, pengelola dana kampung harus menyiapkan laporan 

pertanggungjawaban Dana Kampung sesuai dengan APBK dengan 

melampirkan bukti-bukti pendukung. Hal ini sebagaimana dijelaskan 

oleh Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten 

Kepulauan Yapen berikut ini. 

"Ya, do/am pengajuan Dana Kampung setiap kampung harus 
harus memenuhi prosedur/per.!lyaratan dengan mempersiapkan 
RPMJK (Rencana Jangka Menengah Kampung), RKPK (Rencana 
ke.rja Pemerintah Kampung), RAPBK (Rencana Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kampung) serta Sura! Keputu..mn 
Kepala kampung tentang Pengangkatan Bendahara Kampung. 
persyaratan tersehut horus disampaikan kepada Kepada 
Pemerintah Daerah untuk dievaluasi (dikoreksi) apakah sudah 
sesuai dengan Peraturan perundang-undang yang berlaku yaitu 
Permendagri 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Keuangan No. 
49/PMK-07/2016 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertingga/ dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2015; Nomor 
21 Tahun 2015; sedangkan pelaporan Dana Kampung setiap 
kampung harus menyiapkan Laporan Pertanggungjawaban Dana 
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Kampung sesuai dengan APBK dengan melampirkan bukti-bukti 
sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan, serta harus 
melampirkan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, 
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kampung, Pernyataan 
Tanggung Jawab Belanja, Buku Bank Desa" (hasi/ wawancara 
dengan Bapak Drofilus Yan Lestuni) 

Terlepas dengan adanya aturan yang jelas dan tegas tentang 

pengelolaan dana kampung, implementasi kebijakan tidak akan sukses 

jika aturan tersebut tidak tersosialisasikan dengan baik. Menurut 

informasi dari para informan, selama Kabupaten Kepulauan Yapen telah 

melaksanakan sosialisasi tentang penggunaan anggaran di tingkat 

kampung dengan baik, sehingga mempermudah pengelolaan di tingkat 

kampung. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh ketua Badan 

Musyawarah Kampung Asai dan diperkuat oleh kepala kampung dan 

bendahara berikut ini. 

"Penggunaan anggaran sejauh ini di Kabupaten Kepulauan 
Yapen Ielah melaksanakan sosia/isasi tentang penggunaan 
anggaran di tingkat kampung. sehingga Ielah mempermudah 
penge/o/a di tingkat kampung do/am penyampaian /aporan SP J" 
(hasi/ wawancara dengan Ketua BAMUSKAM) 

Sekretaris distrik Windesi menambahkan bahwa selain sosialisasi 

yang dilakukan, pemerintah kabupaten juga tidak menutup ruang bagi 

setiap kampung untuk berkoordinasi terkait pelaksanaan Dana Kampung 

tersebut. Disamping itu pula di setiap distrik ditempatkan pendamping-

pendamping kampung yang juga siap memberikan pendampingan bagi 

pelaksanaan Dana Kampung. 

Berdasarkan penjabaran di atas, adanya standar dan tujuan 

kebijakan yang jelas yang ditunjukkan dengan aturan-aturan yang 

diterbitkan oleh pemerintah dan adanya sosialisasi kebijakan sehingga 
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memperrnudah penerapan dana kampung di lapangan rnenunjukkan 

bahwa standar dan tujuan kebijakan berdampak positifbagi implementasi 

kebijakan dana kampung. Artinya adanya standar dan tujuan kebijakan 

yang jelas dan terukur menjadi salah satu faktor penduklmg keberhasilan 

implementasi kebijakan dana karnpWlg. 

b. Somber Daya 

Implementasi kehijakan sangat hergantung pada sumber daya 

yang dimiliki, baik sumbcr daya rnanusia (human resources) maupun 

sumber daya non manusia (nun-human resources). Pertama, terkait 

dengan Sumber Daya Manusia (SDM), permasalahan yang dihadapi oleh 

kampung, utamanya yang jauh dari perkotaan adalah rendahnya kualitas 

SDM yang dapat dilihat dari rendahnya tingkat pendidikan. Hal ini 

sebagaimana diungkapkan oleh Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar 

(TA.PSD) P3MD Kabupaten Kepulauan Yapen. 

"Berbicara mengenai Sumber Daya Manusia (SDM), secara 
umum kampung-kampung yang berada jauh dari daerah kota 
masih memilild kekurangan pada kualitas Sumber Daya 
Manusianya. Dan secara langsung maupun tidak langsung 
berpengaruh pada pelaksanaan Kebijakan Dana Kampung. Salah 
satu penyebab utamanya adalah tingkat pendidikan yang masih 
rendah" 

Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia pengelola dana 

kampung, maim masih banyak dibutuhkan banyak pembekalan tentang 

pengelolaan Dana Kampung sehingga dapat menjadi lebih profesional di 

masa mcndatang. Bahkan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen 

menugaskan seorang PNS untuk menjadi bendahara kampung sehingga 

diharapkan pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dengan 

baik. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh sekretaris Distrik Windesi 
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yang juga dikuatkan dengan pernyataan Asisten Bidang Pemerintahan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. 

"Sumber daya manusia pengelo/a Dana Kampung memang masih 
terbatas, sehingga dari keterbatasan itu menurul kami mereka 
masih horus dibekali dengan ilmu-ilmu bahkan pengetahuan 
tentang pengelolaan Dana Kampung. Namun di sisi lain 
pemerintah lwbupaten kepulauan yapen melaui bupati 
memberikan masukan khusus nya bendahara kampung untuk 
semen/ora dikelola oleh pegawai negeri sipil yang berasa/ dari 
pemerintah distrik setempat seperti halnya distrik windesi 
bendahara kampung asai adalah pegawai distrik sehingga dapat 
membantu pengelolaan keuangan bahkan pertanggung jawaban 
keuangan kampung secara baik" (hasil wawancara dengan 
Sekretaris Distrik Windesi). 

Kedua, dari sisi sumber daya non-manusia dapat ditinjau dari 

aspek pennodalan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala 

Kampung Asai berikut. 

"Selain dana kampung sumber dana lain yang sekarang 
digunakan oleh pengelola untuk belanja kebutuhan di kampung 
yaitu prospek" (hasil wawancara dengan Kepa/a Kampung Asai) 

Berdasarkan jawaban di atas diketahui bahwa sumber permodalan 

selain dana Kampung yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara (APBN), kampung juga memiliki sumber pendanaan yang lain 

berupa Alokasi Dana Kampung yang berasal dari Dana Alokasi Umum 

(DAU) yang dipergunakan untuk membiayai Penghasilan Tetap Aparat 

Pemerintah Kampung, tnjangan Badan Musyawarah Kampung dan 

Insentif Bagi RW!RT dan Linmas serta Operasional Perkantoran, 

disamping itu ada juga dana prospek yang berasal dari pemerintah 

Provinsi Papua, dana prospek tersebut dimanfaatkan secara khusus untuk 

pembangunan ekonomi masyarakat, bukan untuk pembangunan fisik. 

Dana prospek yang di<l:iukan pada tahun 2015 akan digunakan pada tahun 
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2016 dan berlaku seterusnya. Pendapat senada juga diungkapkan oleh 

ketua BAMUSKAM, bendahara, sekretaris distrik Windesi, dan Asisten 

Bidang Pemerintahan Sekda Kabupaten Kepulauan Yapen. 

Kemudian dari aspek ketersediaan sarmm dan prasarana, 

Karnpung Asai memiliki balai kampung, kendaraan roda dua, laptop, 

printer, generator, dan lain sebagainya. Menurut hemat penulis, 

keberadaan sarana dan prasarana sangat menunjang realisasi dana 

kampWlg. Hal ini scbagaimana diungk.apkan oleh Kepala Kampung Asai. 

"Fasilitas yang sekarang digunakan untuk menunjang kelancaran 
kerja di kampung asai antara lain balai kampung, kendaraan 
roda dua, laptop, printer, generator d/1" 

Di sisi lain, selain sarana dan prasarana pendukung di atas, ada 

beberapa kendala yang mungkin dapat menghambat implementasi 

kebijakan. Diantaranya adalah fasilitas penerangan (listrik) dan belum 

adanya sarana transportasi reguler dari kampung ke kabupatenlkota. Hal 

ini sebagaimana diungkapkan oleh Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar 

(TA.PSD) program P3MD dalarn wawancara dengan penulis sebagai 

berikut: 

"Hal berikut yang juga menjadi penghambat kebijakan dana 
Kampung setelah masalah SDM adalah masalah fasi/itas 
(sarana-prasarana) pendukung bagi aparat pemerintah kampung 
yang masih kurang memadai. lni mengakibatkan para aparat 
pemerintah kampung lebih banyak menghabiskan waklunya di 
kota unluk mengerjakan hal-hal yang mengenai administrasi. 
mu/ai dari fasilitas penerangan (listrik) yang kurang memadai 
(}ilea ada, tidak selalu beroperasi), juga mengenai transportasi 
yang jarang I bahkan tidak ada yang regu/er antara kampung ke 
kabupaten untuk berproses" 

Sedangkan terkait sumbangsih masyarakat kampung hingga saat 

li11 dinilai belum secara keseluruhan masyarakat memiliki kesadaran 
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yang tinggi untuk mencnma pembangunan yang bertujuan untuk 

kebaikan masyarakat setempat. Sebagai contoh material kayu, batu dan 

pasir yang tidak terpakai namun masih layak digunakan masih harus 

dibayar oleh pengelola dana. 

c. Hubungao Antar Organisasi 

Ada banyak program, implementasi sebuah program perlu 

dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan 

koordinasi dan kerja sarna antar instansi bagi keberhasilan suatu 

program. Menurut pendapat Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar 

(TA.PSD) program P3MD, pihak-pihak yang terlibat langsung dalam 

realisasi dana kampung adalah 

1) Pemerintah Pusat (Kementerian terkait) 
2) Pemerintah Propinsi 
3) Pemerintah KabupaJen 
4) Pemerintah Kampung (Kepala Desa) 
5) BPD 
6) Kepala Dasun 
7) Perangkat Desa 
8) Unsur LMD 
9) Unsur Kelembagaan De sa 

10) Pendamping Desa (FA, PD, PLD) 
1 I) Pihak ketiga (kantraktor/swasta) 
I 2) Suplier (Pihak Toko) 

Seluruh pihak yang disebutkan di atas memiliki peran masing-

masing dimana peran tersebut diarahkan untuk mensukseskan realisasi 

dana kampung. Peran-peran terse but diantaranya adalah peran pelaksana, 

pengawasan, dan mengontrol proses pencairan hingga pelaporan. 

Semakin banyak pihak yang terlibat, maka akan semakin banyak 

komunikasi hierarkis yang terjalin dan hubungan kemitraan antara 

pemerintah, swasta, dan masyarakat akan semakin erat. Hal ini 
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sebagaimana diungkapkan oleh Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar 

(TA.PSD) program P3MD dalam wawancara dengan penulis sebagai 

berikut: 

"Pula Hubungan/kerja sama yang terjalin antara pihak terkait/ 
yang terlibat dalam implementasi dana kampung secara umum 
sangat luas, namun jika bisa dipersempit ke beberapa po/a 
sebagai berikut adalah 1. Pola hubungan yang dilakukan 
berda.mrkan peran wilayah/ posisi I kedudukan (jabatan). 2. Pola 
hubungan yang berbentuk "kemitraan" yang pada hake kat nya 
dikenal dengan istilah gotong royong atau ketja sama dari 
herbagai pihak, baik secara individual a/au kelompok Kemitraan 
juga merupalwn kerja sama formal antara antara individu­
individu, kelompok-ke/ompok atau organisasi-organisasi untuk 
mencapai suatu tujuan tertentu. Selain itu kemitraan juga 
merupakan suatu upaya kolaborasi antara pemerintah, swasta 
dan masyarakat itu sendiri yang terus menerus guna mencapai 
tujuan bersama sebagai mitra dan sebagai perwujudan dengan 
adanya komi/men bersama" 

Jalinan kerja sama tersebut telah beijalan baik dan berdampak 

positif bagi kelancaran proses pembangunan di Kampung Asai. Namun 

sisi negatif yang mungkin muncul di masa mendatang adalah adanya 

penyalahgunaan Dana Kampung untuk memperkaya pihak-pihak tertentu 

meskipun hal tersebut belurn tetjadi hingga saat ini. Sebagaimana 

diungkapkan oleh Tenaga Ahli Pernberdayaan Masyarakat Kampung 

(TA.PMD) program P3MD 

"Menurut saya, Positifnya dengan hubungan yang mempunyai 
korelasi adalah dimana tingkat koordinasi sangat intensif dan 
dapat memecahkan permasalahan yang ada, sehingga 
implementasi dan substansi undang-undang desa dapat berja/an 
dan sesuai dengan aturan yang ada. Negatifnya adalah 
kemungkinan masing-masing alum mempertahankan 
pendampatnya masing-masing" 

Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (TA.PSD) program P3MD. 

juga menambahkan bahwa: 
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"Efek yang ditimbulkan dari pola hubungan keja sama tersebut 
secara positif salah satunya adalah saling menunjang sutu 
dengan yanK lainnya juga meningkatkan koordinasi dan 
komunikasi dalam kemitraan guna meningkatkan kepercayaan 
masyarakat yang mana dalam hal ini masyarakat sebagai subjek 
pembangunan guna mencapai tujuan kemitraan tersebut. Namun 
tidak dipungkiri ada pula kendala diantaranya Badon Pengelola 
yang helum efektif,. tidak banyak pendonor yang memberi respon. 
Atau sisi negatif-nya adalah masih adanya penyalahgunaan 
kepercayaan yang Ielah dibangun dan penyalahgunaan 
kewenangan o/eh salah satu mitra yang terkait" 

Dari seluruh basil wawancara di atas dapat disimpulkan hubungan 

kerja sama dan kemitraan antar pihak yang terlibat dalam pembangunan 

Kampung Asai membcrikan dampak positif. utarnanya dalam hal 

komunikasi dan koordinasi. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi 

kebijakan dana kampung akan berjalan semakin baik jika ada sinergi 

positif antara organisasi yang berkepentingan. 

d. Karakteristik Agen Pelaksana 

Permasalahan yang rnuncul harnpir di seluruh kampung adalah 

penggunaan dana mayoritas untuk operasional aparatur desa. Pada aturan 

yang berlaku adalah maksimal sebesar 30%. Pada konteks penggunaan 

dana di Kampung Asai, penggunaanya juga melebihi batas maksimal. 

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh bendahara Kampung Asai. 

"Dari total pagu aggaran yang diperuntukan bagi kampung asai 
adalah Rp. 600.195.658,- dan yang digunakan untuk menunjang 
operasional pemerintah kampung adalah sebesar 53,84% ". 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, besaran dana kampung 

yang digunakan untuk menunjang operru>iunal pemerintah Kampung Asai 

adalah sebesar 53,84% dan nilai tersebut terlampau besar dan memiliki 

potensi penyelewengan. Potensi ini disadari oleh seluruh pemangku 

kebijakan. utamanya dalam penetapan harga. Hal ini sebagaimana 
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diungkapkan oleh Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kepulauan Y apen yang mengungkapkan bahwa 

"Saya kira ini merupakan hal yang baru jadi penyelewengan 
pasti ada bulwn hanya kompung asai tapi semua kampung di 
Kabupaten Kepulauan Yapen, penyelewengan bisa terjadi dalam 
penetapan harga barang karena pemerintah daerah belum 
menelapkan standarisasi barang dan jasa bagi pemerintah 
kampung, sehingga terjadi penetapan harga yang bervariasi 
antara kampung yan!{ satu dengan kampung yang lain". 

Namun di sisi lain, pendapat di atas disanggah oleh pengelola 

dana kampung Kampung Asai yang menjelaskan bahwa masalah yang 

sebenarnya terjadi adalah pergeseran dalam belanja sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Kepala Kampung Asai berikut ini. 

"Sejauh pengamatan kami, di kampung asai belum di temukan 
penyelewengan anggaran oleh pengelola. Namun yang terjadi 
dalam evaluasi penggunaan anggaran masih terjadi ergeseran 
dalam belanja sebagai contoh dalam belar~ja operasional 
perkantoran, ATK di dalam APBK nilainya 4 juta namun dalam 
pembelanjaan mencapai 6 juta sehingga mempengaruhi nilai 
belanja yang lainnya ". 

Dari seluruh hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

agen pelaksana belum mampu mengalokasikan anggaran dengan benar 

dan berpotensi melakukan penyelewengan yang merugikan banyak pihak 

di masa mendatang. Artinya karakteristik agen pelaksana di Kampung 

Asai pada saat ini adalah penghambat keberhasilan implementasi 

kebijakan dana kampung. 

e. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi 

Para pemangku kepentingan, baik para aparatur desa maupun 

masyarakat umum secara nyata mendukung dan berkontribusi aktif 

dalam realisasi pembangunan di Kampung Asai. Hal ini sebagaimana 

diungkapkan oleh Ketua BAMUSKAM Kampung Asai berikut ini. 
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"Sumbangsih pikiran terhadap pembangunan di kampung asai 
sangat nyata terbukti dengan kerja sama yang baik oleh aparat 
kampung asai sehingga semua program yang direncanakan di 
kampung asai dapat berjalan sesuai yang diharapkan. 

Seluruh proses pembangunan di kampung asai sangat nyata 
terbukJi dengan kerja sama yang baik oleh masyarakat kampung 
asai sehingga semua program yang direncanakan di kampung 
asai dapat berjalan dengan baik". 

Berdasarkan pengamatan dari kondisi ekonomi, s~jauh ini 

pengalokasian dana kampung belum tepat sasaran dikarenakan pengelola 

belum melakukan kajian yang baik tentang prioritas program kegiatan di 

Kampung Asai. 

f. Disposisi Implementator 

Program kegiatan di Kampung Asai dijalankan oleh para 

pengelola dana kampung telah bekerja secara maksimal. Namun masih 

ada masalah, yaitu belum adanya tenaga teknis yang mampu untuk 

menyelesaikan segala yang berhubungan dengan urusan administratif .. 

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Kampung 

"program kegiatan di kampung asai dijalankan, para pengelola 
baik kepala kampung, hingga aparat kampung telah bekerja 
secara maksimal namun yang menjadi kendala adalah belum 
adanya tenaga teknis yang mampu untuk menyelesaikan segala 
hal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban penggunaan 
dana dana kampung" (hasil wawancara dengan Kepala Kampung 
Asai) 

Jika ditinjau dari tingkat pemahaman, secara umum pengelola 

dana dana kampung telah memahami bahwa pengelolaan dana bertujuan 

untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh pembangunan rumah 

tinggal bagi keluarga tidak mampu, sehingga dapat memiliki rumah 

tinggal yang layak huni dan pemberian makanan tambahan (PMD bagi 

ibu hamil, anak bayi dan balita yang bertujuan untuk meningkatkan 
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kesadaran masyarakat akan pentingnya asupan gizi yang baik bagi 

keluarga. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ketua BAMUSKAM 

Kampung Asai berikut ini. 

"Pada umumnya pengelola dana Dana Kampung telah 
memahami penge/olaan dana yang bertujuan untuk 
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung ". 

Berdasarkan jawaban di atas dapat disimpulkan disposisi 

implementator dana kampung di kampung Asai telah menunjukkan 

semangat yang tinggi dan pemahaman yang positif tcrkait dengan dana 

kampung. Hal ini menunjukkan bahwa disposisi implementator yang 

positif akan mendukung kesuksesan implementasi kebijakan dana 

kampung. 

C. Pembahasan 

Besarnya anggaran dana kampung yang dialokasikan untuk Kampung 

Asai pada tahun 2015 dan 2016 telah mampu disernp dengan baik. Di buktikan 

dengan be saran anggaran belanj a tidak j auh berbeda dengan be saran anggaran 

pendapatan yang diperoleh. Belanja desa dialokasikan pada beberapa sektor, 

yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pembangunan fisik, 

bidang pembinaan kemasyarakatan untuk pembangunan sosial budaya 

masyarakat, dan bidang pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan 

ekonomi. Menurut basil penelitian sebesar 53,84% dari dana kampung 

digunakan untuk operasional aparatur kampung, sedangkan sisanya digunakan 

untuk pembangunan fisik, sosial budaya, dan ekonomi. Seluruh program 

kegiatan pada tahun anggaran telah mampu diselesaikan dengan baik dan di 

apresiasi, namun penulis menilai bahwa penggunaan dana lebih dari setengah 
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dana kampung untuk: operasional aparatur kampung adalah suatu pemborosan 

yang tidak tepa! penggunaan. 

Menurut Edwards dalam Nawawi (2009), empat variabel yang berperan 

penting dalam pencapaian keberhasilan implementa.;;i kebijakan, yaitu: ( 1) 

koml.lllikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Pada 

konteks implementasi kebijakan dana kampung di Kampung Asai Distrik 

Windesi, keempat aspek tersebut telah di sinergikan dengan baik sehingga 

dapat dikatakan bahwa kebijakan dana kampung telah terimplementasi dengan 

baik. Menurut basil penelitian yang diperoleh dari kegiatan wawancara dengan 

para infonnan, mekanisme yang berjalan sebelum pengalokasian dana 

kampung adalah pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) 

oleh pengelola yang kemudian di musyawarahkan melalui Musyawarah 

Rencana Pembangunan Kampung (MUSREMBANG) dan akbimya diperoleh 

kegiatan yang diprioritaskan untuk dilaksanakan untuk satu tahun anggaran. 

Berdasarkan pengamatan penulis, keputusan tentang prioritas kegiatan tidak 

didasarkan pada analisis mendalarn tentang kondisi yang berkembang di 

Kampung Asai maupun aspek sosio-ekonomi lainnya, maupun lebih 

didasarkan pada kemampuan pengelola dalam melaksanakan kegiatan. 

Setelah rumusan prioritas kegiatan telah disahkan, maka pengelola akan 

melakukan proses pembangunan secara bertahap sebagaimana telah 

direncanakan. Pada praktiknya, terdapat kegiatan diluar rencana yang 

dilakukan oleh pengelola, seperti pemberian bantuan semen untuk 

pembangunan gereja dan pembuatan pipa air bersih di puskesmas pembantu. 

Menurut penulis, improvisasi yang dilakukan oleh pengelola patut di apresiasi 
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karena mampu melihat kondisi lingkungan dengan baik. Bantuan untuk gcrcja 

dan puskesmas pembantu secara langsung akan mcmperlancar kegiatan 

pcribadatan dan meningk:atkan layanan kesehatan bagi masyarakat. 

Pembangunan kampung yang telah direalisasikan memberikan manfaat 

yang besar bagi masyaraka4 utamanya dalam meningkatkan taraf hidup. 

Hingga penelitian ini selesai dilaksanakan, pembangunan fisik yang telah 

beljalan adalah pembangunan rumah layak huni hagi masyarakat kurang 

mampu, pembangtman jalan rabat beton, dan pcmbuatan MCK yang layak. 

Kcmudian dari pengadaan prasarana, pembelian motor tempe! sebagai alat 

penunjang transportasi dapat mempennudah masyarakat dalam pcngurusan ke 

kota, memuat basil dagangan dan lain sebagainya. Pernbangunan non fisik 

yang dihasilkan adalah pemberian dana penunjang kegiatan Tim Penggerak 

PKK, kepemudaan, dan kader posyandu. Merujuk pada Peraturan Menteri 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor 21 Tahun 2015 yang memprioritaskan Dana Kampung untuk 

membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal bidang 

pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, output yang dihasiikan 

dari realisasi dana kampung di Kampung Asai telah sesuai dengan aturan 

terse but. 

Praktik pengelolaan dana kampung di Kampung Asai juga turut 

mewujudkan harapan pemerintah Provinsi Papua yang berusaha mencirikan 

kegiatan pembangunan pasca otonomi khusus tahun 2001 yang melibatkan 

partisipasi aktif masyarakat. Pengelola dana kampung yang mengedepankan 

sikap kekeluargaan dan adanya transparansi mendorong masyarakat untuk 

43140.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



103 

berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan kampung, termasuk di 

dalamnya kaum adat, agama, dan perempuan. 

Lebih lanjut, faktor yang mempengaruhi implementasi dana kampwtg 

untuk pembangunan kampung Asai adalah (I) adanya standar dan sasaran 

kebijakan yang jelas dan terukur, serta disosialisasikan dengan baik kepada 

masyarakat, (2) tersedianya srunber daya, terutama pennodalan dan sarana 

prasarana, sedangkan dari sisi SDM masih membutuhkan banyak perbaikan, 

utamanya dalam masalah LPJ (3) terjalin kerja sama yang baik antar organisasi 

pemerintahan di setiap level nya, (4) agen pelaksana yang kurang konsisten dan 

berpotensi untuk melakukan penyelewengan jika tidak diawasi dengan baik, (5) 

kondisi sosial dan politik yang saling mendukung, dan (6) disposisi 

implementator yang sangat baik dan pemahaman positif tentang urgensi dana 

kampung. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan pada bah sebelumnya, 

maka kesimpulan yang diperoleh oleh penulis adalah sebagai berikut: 

I. lmplementasi kebijakan dana kampung untuk pembangunan kampung Asai 

dinilai telah terealisasi dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sebanyak 53,84% dari dana kampung digunakan untuk operasional aparatur 

kampung, sedangkan sisanya digunakan untuk pembangunan fisik, sosial 

budaya, dan ekonomi. 

2. Ada enam faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dana 

kampung untuk pembangunan kampung Asai, yaitu (a) adanya standar dan 

sasaran kebijakan yangjelas dan terukur, serta telah disosialisasikan dengan 

baik, (b) tersedianya sumber daya, terutama permodalan dan sarana 

prasarana, sedangk:an dari sisi SDM rnasih membutuhkan banyak perbaikan, 

utamanya dalam masalah LPJ (c) terjalin kerja sama yang baik antar 

organisasi pemerintahan, (d) agen pelaksana yang kurang konsisten dan 

berpotensi untuk melakukan penyelewengan jika tidak diawasi dengan baik, 

(e) kondisi sosial dan politik yang saling mendukung, dan (f) disposisi 

implementator yang sangat baik dan pemahaman positif tentang urgensi 

dana kampung. 
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B. Saran 

Berdasarkan simpulan penelitian di atas, rnaka saran yang dapat penulis 

sampaikan adalah sebagai berikut. 

1. Alokasi Dana Kampung sebaiknya lebih diperioritaskan pada pcmbangunan 

ekonomi masyarakat kampung dan perbaikan fasilitas kampung dalam 

bidang pembangunan, disarnping itu perlu ada perhatian serius pemerintah 

daerah mengenai standarisasi Barang dan Jasa khususnya mengenai upah 

tenaga buruh pikul. 

2. Guna memastikan akuntabilitas laporan pertanggung jawaban pengelolaan 

dana karnpung di kampung Asai dan menghindari keterlambatan pelaporan, 

diharapkan bagi pemerintah aparatur desa untuk memberikan pelatihan 

khusus dan pendampingan bagi pengelola atau menambahkan tenaga teknis 

yang mampu mengelola pelaporan dengan baik. 

3. Pemerintah daerah perlu melak.ukan sosialisasi tentang kebijakan dana 

kampung tidak hanya terhadap aparatur desa, namun kepada masyarakat 

luas agar masyarakat mengetahui dan memahami tujuan dari kebijakan 

tersebut serta ikut mengawasi jalannya kebijakan dana kampung sesuai 

dengan ketentuan yang ada Hal ini diharapkan akan memberikan kesadaran 

pada masyarakat bahwa dana kampung bukan untuk kepentingan 

pemerintah desa narnun untuk kepentingan masyarakat secara umum. 
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Lampiran I Panduan Wawancara 

IMPLEMENT AS! KEBIJAKAN DANA KAMPUNG TERHADAP 
PEMBANGUNAN KAMPUNG (STUD! KASUS PADA KAMPUNG ASAI 

DISTRIK WINDES! PERIODE 2015-2016) 

IMPLEMENT AS! KEBIJAKAN DANA KAMPUNG 

Proses Implementasi Kcbijakan 

1. Siapakah pengelola dana kampung di kampung Asai? Bagaimana struktur 

organisasinya? 

2. Bagaimanakah proses penyusunan rencana kegiatan dana kampung di kampung 

Asai? Siapa yang merencanakan? 

3. Apakah hal tersebut berkaitan langsung dengan pencairan dana dana kampung? 

4. Apa saja kcgiatan yang diusulkan untuk dana kampung di kampung Asai? 

Manakah yang paling diprioritaskan? 

5. Seberapa besar kesesuaian pelaksanaan kegiatan dana kampung dengan 

rencana yang tclah disusun sebelumnya? 

6. Apakah terdapat kegiatan yang dilakukan selain dari yang telah direncanakan? 

Jika ada sebutkan dan jelaskan. 

7. Apakah penanggung jawab kegiatan membuat Japoran pertanggungjawaban 

setelah realisasi dana kampung? 

8. Apakah laporan terkait diserahkan tepat dengan waktu yang telah ditentukan? 

Pencapaian Tujuan Kebijakan : 

1. Seberapa besar manfaat yang diperoleh setelah realisasi dana karnpung, 

utamanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dalarn 

memberikan pelayanan? Jelaskan 

2. Apa saja yang telah dihasilkan dari realisasi dana kampung? Baik fisik maupun 

non fisik 

3. Apakah ada kontribusi dari BPD, LPMD atau lembaga desa lainnya dalam 

pelaksanaan dana kampung? Jika ada jelaskan (misal: musyawarah, ketja 

lapangan, pengawasan dll) 
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4. Jika tidak ada, siapakah pelaksana dana kampung di lapangan dan bagaimana 

pertanggungjawabannya? 

5. Siapakah yang bertanggung jawab sebagai pengawas selama proses realisasi 

dana kampung di lapangan? 

6. Bagaimana kontribusi masyarakat dalam kegiatan dana kampung? (aktif/pasif 

dll) 

7. Bagaimana strategi pelaksana dana kampung untuk mendapatkan dukungan 

dan masyarakat mau berpartisipasi secara aktif? 

8. Apakah kendala yang dihadapi dalam realisasi dana kampung di kampung Asai 

F AKTOR-F AKTOR YANG MEMPENGARUID 

Stan dar dan sasaran kebijakan 

1. Apakah dalarn pengajuan dan pelaporan dana kampung menunjukkan adanya 

prosedur yang harus dilakukan? 

2. Apakah pernerintah daerah memberikan penjelasan tentang penggunaan dana 

kampung terse but, baik yang boleh maupun tidak boleh dilaksanakan? 

3. Apakah penjelasan tersebut sesuai dengan kebutuhan pembangunan di wilayah 

Anda? 

Sumberdaya 

1. Bagaimana proses pemi!ihan pengelola dana kampung di wilayah Anda? 

2. Menurut Anda, bagaimanakah kualitas SDM pengelola dana kampung di 

wilayah Anda? 

a. Pendidikan 

b. Kecakapan (kompetensi) 

c. Pengalaman 

d. Keadministrasian 

3. Apakah pengelola dana kampung mengetahui dengan baik tentang apa saja 

yang harus diprioritaskan dalam pembangunan kampung Asai? 

4. Selain dana kampung, adakah sumber dana lain yang digunakan untuk 

pembangunan kampung Asai? 
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5. Apakah fasilitas pendukung yang dimiliki oleh Kampung Asai guna 

mendukung realisasi dana kampung di wilayah tersebut'? (contoh: kantor desa, 

kendaraan, A TK dll) 

6. Apakah sumbangsih yang diberikan oleh masyarakat sekitar dalam pelaksanaan 

DANA KAMPUNG? (materiil dan non materiil) 

Hubungan an tar Organisasi 

1. Pihak mana sajakah yang terlibat langsung dalam implementasi dana kampung 

di kampung Asai bersama dengan pengelola lokal? 

2. Bagaimana pola hubungan atau kerjasama yang terjalin diantara para pihak? 

3. Apakah efek yang dihasilkan dari hubungan tersebut? Jelaskan (positif atau 

negatif) 

Karakteristik Agen Pelaksana 

I. Berapa persen dari dana dana kampung yang digunakan untuk operasional 

pemerintahan desa? 

2. Mungkinkah ada penyelewangan penggunaan dana dana kampung oleh oknum 

pengelola? 

Kondisi sosial, politik dan ekonomi 

1. Sejauh mana dukungan para aparatur desa tentang realisasi pembangunan di 

kampung Asai menggunakan dana kampung? 

2. Sejauh mana dukungan dari masyarakat tentang realisasi pembangunan di 

kampung Asai menggunakan dana kampung? 

3. Mengamati kondisi ekonomi saat ini, apakah pengalokasian dana kampung di 

karnpung Asai sudah tepa! dilakukan? Jika belum, apa yang lebih 

diprioritaskan? 

Disposisi implementator 

1. Menurut Anda, apakah para pengelola dana kampung di kampung Asai telah 

bekerja dengan baik dan sepenuh hati? 

2. Apakah para pengelola telah memahami maksud dan tujuan dari realisasi dana 

kampung di wilayahnya? Berikan contohnya 
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Lampiran II Hasil Wawancara dengan Kepala Kampung Asai 

Nama Infonnan 

Jabatan 

Dinas/Instansi 

Kundrat Raubia 

Kepala Kampung Asai 

Kantor Distrik Windesi Kab. Kepulauan Yapen 

PROSES IMPLEMENT AS! KEBIJAKAN 

114 

1) Siapakah pengelola Dana kampung di kampung asai ? Bagaimana struktur 

organisasinya? 

Kepala kampung asai, bamuskam, rk, rtlrw, tokoh masyarakat, tokoh adat, 

tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan adalah pengelolah dana 

Dana kampung. 

2) Bagaimana proses penyusunan rencana kegiatan Dana karnpung di kampung 

asai? Siapa yang merencanakan? 

>- Kepala kampung dan aparat menyusun daftar usulan kegiatan dan 

membahasnya secara bersama - sama pada saat musrenbang di tingkat 

kampung. 

);- Dalam menyusun Rencana kerja Pemerintah Kampung I (satu) tahun di 

kampung asai selalu mengacu pada rencana pembangunan jangka 

menengah kampung (rpjmk) 

3) Apakah hal terse but berkaitan dengan pencairan dana Dana kampung ? 

Program kegiatan yang bisa dibiaya oleh dana kampung akan di tandai dan 

program kegiatan dalam skala menengah akan menjadi daftar program 

kegiatan pada skpd terkait. 

4) Apa saja kegiatan yang diusulkan untuk Dana kampung di karnpung asai ? 

Manakah yang paling di prioritaskan ? 

Di kampung asai telah ditentukan 4(empat) program adalah: 

I. Tenaga guru, tenaga medis masih menjadi kebutuhan prioritas yang 

mendasar di kampung asai; 
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2. Rehabilitas mck di kampung asai; 

3. Talud pantai sepanjang 800 meter di kampung asai. 

4. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hidro (PLTMH) 

kampung asai 

5) Seberapa besar kesesuaian pelaksanaan kegiatan Dana kampung dengan 

rencana yang telah disusun sebelumnya ? 

Penyusllllan rencana Dana kampung berbeda atau bclum sesuai dengan hasil 

kesepakatan bersama di karenakan dalam penyusunan rkp, rapbk masih 

menjadi keputusan sepihak sebagai contoh tahun 2015 ada program kegiatan 

yang bukan menjadi kesepakatan bersama di kampung itu di akomodir dalam 

pembelanjaan kampung. 

6) Apakah terdapat kegiatan yang dilakukan selain dari yang telah direncanakan? 

Pada realisasi penggunaan dana di kampung asai, ada terdapat kegiatan yang 

tidak di akomodir dalam Rencana kerja Pemerintah Kampung Asai (RKPK), 

diantaranya sumbangan belanja bahan bangunan (semen) bagi pcmbangunan 

gedung gereja, penambahan jaringan pipa air bersih ke puskesmas pembantu 

(pustu). 

7) Apakah penanggung jawab kegiatan membuat lapuran pertanggungjawaban 

setelah rea1isasi Dana kampung ? 

Setelah pencairan dana Dana kampung di kabupaten, penanggung jawab 

dalam hal ini kepala karnpung asai membuat rapat bersama untuk 

membicarakan rencana kerja yang disesuaikan dengan tahapan anggaran yang 

dicairkan. 

8) Apakah laporan terkait diserahkan tepat dengan waktu yang telah ditentukan? 

Dalam menyelesaikan laporan pertanggung jawaban kadang di sesuaikan 

dengan realisasi program kegiatan yang dikerjakan di tingkat kampung, kalau 

terdapat pekerjaan yang belum terealisasi dengan baik maka akan berdampak 

pada laporan pertanggungjawaban yang dibuat. 
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PENCAPAIAN TUJUAN KEBIJAKAN 

1. Seberapa besar manfaat yang diperoleh setelah realisasi dana kampung, 

utamanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam 

memberikan pelayanan ? 

Dalam realisasi anggaran 1 (satu) tahun di kampung asai telah mendapat 

apresiasi yang baik karena seluruh kegiatan yang dijalankan telah tepat 

sasaran, namun seringkali dijurnpai ketidakpuasan masyarakat terhadap 

pelayanan pemerintah kampung yang belwn maksimal. 

2. Apa saja yang telah dihasilkan dari realisasi Dana kampung ? Baik fisik 

maupun non fisik 

a) Fisik 

• Pembangunan rurnah layak huni, jalan rabat beton dan mck. 

b) Non fisik 

• Pemberian dana penunjang kegiatan tim pengerak pkk, dana penunjang 

kegiatan kepemudaan, dana penunjang bagi kader posyandu di 

kampung asai dalam menjalangkan program pemberian makanan 

tambahan bagi ibu hamil, anak bayi dan balita. 

Anggaran yang diturunkan langsung pada kampung asai dalam realisasinya 

telah diperuntukan sesuai dengan pos kegiatan di tingkat kampung secara 

langsung sehingga dampaknya dapat dirasakan secara langsung sebagai 

contoh di kampung asai adalab : 

1) Penunjang kegiatan kepemudaan dana dapat digunakan untuk 

pemeliharaan lapangan volley, lapangan bola kaki, pengadaan baju tim 

bola dan penunjang kegiatan selama mengikuti kegiatan bupati cap pada 

tabun 1alu. 

2) Penunjang kegiatan pkk dapat digunakan untuk mengukur baju batik 

seragam yang dapat digunakan untuk menghadiri acara - acara resmi pkk 

di tingkat distrik maupun di tingkat kabupaten 
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3. Apakah ada kontribusi dari BPD, LPMD atau lembaga desa lainnya dalam 

pelaksanaan dana kampung? Jika ada jelaskan (misal: musyawarah, kerja 

lapangan, pengawasan dll) 

Sampai sekarang belum ada kontribusi pikiran ataupun musyawarah, 

pengawasan dari pihak lain terkait dengan pelaksanaan Dana kampung di 

kampung asai 

4. Bagaimana konstribusi masyarakat dalam kegiatan dana kampung? 

Masyarakat pada umumnya di karnpung asai sangat bcrperan aktif dalarn 

mendukung semua kegiatan yang selama ini di programkan selama 1 (satu) 

tahun anggaran. 

5. Bagaimana strategi pelaksanaan dana kampung untuk mendapatkan dukungan 

dan masyarakat mau berpartisipasi secara aktif? 

Sebagai wujud keberhasilan pembangunan di kampung asai adalab partisipasi 

masyarakat yang selama ini berperan aktif dengan mengedepankan sik:ap 

kekeluargaan dalam hidup bergotong royong. Dan transparansi pemerintah 

kampung dalam menyampaikan setiap program yang berdampak positif 

sebingga setiap program yang akan turon secara bertahap nanti akan dinikmati 

oleh masyarakat. 

6. Apakab kendala yang dihadapi dalam realisasi dana kampung di karnpung 

asai? 

Kendala - kendala yang dihadapan dalam menjalankan program kegiatan di 

kampung asai antara lain : 

I. Dalarn pengadaan baban bangunan rumab (material lokal) berupa berupa 

kayu, batu, pasir dll. Pemilik masih menuntut untuk ganti rugi atau 

menuntut bayar dengan alasan yang tepat. 

2. Tenaga bongkar muat barang non loka1 di perahu hingga sampai ke lokasi 

pembangunan rumah, masih ada yang menuntut ongk:os muat dengan 

alasan material non lokal yang terlalu banyak. 
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3. Pembelanjaan material non lokal dan lokal kadang terlampau dari apa 

yang telah di sepakati bersama sehingga berpengaruh laporan pertanggung 

jawaban. 

FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STANDARD DAN 

SASARAN KEBIJAKAN 

1. Apakah dalam pengajuan dan pelaporan Dana kampung menunjukan adanya 

prosedur yang harus dilakukan ? 

Dalarn pengajuan dan pelaporan tcntu akan mengaju pada permendagri 113 

tahun 2014 bab iv pasal 12 sampai dengan pasa1 19. 

2. Apakah pemerintah daerah memberikan penjelasan tentang penggunaan Dana 

kampung tersebut, baik yang bn1eh maupun tidak bo1eh di1aksanakan? 

Dalam penggunaan anggaran sejauh ini di kabupaten kepulauan yapen telah 

melaksanakan sosialisasi tentang penggunaan anggaran di tingkat kampung, 

sehingga Ielah mempermudah penge1ola di tingkat kampung da1am 

penyampaian 1aporan spj. 

SUMBERDAYA 

1. Bagaimana proses pemilihan pengelola dana kampung di wilayah anda? 

Dalam proses pemilihan yang dilakukan di kampung asai menyangkut dengan 

pengelola Dana kampung, tentunya di pilih dalam satu rapat resmi yang mana 

menentukan orang di kampung tersebut yang memiliki kemampuan khusus 

untuk bersama-sama mendampingi kepala kampung dan aparat dalam 

pengelolaan Dana kampung di kampung asai, sehingga seluruh proses yang 

diharapkan dapat beJjalan dengan baik. 

2. Menurut anda, bagaimanakah kualitas sdm pengelola dana kampung di wilayah 

ada? 

a. Pendidikan 

Pengelola dana kampung di kampung asat rata2 berpendidikan paling 

rendah adalah smp dan sma. 
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b. Pengalaman 

Memiliki pengalaman yang cukup baik sehingga mempermudah kelancaran 

dalam kerj a. 

c. Administrasi 

Dalam penataan administrasi pencairan hingga pelaporan tersusun dengan 

baik. 

3. Apakah pengeloka dana kampung mengetahui dengan baik tentang apa saja 

yang harus diprioritaskan dalam pembangunan kampung asai ? 

Dalam menjalankan program kegiatan di kampung asai, pengelola telah 

mengaris bawahi program prioritas yang akan dijalankan selama kurung waktu 

5 (lima) tabun yang sudab di muat dalam rpjm-kampung. 

4. Selain dana kampung, adalah sumber dana lain yang digunakan untuk 

pembangunan kampung asai ? 

Selain Dana kampung somber dana lain yang sekarang di gunakan oleh 

pengelola untuk belanja kebutuhan di kampung yaitu prospek. 

5. Apakab fasilitas pendukung yang dimiliki oleh kampung asai guna mendukung 

realisasi Dana kampung di wilayah tersebut ? 

Fasilitas yang sekarang digunakan untuk rnenunjang kelancaran keija di 

kampung asai antara lain balai kampung, kendaraan roda dua, laptop, printer, 

generator dll. 

6. Apakab sumbangsih yang diberikan oleh masyarakat sekitar dalam pelaksanaan 

dana kampung? 

Di kampung asai hingga sekarang belum secara keseluruhan masyarakat 

memiliki kesadaran yang tinggi untuk menerima pembangunan yang bertujuan 

untuk kebaikan masyarakat setempat. Sebagai contoh material kayu, batu dan 

pasir rnasih harus di bayar oleh pengelola dana. 

HUBUNGAN ANTAR ORGANISASI 

l. Pihak mana sajakah yang terlibat langsung dalam implementasi dana kampung 

di kampung asai bersama dengan pengelola lokal ? 

• Pemerintah distrik windesi 
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2. Bagaimana pola hubungan atau kcrjasama yang terjalin diantara para pihak ? 

• Pemerintah distrik setempat selaku pihak yang terlibat secara langsung 

dalam melakukan kerjasama, mengawasi dan mengontrol proses pencairan 

s/d pelaporan. 

KARAKTERISTIK AGEN PELAKSANAAN 

1. Berapa persen dari dana Dana kampung yang digunakan untuk operasional 

pemerintah desa? 

Dari total pagu aggaran yang diperuntukan hagi kampung asai adalah rp. 

600.195.658,- dan yang dlgunakan untuk menunjang operasional pemerintah 

kampWlg adalah sebesar 53,84 %. 

2. Mungkinkah ada penyelewengan penggunaan dana dana kampung oleh oknum 

pengelola? 

Sejauh pengamatan kami, di karnpung asai belum di temukan penyelewengan 

aggaran oleh pengelola Namun yang terjadi dalarn evaluasi penggunaan 

anggaran masih terjadi pengereseran dalam belanja sebagai contoh dalam 

belanja operasional perkantoran, atk di dalam apbk nilainya 4.juta namWI 

dalam pembelanjaan mencapai 6juta sehingga mempengaruhi nilai belanja 

yang lainnya. 

KONDISI SOSIAL, POLITIK DAN EKONOMI 

I. Sejauh mana dukungan para aparatur desa tentang realisasi pembangunan di 

kampung asai menggunakan dana kampung ? 

Sumbangsi pikiran terhadap pembangWian di kampung asai sangat nyata 

terbukti dengan kerjasama yang baik oleh aparat kampung asai sehingga 

semua program yang direncanakan di kampung asai dapat betjalan sesuai yang 

diharapkan. 
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2. Sejauh mana duk\Ulgan para masyarakat tentang realisasi pembangunan di 

kampung asai menggunakan dana kampung ? 

Seluruh proses pembangunan di kampung asai sangat nyata terbukti dengan 

keijasarna yang baik olch masyarakat kampung asai sehingga semua program 

yang direncanakan di kampung asai dapat berjalan dengan baik. 

3. Mengamati kondisi ekonomi saat ini, apakah pengalokasian dana kampung di 

kampung asai sudah tepat dilakukan ? Jika belum, apa yang lebih 

diprioritaskan 

Sejauh ini pengalokasian Dana kampung belum tepat sasaran dikarenakan 

pengelola, belum melakukan kajian yang baik tentang prioritas program 

kegiatan di kampung asai. 

DISPOSISI IMPLEMENT ATOR 

L Menurut anda, apakah para pengelola dana kanapung di kanapung asai telah 

beketja dengan baik dan sepenuh hati ? 

Dalam menjaJankan program kegiatan di kampung asai, para pengelola baik 

kepala kampung, hingga aparat kampung telah bekerja secara maksimal 

namWI yang menjadi kendala adalah belum adanya tenaga teknis yang mampu 

untuk menyelesaikan segala hal yang berhubungan dengan pertanggung 

jawaban penggunaan dana dana kampung. 

2. Apakah para pengelola telah memahami maksud dan ru.juan dari realisasi dana 

kampung di wilayahnya ? Berikan contoh 

Pada umurnnya pengelola dana dana kampung telah memahami pengelolaan 

dana yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. 

Sebagai contoh : 

• Pembangunan rumah tinggal bagi keluarga tidak mampu, sehingga dapat 

memiliki rumah tinggal yang layak huni. 
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Lampiran III Hasil Wawancara dengan Ketua Bamuskam Asai 

Nama Informan 

Jabatan 

Dinas/lnstansi 

Benyamin Puari 

Ketua Bamuskam Asai 

Kantor Distrik Windesi Kab. Kepulauan Yapen 

PROSES IMPLEMENT AS! KEBIJAKAN 
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I. Siapakah pengelola dana kampung di kampung asru ? Bagaimana struktur 

organisasinya? 

KepaJa kampung asai, aparat kampung dan pemangku kepentingan lainnya di 

kampung asai adalah pcngelola dana kampung. 

2. Apakah hal terse but berkaitan dengan pencairan dana dana kampung? 

Program kegiatan yang bisa dibiayai oleh dana kampung akan di tandai dan 

program kegiatan dalam skala menengah akan menjadi daftar program 

kegiatan pada skpd terkait. 

3. Apa saja kegiatan yang diusulkan untuk dana kampung di kampung asai ? 

Manakah yang paling di prioritaskan ? 

Di kampung asai telah ditentukan 4(empat) prognun adalah: 

a. T enaga guru, tenaga medis masih menjadi kebutuhan prioritas yang 

mendasar di kampung asai; 

b. Rehabilitasi mck di kampung asai; 

c. Talud pantai sepanjang 800 meter di karnpung asai. 

d. Pembangunan pembangkit listrik tenaga micro hidro (pltmh) kampung asai 

4. Apakah terdapat kegiatan yang dilakukan selain dari yang telah direncanakan? 

Realisasi penggunaan dana di kampung asai, ada terdapat kegiatan yang tidak 

di akomodir dalam Rencana kerja Pemerintah Kampung asai (rkpk), 

diantaranya sumbangan bclanja bahan ban.gunan (semen) bagi pernbangunan 

gedung gereja dan penambahan jaringan pipa air bersih ke puskesmas 

pembantu (pustu). 
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5. Apakah penanggung jawab kegiatan membuat laporan pertanggungjawaban 

setelah realisasi dana kampung? 

Setelah pencairan dana dana kampung di kabupaten, penanggung jawab dalam 

hal ini kepala kampung asai membuat rapat bersama untuk membicarakan 

rencana kerja yang disesuaikan dengan tahapan anggaran yang dicairkan. 

PENCAPAIAN TUJUAN KEBIJAKAN 

1. Seberapa besar manfaat yang diperoleh setelah realisasi dana kampung, 

utamanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dalarn 

memberikan pelayanan ? 

Dalarn realisasi anggaran 1 (satu) tahun di karnpung asai telah mendapat 

apresiasi yang baik karena seluruh kegiatan yang dijalankan telah tepat 

sasaran, namun seringkali dijumpai ketidakpuasan masyarakat terhadap 

pelayanan pemerintah karnpung yang belum maksimal. 

2. Apa saJa yang Ielah dihasilkan dari realisasi dana kampung ? Baik fisik 

maupun non fisik 

a. Fisik 

• Pembangunan rumah layak huni, jalan rabat beton dan mck. 

b. Non fisik 

• Pemberian dana penunjang kegiatan tim pengerak pkk, dana penunjang 

kegiatan kepemudaan, dana penunjang bagi kader posyandu di 

kampung asai dalam menjalangkan program pemberian makanan 

tamhahan bagi ibu hamil, anak bayi dan balita. 

Anggaran yang diturunkan langsung pada kampung asai dalam realisasinya 

telah diperuntukan sesuai dengan pos kegiatan di tingkat kampung secara 

langsung sehingga dampaknya dapat dirasakan secara langsung sebagai 

contoh di kampung asai adalah : 

1) Penunjang kcgiatan kepemudaan dana dapat digunakan tmtuk 

pemeliharaan lapangan volley, lapangan bola kaki, pengadaan baju tim 

bola dan penunjang kegiatan selama mengikuti kegiatan bupati cap pada 

tahun lalu. 
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2) Penunjang kegiatan pkk dapat digunakan untuk mengukur baju batik 

seragam yang dapat digunakan untuk menghadiri acara- acara resmi pkk 

di tingkat distrik maupun di tingkat kabupaten. 

3. Apakah ada kontribusi dari BPD, LPMD atau lembaga desa Iainnya dalam 

pelaksanaan dana kampung? Jika adajelaskan 

Sampai sekarang belum ada kontribusi pikiran ataupun musyawarah, 

pengawa<>an dari pihak lain terkait dengan pelaksanaan Dana kampung di 

kampung asai 

4. Bagaimana konstribusi masyarakat dalam kegiatan dana kampung? 

Masyarakat pada umumnya di kampung asai sangat berperan aktif dalam 

mendukung scmua kegiatan yang selama ini di programkan selama 1 (satu) 

tahun anggaran. 

5. Bagaimana strategi pelaksanaan dana karnpung untuk mendapatkan dukungan 

dan masyarakat mau berpartisipasi secara aktif? 

Sebagai wujud keberhasilan pembangunan di kampung asai adalah partisipasi 

masyarakat yang selama ini berperan aktif dengan mengedepankan sikap 

kekeluargaan dalam hidup bergotong royong, serta transparansi pemerintah 

kampung dalam menyampaikan setiap program yang berdampak positif 

sehingga setiap program yang akan turon secara bertahap nanti akan dinikmati 

oleh masyarakat. 

6. Apakah kendala yang dihadapi dalam realisasi dana kampung di Kampung 

Asai? 

Kendala - kendala yang dihadapan dalam menjalankan program kegiatan di 

karnpung asai antara lain : 

a. Dalam pengadaan bahan bangunan rumah (material lokal) berupa berupa 

kayu, batu, pasir dll. Pemilik masih menuntut untuk ganti rugi atau 

menuntut bayar dengan alasan yang tepat. 
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b. Tenaga bongkar muat barang non lokal di perahu hingga sampai ke lokasi 

pcm bangunan rumah, masih ada yang menuntuk ongkos muat dengan alasan 

material non lokal yang terlalu ban yak. 

c. Pembelanjaan material non lokal dan lokal kadang terlampau dari apa yang 

telah di sepakati bersama sehingga berpengaruh laporan pertanggung 

jawaban. 

FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STANDARD DAN 

SASARAN KEBIJAKAN 

1. Apakah dalam pengajuan dan pelaporan dana kampung menunjukan adanya 

prosedur yang harus dilakukan ? 

Dalam pengajuan dan pelaporan tentu akan mengaju pada pennendagri 113 

tahun 2014 bab iv pasal 12 sampai dengan pasal 19. 

2. Apakah pemerintah daerah memberikan penjelasan tentang penggunaan dana 

kampung tersebu~ baik yang boleh maupun tidak boleh dilaksanakan ? 

Dalam penggunaan anggaran sejauh ini di kabupaten kepulauan yapen telah 

rnelaksanakan sosialisasi tentang penggunaan anggaran di tingkat kampung, 

sehingga telah mempermudah pengelola di tingkat kampung dalam 

penyampaian laporan spj. 

SUMBERDAYA 

1. Bagaimana proses pemilihan pengelola dana kampung di wilayah anda ? 

Dalam proses pemilihan yang dilakukan di kampung asai menyangkut dengan 

pengelola dana kampung, tentunya di pilih dalam satu rapat resmi yang mana 

mencntukan orang di kampung tersebut yang memiliki kemampuan khusus 

untuk bersama-sama mendampingi kepala kampung dan aparat dalam 

pengelolaan dana kampung di kampung asai, sehingga seluruh proses yang 

diharapkan dapat beljalan dengan baik. 
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2. Menurut anda, bagaimanakah kualitas sdm pengelola dana kampung di wilayah 

ada? 

a. Pendidikan 

Pengelola Dana kampung di kampung asat rata2 berpendidikan paling 

rendah adalah smp dan sma. 

b. Pengalaman 

Memiliki pengalarnan yang cukup baik sehingga mempermudah kelancaran 

dalam kerja. 

c. Administrasi 

Dalam penataan administrasi pencairan hingga pelaporan tersusun dengan 

baik. 

3. Apakah pengeloka dana kampung mengetahui dengan baik tentang apa saja 

yang harus diprioritaskan dalam pembangunan kampung asai ? 

Dalam menjalankan program kegiatan di kampung asai, pengelola telah 

mengaris bawahi program prioritas yang akan dijalankan selama kurung waktu 

5 (lima) tabun yang sudab di muat dalam rpjm-kampung. 

4. Selain dana kampung, adalah sumber dana lain yang digunakan untuk 

pembangunan kampung asai ? 

Selain Dana kampung sumber dana lain yang sekarang di gunakan olch 

pengelola untuk belanja kebutuhan di kampung yaitu prospek. 

5. Apakah fasilitas pendukung yang dimiliki oleh kampung asai gtma mendukung 

realisasi dana kampung di wilayah tersebut ? 

Fasilitas yang sekarang digunakan untuk menunjang kelancaran ketja di 

kampung asai antara lain balai kampung, kendaraan roda dua, laptop, printer, 

generator dll. 
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6. Apakah sumbangsih yang diberikan oleh masyarakat sekitar dalarn pelaksanaan 

dana kampung? 

Di kampung asai hingga sekarang belum secara keseluruhan masyarakat 

memiliki kesadaran yang tinggi untuk menerima pembangunan yang bertujuan 

untuk kebaikan masyarakat setempat. Sebagai contoh material kayu, batu dan 

pasir masih harus di bayar oleh pengelola dana. 

HUBUNGAN ANT AR ORGANISASI 

1. Pihak mana sajakah yang terlibat langsung dalam implementasi dana kampung 

di karnpung asai bersama dengan pengelola lokal ? 

• Pemerintah distrik windesi 

2. Bagaimana pola hubungan atau ketjasama yang terjalin diantara para pihak ? 

• Pemerintah distrik setempat selaku pihak yang terlibat secara Jangsung 

dalam melakukan kerjasama, mengawasi dan mengontrol proses pencairan 

s/d pelaporan. 

KARAKTERISTIK AGEN PELAKSANAAN 

1. Berapa persen dari dana dana kampung yang digunakan untuk operasional 

pemerintah desa? 

Dari total pagu aggaran yang diperuntukan bagi karopung asai adalah Rp. 

600.195.658,- dan yang digunakan untuk menunjang operasional pemerintah 

kampung adalah sebesar 53,84 %. 

2. Mungkinkah ada penyelewengan penggunaan dana dana kampung oleh oknum 

pengelola? 

Sejauh pengamatan kami, di kampung asai belum di temukan penyelewengan 

aggaran oleh pengelola. Namun yang terjadi dalam evaluasi penggunaan 

anggaran masih terjadi pengeseran dalam belanja sebagai contoh dalarn 

belanja operasional perkantoran, atk di dalam APBK nilainya 4.juta namun 

dalarn pembelanjaan mencapai 6juta sehingga mempengaruhi nilai belanja 

yang lainnya. 
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KONDISI SOSIAL, POLITIK DAN EKONOMI 

I. Sejauh mana dukungan para aparatur desa tentang realisasi pembangunan di 

kampung asai menggunakan dana kampung ? 

Sumbangsi pikiran terhadap pembangunan di kampung asat sangat nyata 

terbukti dengan kerjasama yang baik oleh aparat kampung a<;ai sehingga 

semua program yang direncanakan di kampung asai dapat betjalan sesuai yang 

diharapkan. 

2. Sejauh mana dukungan para masyarakat tentang rea1isasi pembangrman di 

kampung asai menggunakan dana kampung 7 

Seluruh proses pembangunan di karnpung asai sangat nyata terbukti dengan 

keijasama yang baik oleh masyarakat kampung asai sehingga semua program 

yang direncanakan di karnpung asai dapat berjalan dengan baik. 

3. Mengamati kondisi ekonomi saat ini, apakah pengalokasian dana kampung di 

kampung asai sudah tepat dilakukan? Jika belum. apa yang lebih 

diprioritaskan? 

Sejauh ini pengalokasian dana kampung belum tepat sasaran dikarenakan 

pengelola, belum melakukan kajian yang baik tentang prioritas program 

kegiatan di kampung asai. 

DISPOSISI IMPLEMENT A TOR 

I. Menurut anda, apakah para pengelola dana kampung di Kampung Asai telah 

bekerja dengan baik dan sepenuh hati ? 

Dalam menjalankan program kegiatan di kampung asai, para pengelola baik 

kepala kampung, hingga aparat kampung telah bekerja secara maksimal 

namun yang menjadi kendala adalah belum adanya tenaga teknis yang mampu 

untuk menyelesaikan segala hal yang berhubungan dengan pertanggung 

jawaban penggunaan dana dana kampung. 

2. Apakah para pengelola telah mernahami maksud dan tujuan dari realisasi dana 

kampung di wilayahnya ? Berikan contoh 
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Pada wnumnya pengelola dana dana kampung telah memahami pengelolaan 

dana yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. 

Sebagai contoh : 

• Pembangunan rumah tinggal bagi keluarga tidak mampu, sehingga dapat 

memiliki rumah tinggal yang layak huni. 
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Lampiran IV Hasil Wawancara dengan Sekretaris Distrik Windesi 

Nama 

Jabatan 

Dinas/ instansi 

: Aldius Evanlis Kanggunum, S.Stp 

: Sekretaris Distrik Windesi 

: Distrik Windesi 

PROSES IMPLEMENT ASI KEBIJAKAN 
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I. Siapakah pengelola Dana kampung di kampung asat ? Bagaimana struktur 

organisasinya? 

Pengelolah Dana kampung di kampung asai adalah kepala kampung, sekretaris 

kampung beserta seluruh aparat kampung, bamuskam beserta seluruh anggota 

bamuskam, tokoh agama, adat, pemuda dan perempuan dan juga seluruh 

komponen masyarakat kampung asai, tentunya pemerintah distrik juga terlibat 

karena kampung asai merupakan wilayah yang tidak terlepas dari wilayah 

distrik windesi. 

Dana kampung sebelurn di kelolah atau di gunakan sesuai dengan mekanisme 

penggunaannya dimusyawarahkan terlebih dahulu secara terbuka dengan 

melibatkan komponen-komponen yang sudah saya sebutkan diatas. 

2. Apakah hal tersebut berkaitan dengan pencairan dana kampung? 

Proses penyusunan Dana kampung di kampung asai itu sendiri dilandaskan 

berdasarkan aturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2014 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Permendagri Nomor 111, 

112, 113 114 Tabun 2014, Permendes Nomor 21 Tabun 2015, Peraturan 

Menetri Keuangan serta Peraturan Bupati Kepulauan Yapen yang mengatur 

tentang penggunaan dana kampung., sehingga proses perencanaan dana 

kampung kampung asai di rencanakan dcngan melibatkan kepala kampung, 

sekretaris kampung beserta perangk:at kampung asai, bamuskam, tokoh agama, 

adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh prempuan dan unsur sekolah 

yang ada di kampung asai beserta pemcrintah distrik windesi selaku pengarah 

perencanaan agar proses perencanaan dana kampung di kampung asai sesuai 
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dengan kebutuhan masyarakat setempat dan tidak bertentangan dengan 

perundang-undangan yang berlaku. 

3. Apa saja kegiatan yang diusulkan untuk dana kampung di Kampung Asai ? 

Manakah yang paling di prioritaskan ? 

Di tahun 2016 kegiatan yang di usulkan dan merupakan prioritas pembangunan 

di karnpung asai adalah pembangunan rumah masyarakat, pembangunan air 

bersih, hal ini di karenakan program kegiatan tersebut sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat kampung asai. 

4. Apakah terdapat kegiatan yang dilakukan selain dari yang telah direncanakan? 

Pelaksanaan program kegiatan dana kampung pada kampung asai menurut 

pandangan kami sudah sangat baik dan tidak mengalami kesenjangan yang 

signifikan antara perencanaan yang di rencanakan dengan pembangunan yang 

dilaksanakan, hal ini terbukti dari program dan kegiatan yang dilaksanakan 

merupakan perencanaan serta kesepakatan bersama masyarakat dengan 

pemerintah kampung asai, seperti contohnya pembangunan rumah masyarakat 

yang diusulkan kegiatan tersebut itu juga yang dibangun, sehingga menurut 

pemngamatan kami proses perencanaan serta pembangunan di kampung asai 

setidaknya sudah sesuai dengan apa yang di amanatkan didalam undang­

undang tentang dana kampung. 

5. Apakah penanggung jawab kegiatan membuat laporan pertanggungjawaban 

setelah realisasi dana kampung ? 

Kampung asai pada tahun 2016 proses pertanggung jawaban dana kampung 

yang telah digunakan jika dilihat dari laporan pertanggung jawabannya saya 

pikir sudah sangat baik, karena setelah penggunaan kepala kampung beserta 

sekretaris kampung dan bendahara langsung menyiapkan laporan pertanggung 

jawabannya sesuai juknis yang direkomendasikan dari kabupaten kepulaun 

yapen, meski masih terjadi keterlambatan waktu pelaporannya namun secara 

keseluruhan sudah sangat baik dilakukan oleh penanggung jawab dana 

kampung di kampung asai. 
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PENCAPAIAN TUJUAN KEGIATAN 

1. Seberapa besar manfaat yang diperoleh setelah realisasi dana karnpung, 

utamanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dalarn 

memberikan pelayanan ? 

Berbicara maanfaat dari dana kampung kepada masyarakat terutama dalam 

penyelenggaraan pemerintah pada tingkat kampung khususnya di kampung 

asai saya pikir sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat, karena 

dengan adanya dana kampung ini maka proses pembangunan di kampung asai 

sangat menunjukan proses peningkatan taraf hidup mulai dari persediaan 

perumahan masyarakat sampai pada pembangunan infrastruktur ekonomi dasar 

di kampung, 

contoh yang paling kongkrit adalah masyarakat dapat membangun rumah yang 

layak untuk di huni dari dana kampung ini tanpa harus megeluarkan uang 

pribadi, sehingga uang pribadi dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan 

ekonomi yang lain, selain itu terbuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat 

kampung asai, dengan adanya pembangunan rumah dan infrastruktur lainnya 

maka tenaga kerja juga dibutuhkan dalam rangka pembangunan tersebut. Maka 

sudah barangtentu masyarakat setempat yang dilibatkan dalam proses 

pembangunan tersebut. Sehingga tenaga keija ini di honor dan mendapatkan 

uang di kampung serta tidak barns bersusah payah ke kota kabupaten untuk 

mencari keija. 

2. Apa saja yang telah dihasilkan dari realisasi dana kampung ? Baik fisik 

maupun non fisik 

Hasil-hasil dari realisasi dana kampung di kampung asai seperti yang saya 

sudah jelaskan di atas secara pembangunan fisik, namun ada pembangunan 

juga secara mental, dengan adanya dana karnpung ini maka kagiatan pemuda 

pemudi baik di bidang seni budaya dan karajinan tangan yang bersifat 

tradisional dapat tersalurkan dengan baik, sehingga menguranggi angka 

kejahatan di kampung. Pemuda-pemuda di kampung asai dapat menyalurkan 

bakat bola kaki melalui kegiatan bola kaki begitu juga kegiatn olahraga 

lainnya. 
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3. Apakah ada kontribusi dari BPD, LPMD atau lembaga desa lainnya dalam 

pelaksanaan dana kampung? Jika ada jelaskan 

Kontribusi BPD, LPMD atau lembaga desa lainnya dalarn pelaksanaan Dana 

kampung jika dilihat dari bentuk kegiatan seperti musyawarah, kerja lapangan 

dan pengawasan lembaga lembaga desa ini sangat memberikan kontribusi, 

karena dari pandangan kami di kampung a.:;;ai, proses pelaksanaan Dana 

kampung itu sendiri merupakan basil kerjasama yang baik dari setiap bahkan 

seluruh komponen masyarakat termasuk didalamnya lembaga-lembaga desa 

ini, hal ini dikarenakan jumlah penduduk asai yang tidak terlau banyak 

sehingga ketika ada kegiatan maka keterlibatan masyarakat maka didalamnya 

sudah terwakili komponen lembaga desa tersebut. 

4. Siapakah yang bertanggung jawab sebagai pengawas selama proses realisasi 

dana kampung di lapangan? 

Pengawas proses Dana kampung pada kampung asai menurut kami jika dilihat 

dan didengar dari laporan masyarakat setempat jika ada keganjalan atau 

keterlambatan proses pencairan Dana kampung, biasanya nanti ada masyarakat 

yang datang ke distrik 1a1u melaporkan hal tcrsebut, ini membuktikan bahwa 

hampir seluruh warga masyarakat menjadi pengawas secara langsung di 

lapangan dalam proses realisasi dana karnpung terse but. 

5. Bagaimana konstribusi masyarakat dalam kegiatan dana kampung? 

Jika dilihat dari jwnlah pcnduduk pada kampung asai yang tidak terlalu banyak 

sehingga kontribusi dari proses pembangunan yang bcrsumber dari Dana 

kampung hampir sebagian dari warga masyarakat kampung asai. Di satu sisi 

warga masyarakat sangat aktif dalam proses pembangunan di kampung asai. 

6. Bagaimana strategi pelaksanaan dana kampung untuk mendapatkan dukungan 

dan masyarakat mau berpartisipasi secara aktif? 

Dana kampung ini merupakan salah satu sumber pendapatan warga masyarakat 

di kampung asai, sehingga strategi yang paling baik untuk membuat pastisipasi 
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masyarakat secara aktif bagi pelaksanaan Dana kampung di kampung asat 

adalah dengan membuka peluang lapangan kerja bagi para warga masyarakat, 

dengan melibatkan secara langsung dalam proses pembangunan. 

7. Apakah kendala yang dihadapi dalam realisasi dana kampung di Kampung 

Asai? 

Sebenarnya kendala yang dihadapi realisasi dana kampung pada kampung asai 

adalah proses pertanggung jawaban pelaksanaan dana kampung, karena dalam 

pembelnjaan dan pembagunan menurut hemat saya sebagian tidak ada kendala 

yang terkendala adalah pembuatan laporan pertanggung jawabannya. Karena 

keterlambatan waktu penyerahan laporan akan berdampak besar bagi proses 

pencairan dana selanjutnya. Sehingga menurut kami hal itu yang menjadi 

kendala dari proses realisasi dana kampung. Selain itu satu hal yang tidak 

terlepas juga jarak antara karnpung dan ibu kota kabupaten kepulauan yapen 

yang perjalanannya harus di tempuh dengan laut dan darat, yang mejadi 

kendala jika kondisi laut tidak bersahabat rnaka proses pembangunan bisa saja 

mengalami hambatan akibat kecelakaan laut yang dialami oleh para penggelola 

Dana kampung pada kampung asai. 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STANDAR DAN 

SASARAN KEBIJAKAN 

1. Apakah dalam pengajuan dan pelaporan dana kampung menunjukkan adanya 

prosedur yang harus dilakukan? 

Dalam pengajuan dan pelaporan Dana kampung sudah barangtentu ada 

prosedur-prosedur yang harus dilakukan dan ditaati sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Dana kampung. 

2. Apakah pemerintah daerah memberikan penjelasan tentang penggunaan dana 

kampung tersebut, baik yang boleh maupun tidak boleh dilaksanakan? 

Pelaksanaan dana kampung sebehun berjalan terlebih dahulu sudah 

dilaksanakan birntek oleh pemerintah kabupaten kepulauan yapen dengan 

mendatangkan penyaji materi dari propinsi paua bahkan dirjen pemerintahan 
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desa terkait penggunaan dana karnpung, selain itu bagian pemerintahan 

kampung pada sekretariat daerah kabupaten kepulauan yapen, kepala bagian 

beserta para kasubbag selalu membuka ruang bagi para penanggung jawab 

dana kampung bahkan masyarakat kampung asai untuk terns berkoordinasi 

terkait pelaksanaan dana kampung, sehingga menurut kami pemerintah daerah 

sudah sangat membantu dalam memberikan pemahaman-pemahaman terhadap 

hal-hal yang berkaitan dengan dana kampung apa yang harus dan tidak boleh 

dilakukan, berkaitan dengan hal itu, pemerintah distrik juga melalui kepala 

distrik dan kami selaku sekretaris distrik berserta seluruh pejabat eselon iv dan 

staf juga tidak menutup ruang bagi setiap kampung untuk berkoordinasi terkait 

pelaksanaan dana kampung tcrsebut. Disamping itu pula disetiap distrik 

ditempatkan pendamping-pendamping kampung yang juga siap memberikan 

pendampingan bagi pelaksanaan dana kampung. 

3. Apakah penjelasan tersebut sesuai dengan kebutuhan pembangunan di wilayah 

Anda? 

Penjelasan yang diberikan oleh setiap komponen pemerintah kabupaten 

kepulauan yapen, pemerintah distrik, bahkan pendamping krunpung sudah 

sangat membantu dan tentunya sangat sesuai dengan kondisi serta kebutuhan di 

wilayah distrik windesi. 

SUMBERDAYA 

1. Bagaimana proses pemilihan pengelola dana kampung di wilayah Anda? 

Proses pemilihan pengelola Dana kampung di distrik windesi kita lakukan 

berdasarkan struktur organisasi kampung dan para pemangku kepentingan di 

tingkat kampungjuga dilibatkan sesuai amanat undang-undang desa. 

2. Menurut Anda, bagaimanakah kualitas SDM pengelola dana kampung di 

wilayah Anda? 

Sumber daya manus1a pengelolah dana kampung memang masih terbatas, 

sehingga dari keterbatasan itu menurut kami mereka masih harus dibekali 

dengan ilmu-ilmu bahkan pengetahuan tentang pengelolaan dana kampung. 
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Namun di sisi lain pernerintah kabupaten kepulauan yapen melaui bupati 

memberikan masukan khusunya bendahara kampung untuk sementara 

dikelolah oleh pegawai negeri sipil yang berasal dari pemerintah distrik 

sctempat seperti halnya distrik windesi bendahara kampung asai adalah 

pegawai distrik sehingga dapat membantu pengelolaan keuangan bahkan 

pertanggungjawaban keuangan kampung secara baik. 

3. Apakah pengelola dana kampung mengetahui dengan baik tentang apa saja 

yang harus diprioritaskan dalam pembangunan kampung Asai? 

Sesuai dengan arah kebijakan pemerintah kabupaten kepulauan yapen, maka 

pemerintah kampung asai dalam proses perencanaan mengikuti arah kebijakan 

pemerintah kabupaten kepualauan yapen yang di muat dalam RKPD, sehingga 

diharapkan pembangunan di kampung asai tidak terlepas dari apa yang 

diharapkan oleh pemerintah kabupaten kepulauan yapen. 

4. Selain dana kampung, adakah somber dana lain yang digunakan untuk 

pembangunan kampung Asai? 

Selain Dana kampong ada somber dana dari apbn yang masuk melaloi rekening 

kabopaten yaitu dana prospek namun sesoai dengan petunjuk teknis 

pelaksanaan dana prospek tersebot diperuntukan untuk membiayai ekonomi 

kemasyarakatan dan bokn ontuk pembagunan fisik. Namon dana tersebut baru 

dicairkan anggarannya yaitu tahon anggaran 2015 dan penggunaannya ditahun 

2016. Sehingga pada tahun beijalan ini yaitu 2016 dan masuk tahun 2017 

proses pembangunan di kampung sangat bertitik beratkan pada dan kampung. 

5. Apakah fasi1itas pendukung yang dimi1iki oleh Kampung Asai guna 

mendokung realisasi dana kampong di wilayah tersebot? 

Fasilitas yang dimiliki kampong asai sudah sangat komplit hal ini dibuktikan 

dengan adanya kantor desa, kcndaraan bermotor roda dua., komputer laptop dan 

atk yang di bebankan atau di belnjakan pada tahun 2016. Sehingga dapat 

rnembantu proses pelaksanaan Dana kampung di kampung asai. 
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6. Apakah sumbangsih yang diberikan oleh masyarakat sekitar dalam pelaksanaan 

dana kampung? 

Sumbangsih warga masyarakat kampung asai seperti yang sudah dijelaskan 

sebelumnya sangat besar terutama dari segi moril yaitu dengan keterlibatan 

secara langsung dalam proses pembangunan yang dilaksanakan di kampung 

asai. 

HUBUNGAN ANT AR ORGANISASI 

1. Pihak mana sajakah yang terlibat langsung dalam implementasi dana kampung 

di Kampung Asai bersama dengan pengelola lokal? 

Pihak-pihak yang terlibat langsung dalam implementasi dana kamptmg pada 

kampung asai dalah tentunya pemerintah kampung. brouskam, tokoh adat, 

tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan komponen masyakarat 

lainnya, pemerintah distrik windesi dan pemerintah kabupaten kepulauan 

yapen dalam hal ini asisten satu sekda dan bagian pemerintahan kampung 

skretariat daerah kabupaten kepualauan yapen selain itu juga pihak bank daerah 

papua yang mana merupakan komponen terpenting dari proses implementasi 

dana karnpung pada karnpung asai. 

2. Bagaimana pola hubungan atau ketjasama yang terjalin diantara para pihak? 

Jika dilihat dari proses pencairan dana kampung tahun 2016, yang sudah 

betjalan dengn sangat baik mulai dari proses perencanan, pencairan sarnpai 

pada proses pembangunan dan pertanggung jawaban, maka kesemuannya itu 

dapat betjalan dengan baik tentunya tidak terlepas dari koordinasi serta peran 

pihak-pihak yang sudah di sebutkan pada point 1 di atas. Dan sudah tentunya 

ada koordinasi serta hubungan ketja yang terjalin antar semua pihak sehingga 

proses implementasi Dana kampung dapat berjalan dengan baik. 

3. Apakah efek yang dihasilkan dari hubungan terse but? Jelaskan 

Efek yang dihasilkan menurut karni dari hubungan baik tersebut antara pihak­

pihak tersebut, tentunya banyak sisi positifnya yaitu proses pembangunan di 

kampung asai dapat berjalan dengan baik. Namun di sisi negatifnya di takutkan 
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ada ketja sama yang mengakibatkan penyalabgunaan dana kampung dapat di 

scmbunyikan dan di atur dengan baik untuk memperkaya pihak-pihak terentu. 

Namun dalam pelaksanaannya tabun anggaran 2016 tidak terdapat hal-hal 

negatif yang ditakukan terjadi namun lebih dari itu hal positif dari proses 

impelmentasi dana kampung dapat dirasakan dengan baik olch masyarakat 

kampung asai. 
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Lampiran V Hasil Wawancara dengan Bendahara Kampung Asai 

Nama Informan 

Jabatan 

Dinasllnstansi 

: Anton Maniamboy, ST 

: Bendahara Kampung Asai 

: Kantor Distrik Windesi Kab. Kepulauan Yapen 

PROSES IMPLEMENT AS! KEBIJAKAN 

139 

1) Siapakah pengelola dana kampung di Kampung Asai ? Bagaimana struktur 

organisasinya? 

Pengelola dana kampung dikampung asai adalah Kepala Kampung Selaku 

Pengguna Anggaran dan Sekretaris Kampung Selaku pe1aksana program 

kegiatan di kampung asai, namun dalam struktur pengawasan pembangunan 

semua pemangku kepentingan di kampung asai, baik Bamuskam RK, RT/RW, 

Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh 

Perempuan dilibatkan secara langsung pada saat penggalian gagasan hingga 

sampai menentukan kegiatan yang akan di programkan dalam 1 (satu) tahun 

anggaran. 

2) Bagaimana Proses penyusunan rencana kegiatan dana kampung di Kampung 

Asai? Siapa yang merencanakan ? 

};> Kepala Kampung Asai dan Aparat menyusun daftar usulan kegiatan dan 

membahasnya secara bersama - sama pada saat musrenbang di tingkat 

kampung. 

:Y Dalarn menyusun Rencana ketja Pemerintah Kampung 1 (satu) tahun di 

kampung asai selalu mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Kampung (RPJMK) 

3) Apakah hal tersebut berkaitan dengan pencairan dana dana kampung ? 

Dalam kaitannya seluruh keputusan bersama yang telah diperkaya pada saat 

musrenbang tingkat kampung asai akan dikaji sehingga, program kegiatan 

yang bisa dibiaya oleh dana karnpung akan di tandai dan program kegiatan 
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da1am ska1a menengah akan menjadi daftar program kegiatan pada SKPD 

terkait. 

4) Apa saja kegiatan yang diusulkan untuk dana kampung di Karnpung Asai ? 

manakah yang paling di prioritaskan ? 

Di Kampung Asai telah ditentukan 8 (delapan)program kegiatan namWl yang 

menjadi prioritas utama dalam pembangunan terdapat 5 (lima) program 

adalah: 

I. Pembangunan Rumah Layak Huni yang di targetkan tahun 2021 

masyarakat di kampung asai pada wnumnya sudah memiliki rumah sendiri 

yang bersumber dari dana dana kampung; 

2. Tenaga Guru, Tenaga Medis masih menjadi kebutuhan prioritas yang 

mendasar di kampung asai; 

3. Rehabi1itas MCK di Kampung Asai; 

4. Ta1ud Pantai Sepanjang 800 Meter di Kampung Asai. 

5. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hidro (PLTMH) 

Kampung Asai 

5) Seberapa besar kesesuaian pelaksanaan kegiatan dana kampung dengan 

rencana yang telah disusun sebelumnya ? 

Kadang dalam penyusunan rencana dana kampung berbeda atau belum sesuai 

dcngan basil kesepakatan bersama di karenakan dalam penyusunan RKP, 

RAPBK masih menjadi keputusan sepihak sebagai contoh tahun 2015 ada 

program kegiatan yang bukan menjadi kesepakatan bersama di kampung itu di 

akomodir dalam pembelanjaan kampung. 

6) Apakah terdapat kegiatan yang dilakukan selain dari yang telah direncanakan? 

Pada realisasi penggunaan dana di kampung asai, ada terdapat kegiatan yang 

tidak di akomodir dalam Rencana kerja Pemerintah Karnpung Asai (RKPK), 

diantaranya sumbangan belanja bahan bangunan (semen) bagi pembangunan 

gedung gereja, penambahan jaringan pipa air bersih ke puskesmas pembantu 

(pustu). 
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7) Apakah penanggung jawab kegiatan membuat laporan pertanggungjawaban 

setelah realisasi dana kampung ? 

Setelah pencairan dana kampung di kabupaten, penanggung jawab dalam hal 

ini kepala kampung asai membuat rapat bersama untuk mernbicarakan rencana 

ker:ja yang disesuaikan dengan tahapan anggaran yang dicairkan. 

8) Apakah laporan terkait diserahkan tepat dengan waktu yang telah ditentukan? 

Dalam menyelesaikan laporan pertanggung jawaban kadang di sesuaikan 

dengan realisasi program kegiatan yang dikeijakan di tingkat kampung, kalau 

terdapat peke:rjaan yang belum terealisasi dengan baik maka akan berdampak 

pada laporan pertanggungjawaban yang dibuat. 

PEN CAP AlAN TUJUAN KEBIJAKAN 

I. Seberapa besar manfaat yang diperoleh setelah realisasi dana kampung, 

utamanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam 

memberikan pelayanan? 

Dalam realisasi anggaran 1 (satu) tahun di kampung asai tclah mendapat 

apresiasi yang baik karena seluruh kegiatan yang dija1ankan telah tepat 

sasaran, narnun seringka1i dijumpai ketidakpuasan masyarakat terhadap 

pelayanan pemerintah kampung yang belwn maksima1. 

2. Apa saja yang telah dihasilkan dari realisasi dana kampung ? baik fisik 

maupun non fisik 

a) Fisik 

• Hasil fisik yang sekarang telah dirasakan di kampung asiD yaitu 

penggadaan motor tempel yang menjadi alat penunjang transportasi 

yang mempermudah masyarakat dalam pengurusan ke kota, rnemuat 

basil dagangan dan lain sebagainya 

• Pembangunan rumah layak huni, jalan rabat beton dan MCK. 

b) Non Fisik 

• Pemberian dana penunjang kegiatan Tim Pengerak PKK, Dana 

Penunjang Kegiatan Kepemudaan, Dana Penunjang bagi kader 
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posyandu di Kampung Asai dalam menjalangkan program pemberian 

makanan tambahan bagi ibu hamil, anak bayi dan halita 

Anggaran yang diturunkan langsung pada karnpung asai dalam realisasinya 

telah diperuntukan sesuai dengan pos kegiatan di tingkat kampung secara 

langsung sehingga dampak:nya dapat dirasakan secara langsung sebagai 

contoh di karnpung asai adalah : 

1) Penunjang kegiatan kader di kampung asai serahkan langsung daJam 

bentuk dana sehingga dalam menjalangkan kegiatan Pemberian Makanan 

tambahan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh 

masyarakat pada umumnya. 

2) Penunjang kegiatan kepemudaan dana dapat digWlakan untuk 

pemeliharaan lapangan volley, lapangan bola kaki, pengadaan haju tim 

bola dan penunjang kegiatan selama mengikuti kegiatan bupati cap pada 

tahun lalu. 

3) Penunjang kegiatan PKK dapat digunakan untuk mengukur baju batik 

seragarn yang dapat digunakan untuk menghadiri acara- acara resmi PKK 

di tingkat distrik maupun di tingkat kabupaten. 

4) Dana penunjang kegiatan kelembagaan adat di kampung asai 

3. Apakah ada kontribusi dari BPD, LPMD atau lembaga desa lainnya dalam 

pelaksanaan dana kampung? Jika ada jelaskan 

Sampai sekarang belum ada kontribusi pikiran ataupun musyawarah, 

pengawasan dari pihak lain terkait dengan pelaksanaan dana kampung di 

kampung asai 

4. Siapakah yang bertanggung jawab sebagai pengawas selama proses realisasi 

dana kampung di lapangan ? 

Dalam pelaksanaan kegiatan di kampung asai, baik mulai dari pengurusan 

pencarian dana di kabupaten sarnpai dengan realisasi pelaksanaan kegiatan di 

kampung menjadi tanggung jawab penuh pemerintah kampung asai dalam 

mengawasi proses kelancaran realisasi belanja. 
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5. Bagaimana konstribusi masyarakat dalam kegiatan dana kampung? 

Masyarakat pada wnunmya di kampung asai sangat berperan aktif dalarn 

mcndukung semua kegiatan yang selama ini di programkan selama 1 (satu) 

tahun anggaran. 

6. Bagaimana strategi pelaksanaan dana kampung untuk mendapatkan dukungan 

dan masyarakat mau berpartisipasi secara aktif? 

Sebagai wujud keberhasilan pembangunan di kampung asai adalah partisipasi 

masyarakat yang selama ini berperan aktif dengan mengcdepankan sikap 

kekeluargaan dalam hidup bergotong royong. Dan transparansi pemerintah 

kampung dalam menyampaikan setiap program yang berdampak positif 

sehingga setiap program yang akan tunm secara bertahap nanti akan dinikmati 

oleh masyarakat. 

7. Apakah kendala yang dihadapi dalam realisasi dana kampung di Kampung 

A "? SaJ . 

Kendala ~ kendala yang dihadapan dalam menjalankan program kegiatan di 

kampung asai antara lain : 

I) Dalam pengadaan bahan bangunan rumah (material lokal) berupa berupa 

kayu, batu, pasir dll. Pemilik masih menuntut untuk ganti rugi atau 

menuntut bayar dengan alasan yang tepat. 

2) Tenaga bongk:ar muat barang non lokal di perahu hingga sampai ke lokasi 

pembangunan rumah, masih ada yang rnenuntuk ongkos muat dengan 

alasan material non lokal yang terlalu banyak. 

3) Kadang Kerja di lapangan berbeda dengan apa yang telah disepakati 

bersaina dalam penyosunan RPJMK, RKPK dan APBK yang dapat 

dijadikan sebagai pedoman dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

4) Pembelanjaan material non lokal dan lokal kadang terlampau dari apa 

yang telah di sepakati bersama schingga berpengaruh laporan pertanggung 

jawaban. 
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FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STANDARD DAN 

SASARAN KEBIJAKAN 

1. Apakah dalam pengajuan dan pelaporan dana kampung menunjukan adanya 

prosedur yang harus dilakukan ? 

Dalam pengajuan dan pelaporan tentu akan mengaju pada permendagri 113 

Tahun 2014 Bah IV Pasa112 sampai dengan pasal 19. 

2. Apakah pemerintah daerah memberikan penjelasan tentang penggunaan dana 

kampung tersebut, baik yang boleh maupun tidak boleh dilaksanakan ? 

Dalam penggunaan anggaran sejauh ini di kabupaten kepulauan yapen telah 

melaksanakan sosialisasi tentang penggunaan anggaran di tingkat kampung, 

sehingga telah mempennudah pengelola di tingkat kampung dalam 

penyampaian laporan SPJ. 

SUMBERDAYA 

I. Bagairn.ana proses pemilihan pengelola dana kampung di wilayab anda? 

dalam proses pemilihan yang dilakukan di kampung asai menyangkut dengan 

pengelola dana kampung, tentunya di pilih dalam satu rapat resrni yang mana 

menentukan orang di kampung tersebut yang memiliki kemampuan khusus 

untuk bersama-sama mendampingi kepala kampung dan aparat dalam 

pengelolaan dana kampung di kampung asai, sehingga seluruh proses yang 

diharapkan dapat berjalan dengan baik. 

2. Menurut anda, bagaimanakah kualitas SDM pengelola dana kampung di 

wilayah ada ? 

a. Pendidikan 

Pengelola dana kampung di kampung Asai rata2 berpendidikan paling 

rendah adalah SMP dan SMA. 

b. Kecakapan 

Memiliki wawasan yang baik dalam mengambil suatu keputusan yang tidak 

merugikan sesama. 
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c. Pengalarnan 

Memiliki pengalaman yang cukup baik sehingga mempermudah kelancaran 

dalam kelja. 

d. Administrasi 

Dalam penataan administrasi pencairan hingga pelaporan tersusun dengan 

baik. 

3. Apakah pengeloka dana kampung mengetahui dengan baik tentang apa saja 

yang harus diprioritaskan dalam pembangunan kampung asai? 

Dalam menjalankan program kegiatan di kampung asai, pengelola telah 

mengaris bawahi program prioritas yang akan dijalankan selama kurung waktu 

5 (lima) tabun yang sudah di muat dalam RPJM-Kampung. 

4. Selain dana kampung, adalah swnber dana lain yang digunakan untuk 

pembangunan kampung asai ? 

Selain dana kampung sumber dana lain yang sekarang di gunakan oleh 

pengelola untuk belanja kebutuhan di kampung yaitu PROSPEK. 

5. Apakab tasilitas pendukung yang dimiliki oleh kampung asai guna mendukung 

realisasi dana kampung di wilayah tersebut ? 

Fasilitas yang sekarang digunakan untuk menunJang kelancaran kerja di 

kampung asai antara lain balai kampung, kendaraan roda dua, laptop, printer, 

generator dll. 

6. Apakab sumbangsih yang diberikan oleh masyarakat sekitar dalam pelaksanaan 

dana kampung? 

Di kampung asai hingga sekarang belwn secara keseluruhan masyarakat 

memiliki kesadaran yang tinggi untuk menerima pembangunan yang bertujuan 

untuk kebaikan masyarakat setempat. Sebagai contoh material kayu, batu dan 

pasir masih harus di bayar oleh pengelola dana. 
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HUBUNGAN ANTAR ORGANISASI 

1. Pihak mana sajakah yang terlibat langsung dalam implementasi dana kampung 

di Kampung Asai bersama dengan pengelola lokal ? 

• Pemerintah Distrik Windesi 

2. Bagaimana pola hubungan atau kerjasama yang terjalin diantara para pihak ? 

• Pemerintah distrik Setempat selaku pihak yang terlibat secara langsung 

dalam melakukan kerjasama, mengawasi dan mengontrol proses pencairan 

s/d pelaporan. 

3. Apakah efek yang dihasilkan dari hubungan tersebut? 

Dampak positifuya yaitu semua kampung dapat dikoordinir secara langsung di 

tingkat distrik dan dalam proses penyusunan RKP, APBK dan RPJMK dapat 

diselesaikan secara bersama-dan kolektif dalam pengurusan dana kampung. 

Dampak negatifnya yaitu program usulan yang tidak tercover saat musrenbang 

tingkat kampung seperti petjalanan dinas luar daerah, pengadaan radio 

komunikasi diusul oleh pemerintah distrik Wltuk di akomodir dalam 

pembelanjaan. 

KARAKTERISTIK AGEN PELAKSANAAN 

I. Berapa persen dari dana dana kampung yang digunakan untuk operasional 

pemerintah desa? 

Dari total pagu aggaran yang diperuntukan bagi kampung asai adalah Rp. 

600.195.658,~ dan yang digunakan untuk menunjang operasional pemerintah 

kampung adalah sebesar 53,84 %. 

2. Mungkinkah ada penyelewengan penggunaan dana DANA KAMPUNG oleh 

oknum pengelola? 

Sejauh pengamatan kami, di kampung asai belurn di temukan penyelewengan 

aggaran oleh pengelola. Namun yang teJjadi dalam evaluasi penggunaan 

anggaran masih tetjadi pengereseran dalam belanja sebagai contoh dalam 

belanja operasional perkantoran, ATK Di dalam APBK nilainya 4.juta namun 

dalam pembelanjaan mencapai 6juta sehingga mempengaruhi nilai belanja 

yang lainnya. 
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KONDISI SOSIAL, POLJTIK DAN EKONOMI 

1. Sejauh mana dukungan para aparatur desa tentang realisasi pembangunan di 

kampung asai menggunakan dana kampung ? 

Sumbangsi pikiran terhadap pembangunan di kampung asat sangat nyata 

terbukti dengan kerjasama yang baik oleh aparat kampung asai sehingga 

sernua program yang direncanakan di kampung asai dapat betjalan sesuai yang 

diharapkan. 

2. Sejauh mana dukungan para masyarakat tentang realisasi pembangunan di 

kampung asai menggunakan dana kampung ? 

Seluruh proses pembangunan di karnpung asai sangat nyata terbukti dengan 

ketjasama yang baik oleh masyarakat kampung asai sehingga semua program 

yang direncanakan di kampung asai dapat berjalan dengan baik. 

3. Mengamati kondisi ekonomi saat ini, apakah pengalokasian dana kampung di 

kampung asai sudah tepa! dilakukan ? Jika belum, apa yang lebih 

diprioritaskan? 

Sejauh ini pengalokasian dana kampung belum tepat sasaran dikarenakan 

pengelola, belum melakukan kajian yang baik tentang prioritas program 

kegiatan di kampung asai. 

DISPOSISI IMPLEMENT A TOR 

1. Memlfut anda, apakab para pengelola dana kampung di kampung asai telab 

beketja dengan baik dan sepenuh hati ? 

Dalam menjalankan program kegiatan di kampung asai, para pengelola baik 

kepala kampung, hingga aparat kampung telah bekeija secara maksimal 

namun yang menjadi kendala adalah belum adanya tenaga tcknis yang mampu 

untuk menyelesaikan segala hal yang berhubungan dengan pertanggWlg 

jawaban penggunaan dana dana kampung. 
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2. Apakah para pengelola telah memahami maksud dan tujuan dari realisasi dana 

kampung di wilayahnya ? berikan contoh 

Pada umumnya pengelola dana dana kampung telah memahami pengelolaan 

dana yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. 

Sebagai contoh : 

• Pembangunan rumah tinggal bagi keluarga tidak mamp~ sehingga dapat 

memiliki rumah tinggal yang layak huni. 

• Pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil, anak bayi dan balita 

yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan 

pentingnya asupan gizi yang baik di dalam keluarga. 
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Lampiran VI Hasil Wawancara dengan Asisten Bidang Pemerintahan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. 

Identitas Informan 

Nama 

Jabatan 

Dinasl lnstansi 

: Drs. Drofilus Y an Lestuni 

: Asisten Bidang Pemerintahan 

: Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA KAMPUNG 

Proses lmplementasi Kebijakan 

149 

1. Siapakah pengelola dana karnpung di kampung Asai? Bagaimana struktur 

organisasinya? 

Pengelolah Dana kampung Pada 160 Kampung dan Khususnya kampung Asai 

adalah Kepala Kampung Dan perangkat Kampung, berdasarkan Peraturan 

Menteri Dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa BAB lil pasal 3 ayat l yang berbunyi " Kepala Desa adalab pemegang 

kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam 

kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahk:an, dan mempunyai 

kewenangan mcnetapkan PTPKD (Pelaksana T eknis Pengelolaan Keuangan 

Desa), dimana PTPKD terdiri dari sekretaris selaku koordinator, kepala seksi 

sebagai Pelaksana Kegiatan dan Bendahara. 

2. Bagaimanakah proses penyusunan rencana kegiatan dana kampung di kampung 

Asai? Siapa yang merencanakan? 

Proses Penyusunan Rencana Kegiatan Dana kampung disusun berdasarkan 

basil Musyawarah Rencana Pembangunan Kampung (Musrembang) yang 

mana dalam musrembang tersebut hadir seluruh Stakeholder (pemangku 

kepentingan) yang berada dikampung baik pemerintah kampung. Bamuskam, 

Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, tokoh 

Pemudan dan Warga masyarakat haik RT dan RW. Dalam Musrembang 

tersebut terjadi usulan-usulan kegiatan dari seluruh peserta musrembang sesuai 

dengan prioritas kegiatan dengan berpedoman kepada peraturan Menteri Desa, 
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daerah tertinggal dan Transmigrasi. Jadi yang menyampaikan rencana kegiatan 

adalah peserta rapat tersebut yang kemudian dicatat oleh notulen dalam hal ini 

Kepala urusan program untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBK. 

3. Apa saja kegiatan yang diusulkan untuk dana kampung di kampung Asai? 

Manakah yang paling diprioritaskan'? 

Kegaitan yang diusulkan oleh setiap kampung tidak terkecuali kampung asai 

harus berpedoman kcpada Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi dengan Prioritas Penggunaan Dana kampung pada Bidang 

Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat 

4. Seberapa besar kesesuaian pelaksanaan kegiatan dana kampung dengan 

rencana yang telah disusun sebelumnya? 

harus sinkron antara program dan kcgiatan yang disusun atau direncanakan 

dengan prioritas Pengunaan Dana kampung berdasrkan permendesa karena 

apabila tidak sesuai mal<.a tim evaluasi yang dibentuk oleh Pernerintah Daerah 

akan rnengevaluasi dan mengoreksi rancangan Anggaran Belanja Kampung, 

apabila tidak sesuai pasti akan dicoret dan disesuafkan dengan petunjuk: yang 

ada. 

5. Apakah terdapat kegiatan yang dilakukan selain dari yang telah direncanakan? 

Jika ada sebutkan dan jelaskan. 

Terkadang juga ada beberapa kampung di kabupaten kepulauan yapen yang 

tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan direncanak~ tetapi karnpung asai 

dari data pertanggungjawaban yang dirnasukan pada Bagian Pernerintahan 

Kampung Setda Kabupaten Kepulauan Yapen sesuai dengan Anggaran BeJanja 

Kampung yang telah ditetapkan. 

6. Apakah penanggung jawab kegiatan rnernbuat laporan pertanggungjawaban 

setelah realisasi dana karnpung? 

Ya, harus. Laporan pertanggungjawab harus sesuai dengan kegiatan yang 

direncanakan bahkan Sesuai dengan RAB yang sudah ditetapkan dengan 
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Peraturan Kampung. Karena apabilab SPJ tersebut dimasukan maka karnpung 

tersebut dapat mengusulkan Surat Perintah Pembayaran untuk Tahap 

berikutnya, jadi Laporan Pertanggung Jawaban sangat penting untuk dibuat dan 

dilaporkan apabila tidak maka Pcmerintah Daerah akan melakukan 

pemeriksaan melalui SKPD lnspektorat. 

7. Apakah laporan terkait diserahkan tepat dengan waktu yang telah ditentukan? 

Laporan yang disampauikan oleh kampung-kampung di Kabupaten Kepulauan 

Yapen tennasuk kampung asai memang tidak tepat waktu karana hal ini 

terkendala proses pembuatan pertanggungjawaban tennsuk bukti yang kurang 

lengkap. 

Pencapaian Tujuan Kebijakan : 

1. Seberapa bcsar manfaat yang diperoleh setelah realisasi dana kampung, 

utamanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam 

memberikan pelayanan? Jelaskan 

Dana kampung memberikan manfaat yang begitu besar bagi pemerintah 

kampung terutama dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat karena 

prioritas dari dari Dana kampung adalah untuk pembangunanan dan 

pemberdayaan masyarakat, untuk itu pemerintah kampung harus bisa 

merencanakan penggunaan Dana kampung seoptimal mungkin sesuai dengan 

perencanaan yang telah ditetapkan, khususnya dalam upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Dengan Dana kampung diharapkan dapat 

memberikan peningkatan kua1itas pelayanan pemerintah kampung kepada 

masyarakat karena ada 30 % untuk untuk bidang pemerintahan diantaranya 

untuk belanja barang dan jasa, belanja modal tetapi juga dalarn bidang 

pemberdayaan ada kegiatan peningkatan kapasitas bagi aparat pemerintah desa 

maupun peningkatan kapisitas kelompok-kelompok masyarakat di kampung. 

khusus karnpung asai dari basil laporan kepala distrik dan dari hasil laporan 

pertanggungjawaban Dana kampung tahun 2015 dan tahun 2016 tahap I 

terlihat bahwa kualitas pelayanan pemerintah kampung terhadap sudah baik hal 
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ini terlihat dengan program kegiatan yang ditetapkan telah selesai dikerjakan 

dan adanya interaksi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 

2. Apa saja yang telah dihasilkan dari realisasi dana kampung? Baik fisik maupun 

non fisik? 

Realisasi Dana kampung yang dihasilkan dikampung asai adalah secara fisik 

bidang pembangunan adalah pembangunan rumah masyarakat, pengadaan 

motor tempe!, Pembuatan Jembatan, Jalan Desa, Pelatihan Kepada Kader 

Posyandu, dan lain sebagainya 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

Standar dan sasaran kebijakan 

I. Apakah dalam pengajuan dan pelaporan dana kampung menunjukkan adanya 

prosedur yang harus dilakukan? 

Ya, dalam pengajuan Dana kampung setiap karnpung harus harus memenuhi 

prosedur/persyaratan dengan rnempersiapkan RPMJK (Rencana Jangka 

Menengah Kampung), RKPK (Rencana kerja Pemerintah Kampung), RAPBK 

(Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Karnpung) serta Surat Keputusan 

Kepala kampung tentang Pengangkatan Bendahara Kampung, persyaratan 

tcrsebut harus disampaikan kepada Kepada Pemerintah Daerah untuk 

dievaluasi (dikoreksi) apakah sudah sesuai dengan Peraturan perundang­

undanga yang berlaku yaitu Pennendagri 113 Tahun 2014, I'eraturan Menteri 

Keuangan No. 49/PMK-07/2016 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2015; Nomor 21 Tahun 

2015; sedangkan pelaporan Dana kampung setiap kampung harus menyiapkan 

Laporan Pertanggungjawaban Dana kampung sesuai dengan APBK dengan 

melampirkan bukti-bukti sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan, serta 

harus melampirkan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Laporan 

Realisasi Penggunaan Dana kampung, Pemyataan Tanggung Jawab Belanja, 

Buku Bank Desa. 

2. Apakah pemerintah daerah memberikan penjelasan tentang penggunaan dana 

kampnng tersebut, baik yang boleh maupun tidak boleh dilaksanakan? 
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Sebenarnya Tugas pemerintah Daerah adalah mernberikan penjelasan kepada 

setiap kampung tentang penggunaan Dana kampung berdasarkan Peraturan 

Menteri Desa, Pcmbangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 

Tahun 2015 dan Nomor 21 Tahun 2015, diman dalam peraturan tersebut 

dijelaskan Dana kampung desa diperuntukan untuk kegiatan apa saja yang pa<>ti 

untuk membiayai Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pernbangunan Desa, 

Bidang Pembinaan Masyarakat dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan 

Prioritas Pada Bidang Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan. Peraturan 

tersebut oleh pemerintah daerah melalui Bagian Pemerintahan Kampung telah 

mendistribusikan aturan tersebut kepada setiap kampung dan pemerintah 

Distrik, tetapi juga memberikan kesempatan kepada setiap kampung untuk 

berkoordinasi dan berkonsultasi langsung dengan staf teknis pada Bagian 

Pemerintahan Kampung Sctda kabupaten Kepulauan Yapen. Hal yang masih 

kurang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melaksanakan bimbingan 

teknis dan pelatihan kepada pemerintah kampung dalam hal ini pengelolah 

keuangan kampung yaitu kepala kampung, ketua Bamuskam, Sekretaris 

kampung dan Bendahara Kampung, hal ini terjadi karena keterbatasan dana 

yang disiapkan oleh pemerintah daerah. 

3. Apakah penjelasan tersebut sesuai dengan kebutuhan pembangunan di wilayah 

Anda? 

Ya, penjelasan yang diberikan harus dicermati dan ditindaklanjuti oleh masing­

masing kampung dalam merencanakan kegiatan yang dibiayai oleh Dana 

kampung dengan memperhatikan kebutuhan prioritas pada masing-masing 

kampung sesuai dokumen musyawarah pembangunan kampung. dengan 

ketentuan bahwa kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam APBK 

sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi wilayah kampung tersebut. 

Sum her daya 

I. Menurut Bpk, bagaimanakah kualitas SDM pengelola dana kampung 

Salah satu kendala dalam pengelolaan Dana kampung adalah masalah sumber 

daya manusia yang masih terbatas, dan berbeda antara kampung yang satu 
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dengan kampung yang lain. T erkadang pemerintah kampung menggunakan 

tenaga ex PNPM mandiri dalam tim pengelolaan keuangan kampung. salah 

satu upaya yang juga dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membantu 

administrasi keuangan kampung karnpung pada 160 kampung di Kabupaten 

Kepulauan Yapen adalah mengangk:at setiap bendahara kampung dari Pegawai 

Negeri Sipil dengan pertimbangan Dana kampung merupakan hal yang barn 

dan muncul dipertengahan tahun 2015, sehingga harus dibutuhkan tenaga yang 

terampil dalam mengurus mengelolah dan mempertanggungjawabkan 

administrasi keuangan karnpung, disamping itu juga untuk mengantisipasi 

kalau-kalau tetjadi deviasi dalam pengelolaan Dana kampllllg oleh bendahara 

kampung, maka akan dilaksanakan pemotongan gaji terhadap bendahara yang 

mempergunakan Dana kampung tersebut. Memang tingkat pendidikan 

masyarakat yang ada dikampung rata-rata tamatan SMP dengan pengalaman 

yang minim untuk itu masih sangat dibutuhkan pelatihan-pelatihan bagi 

pengelolah Dana kampung dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan 

ketrampilan dalam merencanakan, mengelolah, membelanjakan dan 

mempertanggungjawabkan dana kampung. 

2. Apakah pengelola dana kampung mengetahui dengan baik tentang apa saja 

yang harus diprioritaskan dalam pembangunan kampung Asai? 

Sebenarnya setiap pengelolah sudah tahu prioritas dari dana kampung karena 

telah dibagikan aturan tentang prioritas Dana kampung disamping disiapkan 

edaran dan pemberitahuan tentang Dana kampung serta adanya ruang 

konsultasi pada bidang tekbis yang menangani Dana karnpung, namun tidak 

dapat dipungkiri masih terdapat perencanaan yang ditetapkan oleh ma<;mg­

masing kampung diluar dari prioritas Dana kampung. 

3. Selain dana kampung, adakah sum her dana lain yang digunakan untuk 

pembangunan kampung Asai? 

Ada, sumber dana lain yang dipergunakan untuk pembangunan kampung asai 

dan kampung-kampung lain yaitu dana prospek yang bersumber dari Provinsi 

Papua. 

43140.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



155 

4. Apakah fasilitas pendukung yang dimiliki oleh Kampung Asai guna 

mendukung realisasi dana kampung di wilayah tersebut? (contoh: kantor desa, 

kendaraan, A TK dll) 

Fasilitas pendukung masih minim, namun telah direncanakan dalam APBK 

kampung asai untuk dilaksanakan pengadaan dan Pembangwmn Balai 

Kampung dalam tahun 2015. 

5. Apakah sumbangsih yang diberikan oleh masyanakat sekitar dalarn pelaksanaan 

dana kampung? (materiil dan non materiil) 

Partisipasi masyarakat adalah dalam bentuk non materiil yaitu rnenyiapkan 

tenaga dalam pembangunan kampung secara swakelolah tetapi juga adanya 

swadaya masyarakat untuk menyiapkan bahan lokal berupa kayu, pasir dan 

batu yang akan dipergunakan dalarn pembangunan karnpmg. 

Hubungan antar Organisasi 

4. Pihak mana sajakah yang terlibat langsung dalam implementasi dana kampung 

di karnpmg Asai bersarna dengan pengelola lokal? 

Yang terlibat langsung dalam implementasi Dana kampung di kampung asai 

adalah Pemerintah karnpung, Badan Musyawrah Kampung, T okoh Adat, 

Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan dan seluruh waraga 

masyarakat. 

5. Apakah efek yang dihasilkao dari hubungan tersebut? Jelaskan (positif atau 

ncgatif) 

Kampung asai adalah kampung yang menjunjung budaya saling menghargai 

dan menghormati sehingga efek dari hubungan ini adalah positif lewat 

hubungan ini tetjadi interaksi yang hannonis antara Pernerintah kampung 

dengan BAMUSKAM maupun dengan Seluruh warga roasyarakat 
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Karakteristik Agen Pelaksana 

1. Berapa persen dari dana dana kampung yang digunakan untuk operasional 

pemerintahan desa? 

Dana karnpung khusus untuk bidang Pemerintahan dipergunakan scbcsar 30 % 

dengan perincian, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, 

Operasional Pemerintah Kampung, Operasional barnuskam dan Operasional 

RTdanRW 

2. Mungkinkah ada penyelewangan penggunaan dana kampung oleh oknum 

pengelola? 

Saya kira ini merupakan hal yang baru jadi penyelewengan pasti ada bukan 

hanya kampung asai tapi semua kampung di Kabupaten Kepulauan Y apen, 

penyelewengan bisa terjadi dalam penetapan harga barang karena pemerintah 

daerah belum menetapkan standarisasi barang dan jasa bagi pemerintah 

kampung, sehingga tetjadi penetapan harga yang bervariasi antara kampung 

yang satu dengan kampung yang lain. 

Kondisi sosial, politik dan ekonomi 

1. Sejauh mana dukungan para aparatur desa tentang realisasi pembangunan di 

karnpung Asai menggunakan dana karnpung? 

Aparatur pemerintah kampung sangat mendukung dan terlibat langsung 

melalui partisipasi pembangunan kampung. 

2. Sejauh mana duknngan dari masyarakat tentang realisasi pembangunan di 

kampung Asai menggunakan dana kampung? 

Masyarakat subyek dan objek dari pembangunan dan sudah barang tentu 

masyarakat akan terlibat langsung mendukung pembangunan kampung. 

3. Mengamati kondisi ekonomi saat ini. apakah pengalokasian dana kamptmg di 

kampung Asai sudah tepat d.ilakukan? Jika belum, apa yang lebih 

diprioritaskan? 
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Saya pikir Dana kampung dalam penetapannya oleh Pemerintah sudah 

memperhitungkan segala scsuatu mengyangkut positif dan negatifnya 

pelak:sanaan Dana kampung tersebut. Sehingga saya dapat mengatakan bahwa 

pengalokasian Dana kampung sudah tepat pada kampung asai dan 160 

kampung lainnya di Kabupaten Kepulauan Yapen karena hanya Dana kampung 

yang dapat mengakomodir segala kebutuhan dari masing-masing kampung, 

apabila berharap dari Dana APBD Kabupaten Kepulauan Yapen maka saya 

rasa akan susah memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan kampung asai. 

Saya rasa seluruh kampung/desa diseluruh indonesia harus bersyukur kepada 

Pemerintah Pusat dalam hal ini Bpk Presiden yang telah memberikan Dana 

kampung melalui APBN yang langsung dikirm masuk kerekening kampung 

dan selanjutnya dilaksanakan oleh masing-masing kampung. sekali lagi Dana 

kampung sudah tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatt 

kampung, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja dan 

meningkatkan pembangunan kampung. 

Disposisi Implementator 

1. Menurut Bpk, apakah para pengelola dana kampung di kampung Asai telah 

bekerja dengan baik dan sepenuh hati? 

Dari laporan yang disampaikan oleh kepala distrik bahwa kampung asat 

merupakan salah satu kampung didistrik windesi yang melaksanakan APBK 

dengan baik dan sepenuh hati dan sukses dalam pembangunan kampung. 

2. Apakah para pengelola telah memahami maksud dan tujuan dari realisasi dana 

kampung di wilayahnya? Berikan contohnya 

Ya. Ini terbukti dengan pengelolah merencanakan Dana kampung mulai dari 

musyawarah (Musrembang) menyusun RKPK, RAPBK melakukan koordinasi 

dengan Bagian Pemerintahan Kampung dan membelanjakan dana sesuai 

dengan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan. Contoh berdasarkan 

musyawarah menetapkan pembangunan jalan kampung maka pengelolah 

membelanjakan Dana sesuai dengan RAB jalan kampung dan bersama 

masyarakat mengerjakan pembangunanjalan kampung. 

43140.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Lampiran VII Hasil Wawancara Dengan P3MD 

Nama 

Jabatan 

:FRANS JERYS 

: Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA.PMD) 
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Dinasllnstansi :Program Pcmbangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) 

KABUPA TEN KEPULAUAN Y APEN 

Pencapaian Tujuan Kebijakan 

1. Seberapa besar manfaat yang diperoleh setelah realisasi Dana kampung, 

utamanya berkaitan dengan Penyclcnggaraan Pemerintahan Desa dalam 

memberikan Pelayanan? Jelaskan 

Tentunya sangat besar sekali manfaat yang diperoleh sctelah adanya Dana 

kampung yang langsung dikelola oleh Pcmerintah Desa itu sendiri dalarn hal 

ini Pemerintah Desa yang ada di Distrik Windesi, dimana kewenangan desa 

langsung di urus oleh Pemerintahan desa itu sendiri, apalagi berkaitan dengan 

alokasi 30% untuk kegiatan Bidang Pemerintahan Desa. Akan tetapi berkaitan 

dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang menyangkut dengan 

pelayanan kepada masyarakat masih sangat rendah secara kualitas mapun 

kuantitas. Dapat diambil satu kasus dimana masyarakat secara umum masih 

sering mengeluhkan para aparatur pemerintahan desa yang kurang pengertian 

kepada kebutuhan masyarakat, disamping itu kualitas SDM aparatur 

pemerintahan desanya juga masih rendah. Aparat pemerintahan desa kurang 

merasa terpanggil untuk meningkatkan efesiensi dan memperbaiki prosedur 

ketja, ada kecendrungan aparat pemcrintah desa mempertahankan status 

quonya (arogansi) sehingga menimbulkan presepsi masyarakat bahwa 

berhubungan dengan pemerintahan desa (birokrasi) berarti berhadapan dengan 

proses yang berbelit-belit disamping itu juga prosedur yang sulit ditumpangi 

oleh kepentingan pribadi dan dijadikan komoditas kepentingan kelompok atau 

golongan tertentu (ikatan keluarga) hal ini dapat dilihat dari pengambilan 

keputusan mengenai penggunaan Dana kampung yang masih kurang 

melibatkan masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada didesa, sehingga 

pemanfaatan Dana kampung yang harusnya tepat sasaran berubah menjadi 
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kebutuhan individu kelompok atau golongan tertentu, idealnya pemerintahan 

desa harus memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat itu sendiri dan bukan kepada go Iongan tertentu (ikatan kcluarga). 

2. Berdasarkan Pelaksanaan Dana kampung Tahun 2015 dan Tahun 2016 dan dari 

hasil evaluasi dan pengamatan, apa yang telah dihasilkan dari realisasi Dana 

kampung tersebut? Baik fisik mapun non fisik 

a. Pelaksanaan Dana kampung Tahun 2015 

Dari hasil laporan realisasi Dana kampung tahun 2015 dapat diliat dari 

realisasi perbidang kegiatan sebagai bcrikut, data ini secara keseluruhan 

untuk kabupaten kepulauan yapen: 

Secara keseluruhan kabupaten kepulauan yapen menenma alokasi Dana 

karnpung bersumber dari dana APBN tahun 2015 sebesar Rp. 

42.916.868.000,- yang diperuntukan untuk 160 desa yang teregistrasi di 

kementrian desa adapun rincian per bidangnya sebagai berikut; 

I) Bidang Penyelengaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 19.875.938.200,­

atau sebesar 46.31% dari total dana. 

Adapun kegiatannya adalah pembangunan kantor kampung, balai 

kampung, adapula untuk operasional aparatur pemerintah kampung, 

mamuskam, serta rw dan rt serta kegiatan yang berhubungan dengan 

aktifitas kantor desa seperti atk dll 

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 15.254.945.600,­

atau sebesar 35.55% dari total dana 

Adapun kegiatannya adalah pembangunan pasar kampung, jalan 

kampung, pendidikan (beasiswa, pengadaan seragam sekolah, 

kelengkapan sekolah), kesehatan (pembangunan posyandu, makanan bagi 

balita dan ibu2), pengadaan motor jhonson 15pk untuk nelayan, 

kelengkapan nelayan, adapula pengadaan bahan bangunan rumah, 

pembuatan jembatan, tambatan perahun, jalan rabat beton, jalan titian, 

gorong-gorong, dan drainase. 

3) Bidang Pembinaan Masyarakat Desa sebesar Rp. 3.239.205.800,- atau 

sebesar 7.5 5% dari total dana 
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Adapun kegiataanya antara lain sebagai berikut; pembinaan seni budaya, 

seni pahat, keagamaan, dan tarian tradisionaL 

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp. 4.351.056.600,­

atau sebesar 10. I 4% dari total dana 

Adapun kegiatannya pelatihan-pelatihan bagi ibu-ibu pkk seperti 

kerajinan tangan, kerajinan-kerajinan lainnya, disamping itu pelatihan­

pelatihan untuk nelayan, pertanian, kesehatan, dan pelatihan pcningkatan 

ekonomi seperti (SPP dan UEP) serta modalnya 

5) Biaya Tak Terduga Rp. 195.721.800,- atau sebesar 0.46% dari total dana 

Adapun kegiatannya sebagai berikut; kebanyakan desa belwn 

mengetahui apa yang di maksud dengan biaya tak terduga sehingga 

peruntukannya hanya untuk menampung alokasi dana yang tidak bias 

didanai sehingga mereka lebih cendrung mengantisipasi dana tersebut 

tmtuk kegiatan luar biasa (force majuer) seperti bencana alarn dan lain 

sebagainya., tetapi scbenarnya peruntukannya tidak jelas. 

b. Pelaksanaan Dana kampung Tahun 2016 

Dari basil laporan realisasi Dana karnpung tahun 2016 dapat diliat dari 

realisasi perbidang kegiatan sebagai berikut, data ini secara keseluruhan 

untuk kabupaten kepulauan yapen: 

Secara keseluruhan kabupaten kepulauan yapen rnenerima alokasi Dana 

kampung bersurnber dari dana APBN tahun 2016 sebesar Rp. 

96.273.040.000,- yang diperuntukan untuk 160 desa yang teregistrasi di 

kementrian desa adapun rincian per bidangnya sebagai berikut; 

1) Bidang Penyelengaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 25.346.477.700,­

atau sebesar 26.33% dari total dana 

Adapun kegiatannya adalah pembangunan kantor kampung, balai 

kampung, adapula untuk operasional aparatur pemerintah kampung, 

marnuskam, serta rw dan rt serta kegiatan yang berhubungan dengan 

aktifitas kantor desa seperti atk dll 

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 36.985.583.600,­

atau sebesar 38.42% dari total dana 
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Adapun kegiatannya adalah pembangunan pasar kampung, jalan 

kampung, pendidikan (beasiswa, pengadaan seragam sekolah, 

kelengkapan sekolah), kesehatan (pembangunan posyandu, makanan bagi 

balita dan ibu2), pengadaan motor jhonson 15pk untuk nelayan, 

kelengkapan nelayan, adapula pengadaan bahan bangunan rwnah, 

pembuatan jembatan, tambatan perahun, jalan rabat beton, jalan titian, 

gorong-gorong, dan drainase. 

3) Bidang Pembinaan Masyarakat Desa sebesar Rp. 14.008.944.600,- atau 

sebesar 15.55% dari total dana 

Adapun kegiataanya antara lain sebagai berikut; pembinaan seni budaya, 

seni pahat, keagamaan, dan tarian tradisional. 

4) Bidang Pembcrdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp. 18.114.816,100,­

atau sebesar 18.22% dari total dana 

Adapun kegiatannya pelatihan-pelatihan bagi ibu-ibu pkk seperti 

kerajinan tangan, kerajinan-kerajinan lainnya, disamping itu pelatihan­

pelatihan untuk nelayan, pertanian, kesehatan, dan pelatihan peningkatan 

ekonomi seperti (SPP dan UEP) serta modalnya 

3. Apakah pelaksanaan Dana kampung sejauh ini dari basil evaluasi yang 

dilakukan khusus pada distrik windesi sudah berjalan dengan baik? 

Untuk pelaksanaan Dana kampung di distrik windesi sudah berjalan baik, 

tetapi rnasih banyak catatan-catatan yang perlu dibenahi khususnya 

pelaksanaan Dana kampung itu sendiri apakah sudah sesuai dengan kebutuhan 

rnasyarakat yang dituangkan didalarn dokurnen rpjmk nya, ataukah dokumen 

rpjmk tersebut hanya dibuat sebagai dasar untuk melakukan pencairan dan 

penyaluran Dana kampung, sering kali kami mendapatkan laporan bahwa 

peruntukan Dana kampung tidak jelas kegiatannyapun tidak jelas karena 

samasekali tidak ada musyawarah untuk pelaksaan musrembang sesuai dengan 

Permendagri no.l14 

43140.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



162 

4. Apakah ada koordinasi dari BAMUSKAM dan Masyarakat atau Lembaga 

Desa lainnya dalam Pelaksanaan Dana kampung? Jika ada jelaskan (Misal. 

Musyawarah, kerja lapangan, pengawasan, dll) 

Dalam hal ini sama sekali belum kelihatan adanya korela'ii hubungan 

kelembagaan yang jelas yang ada dikampung, peranan Bamuskam sendiri 

samasekali tidak ada hanya sebatas Bamuskam terkadang kepala desa sendiri 

sama sekali tidak melibatkan lembaga-lembaga lain yang ada dikampung 

dalam hal m1 musyawarah kampung untuk merencanakan bersama 

pembangunan kampWlg, terkesan bahwa semuanya dilakukan oleh kepala 

kampung sendiri, misalnya hal tcrpenting sekali dalam pelaksanaan 

musrembang desa apakah sudah dibentuk tim perumus untuk penyusunan dan 

penetapan dokumen rpjmk, saya sendiri belum melihat hal itu dilaksanakan 

dikampung, padahal itu sangat penting sekali sehingga keterlibatan masyarakat 

tidak Narnpak bahkan lebih parah lagi tidak dilibatkan sarna sekali, jika kita 

melihat hanya dokumen rpjmk dan rkp saja yang ada tetapi prosesnya tidak 

ada. 

5. Menurut pendapat bapak, sejauh mana pelaksanaan kebijakan Dana kampung 

berdampak pada peningkatan penyelenggaraan roda pemerintahan, 

pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan? 

a. Dampak pada penyelenggaraan roda pemerintahan, menurut saya masih 

jauh dari harapan seperti saya sampaiakan diawal bahwa sama sekali belum 

kelihatan jelas tugas dan fungsi utama dari aparatur pemerintahan kampung, 

lebih cendrung kearah birokrasi yang tidak jelas, hubtmgan antar 

kelembagaan juga tidak jelas korelasinya masih kurang. 

b. Dampak pada pembangunan, menurut saya sudah baik karena kebijakan 

Dana kampung adalah untuk pemperkuat kemampuan keuangan desa, 

disamping itu untuk memberikan keleluasaan bagi desa dalam mengelola 

persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosial kema<Jyarakatan, untuk 

mendorong terciptanya demokrasi desa, untuk meningkatkan pendapatan 

dan pemerataanya dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat desa. 
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c. Dampak pada pelayanan kemasyarakatan, menurut saya masih sangat 

rendah secara kualitas mapun kuantitas. Dapat diambil satu kasus dimana 

masyarakat secara umum masih sering mengeluhkan para aparatur 

pemerintahan desa yang kurang pengertian kepada kebutuhan masyarakat, 

disamping itu kualitas SDM aparatur pemerintahan desanya juga rnasih 

rendah. Aparat pemerintahan desa kurang merasa terpanggil untuk 

meningkatkan efesiensi dan memperbaiki prosedur kerja, ada kecendrungan 

aparat pemerintah desa mempertahankan status quonya (arogansi) sehingga 

menimbulkan presepsi masyarakat bahwa berhubungan dengan 

pemerintahan desa (birokrasi) berarti berhadapan dengan proses yang 

berbelit-belit disamping itu juga prosedur yang sulit ditumpangi oleh 

kepentingan pribadi dan dijadikan komoditas kepentingan kelompok atau 

golongan tertentu (ikatan keluarga) 

Faktor Penilaian : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implemeotasi 

Kebijakan Dana kampuog 

Faktor Sumber Daya 

1. Menurut pendapat bapak, sejauh mana kualitas surnber daya manusia (SDM) 

aparat desa sebagai pelaksana kebijakan Dana kampung? 

Menurut saya kualitasnya masih jauh dari harapan, hal ini dapat dilihat dari 

masih rendahnya pengetahuan aparat desa mengenai Dana kampung, serta 

aturan-aturan dan perundang-undangannya, terkesan hanya jalan tanpa arab 

dan tujuan yang jelas, sebagai contoh hubungan kelembanggan yang tidak ada 

korelasinya, tingkat pendidikan yang minim bahkan ada yang tidak bisa 

membaca dan menulis, serta tingkat pemahaman yang masih kurang, hal ini 

dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dan penyimpangan Dana kampung itu 

sendiri, yang terpenting adalah propesionalisnya bdwn ada. seharusnya 

idealnya kualitas SDM aparat desa sesuai dengan undang-undang desa no.6 

tahun 2014 dapat bekerja lebih professional, sehingga penyelenggaraan 

pemerintahan desa dalam mengelola administrasi baik itu keuangan maupun 

yang lainnya bisa berjalan lebih baik, termasuk hubungan kelembagaan, 
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pembangunan, dan pelayanan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan aturan pemerintah. 

2. Seberapa memadai ketersediaan fasilitas-fasilitas (sarana-prasarana) yang 

mendukung kebijakan Dana kampung? 

Menurut saya sebenarnya fasilitas-fasilitas yang ada sudah rnemadai khususnya 

kantor kampung, akan tetapi fungsi dari fasilitas sarana prasarana yang ada 

tidak digunakan sebaik mungkin, aktifitas-aktifitas yang ada dan harus 

dilaksanakan malah tidak berjalan scsuai dengan aturan yang ada, misalnya 

untuk pelayanan urusan KTP saja kantor kampung tidak difungsikan, lebih 

banyak langsung ke distrik atau kabupaten, dalam implementasi undang­

undang desa terutama Dana kampung sendiri malah kantor desa sudah 

bcrpindah ke ibu kota kabupaten, kenapa begitu karena dengan akses yang 

begitu jauh, disamping itu untuk melakukan proses pencairan dari segi 

administrasi juga harus dilakukan di ibu kota kabupatensalah satu factor 

penghambat aktifitas didesa adalah tidak tersedianya sarana penerangan yang 

cukup memadai untuk menunjang aktiftas kantor kampung. 

3. Apakah sumber daya pelaksana Dana kampung pada distrik windesi sudah 

memenuhi ten tang proses dan penggunaan Dana kampung baik tahun 2015 dan 

2016? 

Menurut saya belum memadai, karena aparat pengelola Dana kampung sendiri 

belum memahami dan mengerti tentang implementasi undang-undang desa 

sendiri, proses dan mekanismenya bagimanapun mereka belum mengetahui 

dan mengerti, apalagi tentang regulasi-regulasi yang harus dibuat oleh aparatur 

pemerintahan desa itu sendiri, sehingga substansi pelaksanaanya tidak terukur 

danjelas. 

4. Manurut anda, bagimanakah kualitas SDM pengelola Dana kampung 

Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Kampung (PTPKK) diwilayah anda? 

a. Pendidikan 

Menurut saya pendidikan masih rendah karena paling rendah ada yang 

bersekolah hanya sampai tingkat sekolah dasar, parahnya lagi bahkan ada 
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yang tidak bisa memhaca dan menulis, untuk yang tingkat pendidikanya 

lebih tinggi sudah baik tetapi perlu pemahaman yang lebih lagi tentang 

regulasi implernentasi Dana karnpung sesuai dengan undang-undang desa 

no.6 tahun 2014. 

b. Kecakapan (Kompctensi) 

Menurut saya masih kurang, perlu adanya pelatihan-pelatihan secara 

kontinyu agar terjadi peningkatan kapasitas aparat kampung itu sendiri 

c. Pengalaman 

Mcnurut saya berbicara tentang pengalaman semua aparat desa mempunyai 

pengalan tentang pengelolaan keuangan, akan tetapi berbicara tentang 

aturan (regulasi) pengalamnnya masih kurang karena mereka sama sekali 

belum ada pelatihan peningkatan kapasitas untuk penyamaan presepsi 

mekanisme pengelolaan dan pelaporan administrasi baik keuangan maupun 

pertanggungjawaban, kebanyak laporan dibuatkan (dibantu) orang yang 

lebih paham dan mengerti. 

d. Keadministrasian 

Manurut saya masih sangat kurang karena masih banyak yang belum 

memahami administrasi-administrasi apa saja yang mendukung pclaksanaan 

Dana kampung, bahkan regulasi (aturan) saja mereka belum paham dan 

mengerti. 

5. Apakah kendala yang dihadapi dalam realisasi Dana kampung pada setiap 

kampung diwilayah kabupaten kepulauan yapen 

Menurut saya kendala-kendalanya sbb; 

a. Tingkat pemahaman dan pengertian yang masih rendah, hal ini dipengaruhi 

dari factor pendidikan yang minim. 

b. Profesionalisme dalam melaksanakan pekerjaan sebagai aparat pcmerintah 

de sa 

c. Kondisi wilayah 

d. Adrninistrasi dan birokrasi yang terlalu banyak dan panjang 

e. Bel urn adanya pendampingan (pendamping baru ada per November 2016) 

f. Kondisi politik 
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g. Aturan (regulasi) yang berbelit-belit terkait mekanisme penyaluran Dana 

kampung yang diatur oleh pemerintah pusat 

Standard dan Sasaran Kebijakan 

1. Apakah dalam pengajuan dan pelaporan Dana karnpung mcnunjukkan adanya 

prosedur yang hams dilakukan? 

Jelas harus ada kerena semua sudah diatur didalam undang-undang nomor 6 

tahun 2014, permendagri no.113 tentang laporan administrasi de sa, perubahan 

pertama perturan pemerintah nomor 60 talnm 2014 tentang Dana kampung 

yang bersumber dari apbn, peraturan pemerintah no.22 tahun 2015 

penganggaran Dana kampung dalarn apbn, perubahan kedua pcraturan 

pemerintah nomor 60 tahun 2014, peraturan pemerintah no.& tahun 2016, 

permendagri no.37 tahun 2007 tentang pedoman mengelolaan keuangan desa, 

permendagri no.32 tahun 2006 tentang pedoman administrasi pcngelolaan 

keuangan desa, SKB 3 Menteri (mendagri, menkeu, mendes PDTT) tahun 2015 

tentang percepatan penyaluran, pengelolaan dan penggunaan Dana kampung 

2. Apakah pemerintah daerah memberikan penjelasan tentang penggunaan Dana 

kampung tersebut, baik yang bo1eh maupun tidak bo1eh di1aksanakan? 

Menurut saya pemerintah daerah dalam hal ini satker P3MD yang menagani 

Dana kampung sudah sangat baik dalam menjelaskan dan menyampaikan 

prosedur penggunaan Dana kampung, akan tetapi semua itu masih belum 

maksimal, perlu adanya sosialisasi yang kongkrit dalam hal in adanya serniloka 

kabupaten tantang pe1aksanaan undang-undang desa agar dapat berja1an 

dengan baik dan sesuai dengan aturan (regulasi) yang telah ditetapkan. 

Tambahan harus ada pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan 

undang-undang desa, perlu pula adanya bimtek atau palatihan penguatan 

kapasitas aparat desa dalam melaksanakan administrasi dan pclaporan 

keuangan Dana kampung. 
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3. Apakah penjelasan tersebut sesuai dengan kebutuhan pembangunan diwilayan 

anda? 

Menurut saya harus sesuai karena disarnping ada regulasi yang sudah diatur 

oleh pemerintah pusat, dan harus pula didukung oleh pemerintahprovinsi dan 

kabupatenlkota. 

Hubungan Antar Organisasi 

1. Pihak mana sajakah yang terlibat langsung dalam implementasi Dana 

kampung, adakah hubungan koordinasi dengan Bamuskarn, pemerintah distrik, 

dan pendamping lokal desa selama ini? 

Semua pihak harus terlibat mulai dari pemerintah pusat sarnpai dacrah, dan 

desa, disamping itu didukung pula oleh lembaga-lembaga desa serta 

menggunakan pola pendampingan melalui pendarnping Dana kampung. 

Selama ini yang saya lihat belum Nampak adanya korelasi hubungan antara 

bamuskam, pemerintah distrik dan pendarnping, hal ini disebabkan karena 

belum adanya sosialisasi yang baik mengenai fungsi dan peranannya dalam 

implementasi pelaksanaan Dana kampung. 

2. Bagimana pola hubungan atau kerjasarna yang terjalin diantara para pihak? 

Menurut saya saat ini masih jalan masing-masing, jadi belum Nampak kerja 

sarna yang tetjalin, hal ini mungkin dipengaruhi factor kcpala distrik dari 

birokrasi sedangkan pendarnping organisasi yang diatur dalam undang-undang 

desa nomor 6 tahun 2014, seharusnnya ada korelasi hubungan yang baik dan 

sejalan agar dapat melaksanakan implementasi undang-undang desa sesuai 

dengan tugas, fungsi dan tanggungjawanya. 

3. Apakah efek yang dihasilkan dari hubungan tersebut? Jelaskan positif atau 

negative? 

Menurut saya, Positifnya dengan hubungan yang mempunyai korelasi adalah 

dimana tingkat koordinasi sangat intensif dan dapat memecahkan permasalahn 

yang ada, sehingga implementasi dan substansi undang-undang desa dapat 

betjalan dan sesuai dengan aturan yang ada 

43140.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



168 

Negatifnya adalah kemungkinan masing-masing akan mempertahankan 

pendampatnya masing-masing. 

Karakteristik Agen Pelaksana 

1. Berapa persen dari Dana kampung yang digunakan untuk bidang pemerintahan 

desa terutama untuk operasional pemerintahan desa? 

Untuk tahun 2015 sebesar 46.31% dari total Dana kampung sumber APBN 

Untuk tabun 2016 sebesar 26.33% dari total Dana kampung sumber APBN 

2. Mungkinkah ada penyelewengan penggunaan dari Dana karnpung oleh oknum 

pengelola I Pemerintah desa? 

Menurut saya sangat mungkin terjadi karena adanya beberapa factor yang 

sudah saya jelaskan diatas, untuk mengatasi hal ini perlu adanya pengawasan, 

pemantauan, dan bimbingan dari pemerintah daerah baik itu kabupaten maupun 

distrik melalui sosialisasi dan pelatihan-pelatihan, perlu di ingatkan dan 

ditekankan kepada aparatur pemerintahan kampung untuk proses transparansi 

pengelollaan Dana kampung harus selalu disosialisasikan melalui papan 

informasi yang ada didesa, kalaupun belum ada barns diadakan. 

Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi 

I. Sejauh mana dukungan para aparatur pemerintahan desa tentang realisasi 

pelaksanaan bidang pembangunan di desa menggunakan Dana kampung? 

Menurut saya sudah sangat baik hal ini dapat dilihat bahwa peruntukan bidang 

pembangunan sangat besar dikabupaten kepulauan yapen untuk dua tahun 

anggaran sendiri san gat besar untuk tahun 2015 Bidang Pelaksanaan 

Pembangunan Desa sebesar Rp. 15.254.945.600,- atau sebesar 35.55% dari 

total dana sedangkan untuk tahun 2016 Bidang Pelaksanaan Pembangunan 

Desa sebesar Rp. 36.985.583.600,- atau sebesar 38.42% dari total dana. 

2. Sejauh mana dukungan dari masyarakat tentang realisasi pembangunan di 

distrik windesi serta kampung-kampung diwilayah distrik windesi 

menggunakan Dana kampung? 

Menurut saya tentunya pasti sangat besar dimana alokasi dana yang digunakan 

cukup besar pula untuk pembangunan dimana untuk tahun 2015 sebesar Rp. 
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130.000.000,- dan WJtuk tahun 2016 sebesar Rp. 2.320.327.900,- ada 

peningkatan dari tahun pertama ke tahun kedua. 

3. Mengamati kondisi ekonomi saat ini, apakah pcngalokasian Dana kampung 

pada kampung-kampung di distrik windesi sudah tepat dilakukan? Jika belum 

apa yang lebih diprioritaskan? 

Menurut saya sudah tepat dan harus lebih difokuskan pada peningkatan 

ekonomi desa melalui BUMDES 

Disposisi implementator 

1. Menurut anda, apakah para pengelola Dana kampung dikabupaten kepulauan 

yapen telah beketja dengan baik dan sepenuh hati? 

Menurut saya sudah, hal ini dapat dilihat dari kesiapan alokasi dana bersumber 

apbn, dan apbd kabupaten, dan mereka beketja tanpa dukungan dana 

operasioanl dalam rangka mengawal implementasi Dana kampung yang 

scharusnya ada dan dialokasikan melalui apbd kabupaten, hal ini perlu karena 

untuk mengawal Dana kampung yang sangat besar perlu adanya pengendalian 

dan pengawasan ke desa-desa, saya berharap pengelola yang ada dikabupaten 

kepulauan yapen dalam hal ini Kabag Pemerintahan Desa selaku satker P3MD 

Kabupaten kepu1auan yapen dapat terus membantu masyarak.at, jalur birokrasi 

yang cukup panjang harus dicarikan solusinya agar dapat betjalan cepat, tepat 

dan sesuai dengan harapan. Disamping itu saya berharap harus ada sosialisasi­

sosialisasi yang dilakukan setiap awal tahWl agar pelaksaan implementasi 

lllldang-Widang desa dapat berjalan dengan baik dan proses transparansi 

pengelolaan dapat diterapkan sehingga korelasi antar kelembagaan desa dapat 

berjalan dengan baik tujuan dari Dana kampung dapat tercapai, perlu pula 

adanya pelatihan-pelatihan atau bimtek yang diadakan di kabupaten mengenai 

system pengelolaan keuangan dan administra<>i pelaporan Dana kampung 

secara continue. 

2. Apakah para pengelola telah memahami maksud dan tujuan dari realisasi Dana 

kampung diwilayahnya? 

Menurut saya sudah sangat jelas memahami maksud dan tujuan dari Dana 

kampung, meskipun kadang terkendala dengan pemahaman apat desa yang 

sangat kurang, Wltuk itu perlu sebagai aparat pemerintah daerah melakukan 
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sosialisasi dan pelatihan-pelatihan kepada aparat desa, hubungan 

kelembangaan antas OPD dan Lembaga Masyarakat desa juga perlu dijaga agar 

implementasi undang-undang desa dapat berjalan sesuai dengan harapan 

pemerintahdan tentunnya memenuhi visi dan misi kabupaten kepulauan yapcn. 
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Lampiran IX Hasil Wawancara dengan Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar 

(T A.PSD) Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) 

Nama : VECKY ALLAN M 

Jabatan : Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (T A.PSD) 

Dinas!Instansi : Program Pembangunan Pernberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) 

KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN 

PENCAPAIAN TUJUAN KEBI.JAKAN: 

1. Manfaat yang diperoleh dari reaJisasi pelaksanaan Dana kampung walaupun 

secara umum belum maksimal namun cukup dirasakan manfaatnya oleh 

masyarakat kampung saat 1m; terutama jika berbicara mengenm 

penyelenggaraan pemerintahan kampung dalam memherikan pelayanan. 

Karena pada hakekatnya pelayanan (pelayanan publik) merupakan kewajiban 

pemerintah (pemerintahan kampung) yang harus diberikan kepada rnasyarakat, 

karena sebaliknya bagi masyarakat, merupakan sebuah hak untuk memperoleh 

pelayanan oleh pemerintah. Ini dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan2 dasar 

masyarakat baik secara fisik maupun non-fisik dari pelaksanaan dana kampung 

yang dilaksanakan oleh pemerintahan kampung. Beberapa contoh pelayanan 

pemerintahan kampung kepada masyarakat adalah dengan memfasilitasi 

pertemuan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi/ usulan kebutuhan yang 

selanjutkan akan ditindak lanjuti menggunakan Dana kampung, seperti 

pembangunan paud, pustu pasar kampung, balai kampung dan lai-lain yang 

merupakan bentuk kegiatan sarana prasarana (fisik), begitu pula dengan 

kegiatan non-fisik lainnya seperti pelatihan2 peningkan kapasitan kelembagaan 

masyarakat dll yang mana kesemuanya itu sebagai penunjang pelayanan 

pemerintah kepada masyarakat.. 

2. Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan, secara umum Dana kampung 

TA. 2015 dan 2016 di distrik windesi digunakan untuk pengadaan Motor 

tempe! 15PK dan pembangunan 5 unit rumah layak huni. Sedangkan untuk 

kegiatan non-fisik, beberapa yang kami wawancarai, mereka I masyarakat 

43140.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



172 

mengatakan masih kurang jelas/ mereka tidak rncngatahuinya akibat masih 

kurangnya transparansi dari aparat pemerintah kampung. 

3. Menurut pengamatan yang kami lakukan terma-;uk mewawancarai beberapa 

masyarakat, dapat kami sirnpulkan mengenai pelaksanaan Dana kampung di 

Distrik Windesi bisa dikatakan "lumayan" I belum maksimal, ini kami katakan 

dikarenakan msh ada beberapa warga yang masih mcngeluhkan menyangkut 

transparansi I keterbukaan dari aparat pemerintah kampung I pengelola 

kegiatan dana kampung. 

4. Di Distrik Windesi khusus BAMUSKAM sangat berperan dalam memberikan 

kontribusi dalarn pclaksanaan Dana kampung, mulai dari membantu 

pemerintah kampung memfasilitasi masyarakat dalam musyawarah kampung, 

membantu kepala karnpung menyusun, memhuat dan menetapkan peraturan 

kampung serta juga mengawasi pemerintah kampung dalam pelaksanaan Dana 

kampung. Masyarakatpun tidak luput dalam mernberikan kontribusi pada 

pelaksanaan Dana kampung. Beberapa contoh diantaranya masyarakat pemilik 

hak adat/ulayat, seringkali memberikan pelepasan sebagian hak tanalmya bagi 

pemerintah kampung untuk melakukan pembangunan fasilitas fisik/ sarana pra­

sarana kampung dari Dana kampung. Juga masyarakat memberikan kontribusi 

dalam bentuk lain yaitu terlibat sebagai tenaga keija dalam pelaksanaan 

pekerjaan dilapangan. 

5. Dampak pelaksanaan kebijakan Dana kampung pada peningkatan 

penyelenggaraan roda pemerintahan sangat besar karena ini dapat dilihat sejak 

berjalannya Program Dana kampung, Pemerintahan Desa makin terlihat 

''hidup" I aktif, semakin berdemokrasi (walau belum maksimal), dalam 

menjalankan amanat undang-undang desa demi mensejahterakan masyarakat. 
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KEBIJAKAN DANA KAMPUNG F AKTOR SUMBER DAY A 

1. Berbicara mengenai Swnber Daya Manusia (SDM), secara umum kampung­

kampung yang berada jauh dari daerah kota masih memiliki kekurangan pada 

kualitas Sumber Daya Manusianya. Dan secara langsung maupun tidak 

langsung berpengaruh pada pelaksanaan Kebijakan Dana kampung. Salah satu 

penyebab utamanya adalah tingkat pendidikan yang masih rendah. 

2. Hal berikut yang juga menjadi penghambat kebijakan dana kampung setelab 

masalab SDM adalab masalab fasilitas (sarana-prasarana) pendukung bagi 

aparat pemerintah kampung yang masih kurang memadai. lni mengakibatkan 

para aparat pemerintah kampung lebih banyak menghabiskan waktunya di kota 

untuk mengerjakan hal2 yang mengenai administrasi. mulai dari fasilitas 

penerangan (listrik) yang kurang memadai Gika ada, tidak selalu beroperasi), 

juga menenai transportasi yg jarang I bahkan tidak ada yang reguler antara 

kampung ke kabupaten untuk berproses. 

3. Secara garis besar sumber daya pelaksanaan Dana kampung pada Distrik 

windesi sudah memahami proses dan penggunaan Dana kampung, walau 

memang pada kenyataannya, didalam pelaksanaan I prakteknya seratus persen. 

Terutama pada tabun pertama (2015), masih terlihat banyak kekurangan 

pemabaman yang masih kurang, tetapi pada tabun berikutnya (2016) hal ini 

makin membaik, mulai adanya peningkatan pemahaman dalam tentang proses 

dan penggu.Tiaan dana kampung. 

4. Menurut saya SDM pengelola Dana kampung di wilayah saya (yang mana saya 

kebetulan berada di tengab kota), SDM pelaku/pengelola Dana kampung 

lurnayan baik. Ini dapat dilihat dari bebrapa faktor seperti tingk:at pendidikan 

yang baiklcukup dibanding para pclaku yang berada di karnpung2 yang jauh 

dari daerah kota. Berikut para pelaku diwilayah saya lebih baik dalam hal 

percakapan, ini dikarenakan faktor pcndidikan dan juga pola pikir para pelaku 

daerah kota yang Iebih maju. Juga masalah pengalaman, beberapa dari meraka 

para pelaku mempunyai pengalaman2 sepadan dengan tugas yang diemban saat 
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ini, contohnya ada yang sebelumnya berasal I pemah beketja di program 

PNPM Mandiri Repek,/ prospek dan program2 serupa lainnya. Namun agak 

sangat disayangkan jika kita berbicara mengenai Keadministrasian, karena hal 

ini masih merupakan salah satu hal yang masih kurang dan hampir terjadi di 

sebagian besar kampung. Hal ini dipengarohi oleh mental dan kedisiplinan 

pelaku yang masih sangat perlu tuk dibina dan diperbaiki. 

5. Berbicara mengenai kendala realisasi Dana kampung di Kabupaten Kepulauan 

Yapen masih sangat banyak, selain masalah akses transportasi dan komunikasi 

ysng masih kurang, sebagaimana kami utarakan diatas; mulai SDM, Falititas 

/sarana prasana pendukung dll. Namun ada juga hal yang menjadi kendala yang 

dihadapi dalam pelaksanaan dana kampung adalah masalah kesadaran dan 

kepedulian baik dari masyarakat juga dari aparat pemerintah kampung, begitu 

pula partisipasi masyarakat yang masih kurang, serta masih kurangnya 

transparansi mengenai penggunaan dana kampung oleh pemerintah kampung/ 

pengelola mulai dari perencanaan hingga laporan penggunaan dana kepada 

masyarakat. Dan hal ini berada ditangan pelaksana/ pengelola Dana kampung 

(aparat pemerintah Kampung) dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat 

kepada pemerintah dalam hal ini kepada pemerintah kampung, dan juga 

BAMUSKAM yang masih kurang melakukan perannya sebagai pengontrol I 

bisa dibilang sebagai"DPR" nya kampung. 

FATOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

Standar dan sasaran kebijakan. 

1. Dalam pengajuan dan pelaporan Dana kampung sudah menunjukan adanya 

prosedur yang harus dilakukan; hal ini dikarenakan Dana kampung memiliki 

dasar hukum dan pcraturan2 yang sangat jelas yang dikeluarkan oleh 

kementerian-kemeterian terkait yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dalam 

setiap proses yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan Dana kampung mulai 

dari tahapan perencanaan hingga pelaporan. 

2. Pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat walau 

saya nilai belum maksimal, namun telah memberikan penjelasan2 mengenai 
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mana yang boleh maupun tidak boleh dilaksanakan kepada seluruh aparat 

pemerintahan kampung agar selain pada pelaksanaannya tidak keluar dari 

rambu2/ aturan yang belaku. 

3. Mengenai apakah penjelasan tersebut sesuai dengan kebutuhan atau tidak, hal 

ini itu sangat relatif jika kita berbicara soal kebutuhan. Namun yang terpenting 

disini adalah apakah sesuai dengan aturan atau tidak. 

HUBUNGAN ANT AR ORGANISASI 

1. Pada dasarnya sangat diharap keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalarn 

implementasi Dana kampung, namun jika dilihat secara umum, pihak2 yang 

terlibat langsung dalam imlementasi Dana kampung antara lain mulai dari : 

a. Pemerintah Pusat (Kementerian terkait) 

b. Pemerintah Propinsi 

c. Pemerintah Kabupaten 

d. Pernerintah Kampung (Kepala Dcsa) 

e. BPD 

f. Kepala Dusun 

g. Perangkat Desa 

h. UnsurLMD 

1. Unsur Kelembagaan Desa 

J. Pendamping Desa (TA, PD, PLD) 

k. Pihak ketiga (kontraktor/swasta) 

I. Suplayer (Pihak Toko) 

m. Dan pihak2 lainnya 

2. Pola Hubungan I ketjasarna yang terjalin antara pihak2 tcrkait/ yang terlibut 

dalam implementasi dana kampung secara umum sangat luas, namun jika bisa 

dipersempit ke beberapa pola sebagai berikut adalah 1. Pola hubungan yang 

dilakukan berda'iarkan peran wilayah/ posisi I kedudukan Gabatan). 2. Pola 

hubungan yang yang berbentuk "kemitraan" yang pada hakekatnya dikenal 

dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara 
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individual atau kelompok. Kemitraan juga merupakan keljasama formal antara 

antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Selain itu kemitraan juga merupakan suatu 

upaya kolaborasi antara antara pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri 

yang terus menerus guna mencapai tujuan bersama sebagai mitra dan sebagai 

perwujudan dcngan adanya komitmen bersama. 

3. Efek yang ditimbulkan dari pola hubungan kejasama tersebut secara positif 

salah satunya adalah saling menunjang satu dengan yang lainnya juga 

meningk:atkan koordinasi dan komunikasi dalam kemitraan guna meningkatkan 

kepercayaan masyarakat yang mana dalam hal ini masyarakat sebagai subjek 

pembangunan guna mencapai tujuan kemitraan tersebut. Namun tidak 

dipungkiri ada pula kendala diantaranya Badan Pengelola yang belum efektif, 

tidak banyak pendonor yang memberi respon. Atau sisi negatif-nya adalah 

masih adanya penyalahgunaan kcpcrcayaan yang telah dibangun dan 

penyalahgunaan kewenangan oleh salah satu mitra yang terkait. 

KARA TERISTIK AGEN PELAKSANA 

1. Besar aloksi Dana kampung Bidang Pemerintahan Kampung untuk operasional 

pemerintahan kampung adalah sebesar 30% dari total alokasi dana 

kampung/tahun anggaran. 

2. Menyinggung soal apakah mungkin adanya penyelewengan dana kampung 

oleh oknum pengelola/pemerintahan kampung, hingga saat ini hangat 

dibicarakan dan juga bebrapa diantara sudah menjadi temuan yang memastikan 

bahwa hal itu benar2 terjadi hampir disemua tempat (kampung). 

KONDISI SOSIAL, POLITIK DAN EKONOMI. 

1. Mcngcnai dukungan aparal pemerintah kampung baru bisa dikatakan belwn 

maksimal karena seperti kami sebutkan diatas masih bclum adanya koordinasi 

yang baik antar aparat yang mana rnenirnbulkan saling kurang kepercayaan. 

Juga belum adanya pembagian tugas dan tanggungjawab yang merata antar 

aparatur (rnonopoli tugas). 

43140.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



177 

2. Mengenai dukungan masyarakat, sebcnamya masyarakat sangat mendukung 

pembangunan yang dihasilkan dari program dana kampung, namun yang masih 

menjadi kendala I harnbatan adalah masalah kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah dikarenakan masalah transparansi/ keterbukan dari aparatur 

pemerintah kampung kepada masyarakat. 

3. Berbicara mengenai pengalokasian dana karnpung terkait kondisi ekonomi 

saat ini didistrik windesi kami nilai sudah tepat dan itu bisa dilihat dari 

pengadaan motor tempe! bagi nelayan di keseluruhan kampung guna 

peningkatan penghasilan demi menunjangl miningkatkan ekonomi masyarakat. 

Namun adapula hal2 yang harus diperhatikan sebelum pengadaan, yaitu 

mengenai peningkatan kapasitas masyarakat dalam hal ini bagi kelompok 

nelayan sebagai modal awal I bekal pengetahuan sebelum adanya pengadaan 

mesin/motor tempel tersebut. Karena hingga saat ini nelayan yang ada disini 

masih menggunakan cara2 tradisional dan bersifat konsomtif. 

DISPOSISI IMPLEMENT A TOR 

1. Menurut kami para pcngelola dana kampung di kabupaten kepulauan yapcn 

belum beketja maksima] dan belum dengan sepenuh hati, terutama yang berada 

di tingkat kampung. Hal ini bisa dilihat dari masih adanya penyalahan prosedur 

dan masih adapula penyelewangan dana yang dilakukan oleh oknum2 aparat 

kampung. 

2. Pada dasamya secara gar1s besar para pengelola dana kampung telah 

memaharni maksud dan tujuan dari realisasi dana kampung walau belum 

maksimal. Namun jika belum betjalan dengan lancar itu diakibatkan kurang 

adanya kesadaran I kepcdulian dari aparat pemerintah kampung dalam hal ini 

para pengelola dana kampung. 
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